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MAHKAMAH AGUNG R.L

Pengadilan Negeri Sarolangun
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

DAFTAR INDUK SOP KEPANITERAAN PERDATA

NAN MEDIASI BERHASIL

1 NO NAMA SOP KETERANGAN
SOP PENYELESAIAN PERKARA
1 | PERDATA PERMOHONAN 313/KPN.W5-U8/0T1.3/111/2026
SECARA MANUAL
SOP PERKARA PERDATA
2 | GUGATAN/BANTAHAN/PERLAWA 314/KPN.W5-U8/0T1.3/111/2026

SOP PERKARA PERDATA
GUGATAN/BANTAHAN/PERLAWA
NAN MEDIASI GAGAL

314/KPN.W5-U8/0T1.3/111/2026

SOP UPAYA HUKUM BANDING PERKARA
PERDATA

316/KPN.W5-U8/OT1.3/111/2026

SOP PERMOHONAN PERKARA
PERDATA KASAS| MEMENUH]I
SYARAT FORMIL

317/KPN.W5-U8/0T1.3/111/2026

SOP PERMOHONAN
KONSIGNASI (PENGADAAN
TANAH)

318/KPN.W5-U8/0T1.3/111/2026

SOP PENDAFTARAN PUTUSAN ARBITRASE
NASIONAL

319/KPN.W5-U8/0T1.3/111/2026

SOP PENCABUTAN
PERMOHONAN BANDING
PERDATA UMUM

320/KPN.W5-U8/OT1.3/111/2026

SOP PENCABUTAN
PERMOHONAN KASASI
PERDATA

321/KPN.W5-U8/0T1.3/111/2026

10

SOP PENCABUTAN PERMOHONAN
PENINJAUAN
KEMBALI PERDATA

322/KPN.W5-U8/0T1.3/111/2026

11

SOP PEMBATALAN PUTUSAN BADAN
ARBITRASE NASIONAL INDONESIA

323/KPN.W5-U8/OT1.3/111/2026

12

SOP UPAYA HUKUM
KEBERATAN TERHADAP
PUTUSAN BPSK

324/KPN.W5-U8/0T1.3/111/2026

13

SOP PENYELESAIAN PERKARA
SENGKETA PARTAI POLITIK

325/KPN.W5-U8/0T1.3/111/2026

14

SOP PENYELESAIAN PERKARA
KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN
KOMISI INFORMASI PUBLIK

326/KPN.W5-U8/OT1.3/111/2026

15

SOP KEBERATAN PERKARA GUGATAN
SEDERHANA

327/KPN.W5-U8/0T1.3/111/2026

16

SOP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA
PERMOHONAN SECARA ELEKTRONIK (E-
Court)

328/KPN.W5-U8/OT1.3/111/2026




NO

NAMA SOP

KETERANGAN

17

SOP PERKARA PERDATA GUGATAN/
BANTAHAN/ PERLAWANAN SECARA
ELEKTRONIK (E-Court) MEDIASI
BERHASIL

329/KPN.W5-U8/0T1.3/111/2026

18

SOP PERKARA PERDATA GUGATAN/
BANTAHAN/ PERLAWANAN SECARA
ELEKTRONIK (E-Court) MEDIASI GAGAL

330/KPN.W5-UB/OT1.3/111/2026

19

SOP PENYELESAIAN PERKARA
GUGATAN SEDERHANA SECARA
ELEKTRONIK (E-

Court)

331/KPN.W5-U8/0T1.3/111/2026

20

SOP PENGEMBALIAN SISA PANJAR
PERKARA PERDATA

332/KPN.W5-U8/0T1.3/ill/2026

21

SOP UPAYA HUKUM BANDING PERKARA
PERDATA SECARA ELEKTRONIK (E-Court)
PADA

PENGADILAN NEGERI

333/KPN.W5-U8/0T1.3/111/2026

22

SOP PERKARA PERDATA PENINJAUAN
KEMBALI DENGAN ALASAN
KEKELIRUAN / KEKHILAFAN YANG
NYATA PADA PENGADILAN NEGERI

334/KPN.W5-U8/0OT1.3/111/2026

23

SOP PERKARA PERDATA PENINJAUAN
KEMBALI DENGAN ALASAN ADANYA
NOVUM

PADA PENGADILAN NEGERI

335/KPN.W5-U8/0T1.3/111/2026

24

SOP PERMOHONAN PE

RKARA PERDATA KASASI SECARA
ELEKTRONIK (E-COURT) PADA
PENGADILAN NEGERI

336/KPN.W5-U8/0T1.3/111/2026

25

SOP PERMOHONAN PERKARA
PERDATA KASAS] TIDAK MEMENUHI
SYARAT FORMIL SECARA
ELEKTRONIK

337/KPN.W5-U8/0T1.3/111/2026

26

SOP PENCABUTAN PERMOHONAN
BANDING PERDATA UMUM SECARA
ELEKTRONIK

338/KPN.W5-U8/0T1.3/111/2026

27

SOP PENCABUTAN PERMOHONAN
KASASI PERDATA SECARA ELEKTRONIK

339/KPN.W5-U8/0T1.3/111/2026

28

SOP PERKARA PERDATA PENINJAUAN
KEMBAL! TIDAK MEMENUHI SYARAT
FORMIL/MELEBIHI TENGGANG WAKTU
PADA PENGADILAN NEGERI

340/KPN.W5-U8/OT1.3/111/2026




MAHKAMAH AGUNG R.I.

Pengadilan Negeri Sarolangun
Komplek Perkantoran Gunung
Kembang Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP 313/KPN.W5-U8/0T1.3/111/2026

TGL. PEMBUATAN 12 Desember-2018

TGL. REVISI 6 Februari 2026

TGL. EFEKTIF 31 Maret 2026
Novarina Manurung

DISAHKAN OLEH
NAMA SOP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA
PERMOHONAN SECARA MANUAL

DASAR HUKUM

KETERKAITAN

1.

2,
3:

10.

11.

12

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) /
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun
1986 tentang Peradilan Umum,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan
Negara Bukan Pajak.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Meterai.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Pengadilan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005
tentang Pengangkatan Anak.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014
tentang Penyelesaian Perkara di pengadilan tingkat
pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) Lingkungan
Peradilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan di Bawahnya.

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

1. SOP Kepaniteraan Hukum
2. SOP Keuangan Perkara
3. SOP Minutasi

PERINGATAN/ CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan cepat tidak akan
berjalan dengan baik.

KUALIFIKASI PELAKSANA

Strata 3
Strata 2
Strata 1
SMU Sederajat

el ol o

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

Alat tulis kantor (ATK).
Komputer

Printer

Aplikasi SIPPS
Dokumen pendukung

U1 A GRS

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

1. Aplikasi SIPP
2. Register Induk Perkara Permohonan
3. Jurnal Keuangan Perkara

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan cleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN




20. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1060/DIU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
114/DJU/SK.HM1.1.1/1/2024 tentang Pembaruan Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

21, Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
486/DIU/HM.02.3/4/2021 Hal Pengawasan, Pengendalian,
Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.

Dokumen ini tetah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Batai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.




PELAKSANA MUTU BAKU
NO | AKTIVITAS KA PAN | PANI KPN/ | PERSYARATAN/ KET
PTSP MEJAIMEJAIL SIR MUD | TERA JS/ISP| PP |HAKIM WKPN | PERLENGKAPAN WAKTU | OUTPUT
ek Checklist
{ ) ! ditanda
. _J - Berkas p
1 g’; nerima Permohenan 1 Jam tangani
rmohonan - Checklist oleh
petugas
PTSP
Meneliti - Berkas Berkas
2 |kelengkapan — Permchonan 1Jam {Permchona
berkas perkara - Checklist n lengkap
- Jumilah
Menghitung | ) sgr:::g:rmaya panjar
3 panl_i:r biaya - Berkas 1Jam ibiaya
perkara erkara
Permohonan 3iketahui
Membuat: Lembar
embua penghitungan
4 SKUM panjar biaya L1Jam  |SKUM
perkara
- Slipsetor dari
Menerima bukti zANK : Memperole
_ - Aplikasi SIPP
5 |setor Bank dari - BukuJurnal 1Jam |hnomor
Pemohon Keuangan perkara
- Buku Kas Bantu
- Buku ekspedisi
penyetoran PNBP
PNBP/Buku disetor
6 Memungut dan Induk HHK 13 tepat waktu
menyetor PNBP - Buku Jurnal 4M 1 Tanda
Keuangan terima
Perkara penyetoran
- Buku Kas Bantu
Menginput - Berkas
biaya perkara Permohonan Biaya
ke aplikasi - Slip Setoran perkara
SIPP dan Panjar Biaya tercatat
7 Perkara dari 1 Jam pada Buku
:jneincatat Bank Jurnal
alam Buku - Nomor perkara Keuangan
Jurnal _ SIPP
Kevangan
Menginput Data
data perkara - SIPP perkara
pada aplikasi - Berkas perkara 13 tercatat
8 |SIPPdan - Buku Register aM | dalam
mencatat pada Permohonan register
Buku Register perkara
it
Memeriksa
kelengkap?(n ] Berkas
9 E&Q‘éﬁﬁe’ ara - Berkas perkara iJam |perkara
diserahkan ke lengkap
KPN/ WKPN
Penetapan
10 |Hakim melalui - SIPP 3 hari ;er!e;_apa n
SIPP - ATK "
Penunjukan: y Penetapan
- Panitera . | Penunjukan
Penggant <Ib Panitera
U urusita - ATKP 3 hari Eggggant:
Penggant Jurusita/Jur
melalui SIPP uSita
Mencatat Penggant
penetapan
Hakim dan PP Penunjukan
serta Hakirn dan
Jurusita/ISP ke : PP serta
12 dala_m Buku ) g:gﬂlast;erperkara 1 Jam Jurusita/Js
Register dan - ATK P tecatat
menyerahkan kedalam
berkas perkara buku
ke Hakim/ register
Majelis Hakim
Menetapkan - SIPP Penetapan
13 | hari sidang - ATK 3had |HariSidang
melalui SIPP Pertama

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.




PELAKSANA MUTU BAKU
NO | AKTIVITAS KA PAN | PANI KPN/ | PERSYARATAN/ KET
PTSP (MEJAIMEJA I siR | mup | TERA 1S/ ISPl PP (HAKIM WKPN | PERLENGKAPAN WAKTU | OUTPUT )
Menerima i
berkas perkara
dari Hakim dan - Berkas perkara
menyampaikan - penetapan hari
penetapan sidang Berkas
14 kepada | | - ATK 1 Jam diterima
Jurusita/Jsp - Ekspedisi
untuk -
memanggil
Pemohon
Menerima
penetapan hari SIPP
sidang. et ;
Membuat dan ) ?aémr‘man rl:zn:zgﬁglla
15 gleay:smpaﬂ(an I - Penetapan Hari 7han | ksanaka
- Sidang n
panggilan . ATK
kepada para
pihak
Menginput
Relaas
Panggilan ke . SIPP terisi
datam SIPP i ﬁ;?;?:ﬂggllan dan tanda
dan I dijalankan terima
16 [menyerahkan - Buku ekspedisi 1Jam |penyerahan
RelaasI . SIPP P relaas
Panggilan
kepada - ATK
Panitera
Pengganti
Sidang
Pemeriksaan - Berkas Perkara - Berita
17 perkara dan I - Komputer 1anari | Acar
Pengucapan - SIPP n Sidang
Penetapan/ - ATK - Putusan
Putusan |
Y - Berkas Perkara Berkas
| - SIPP sudah
18 | Minutasi l - Checklist 14 hari | terminutasi
- Komputer dengan
- ATK baik
Menyerahkan
berkas perkara v - Berkas perkara BA
ng sudah - Checklist
19 ‘I;?-I'rgke D kelengkapan . 3 hari penyerahan
Panmud berkas ke Panmud
Hukum untuk - Buku ekspedisi Hukum
diarsipkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan settifikat eiektronlk yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik {BSrE) BSSN.




NOMOR SOP 314/KPN.W5-t8/QT1.3/111/2026

TGL. PEMBUATAN | 12 Desember 2018

TGL. REVISI 6 FeBruari 2026
TGL. EFEKTIF 31 Maret 2026
DISAHKAN OLEH

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur

MAHKAMAH AGUNG R.I.
Pengadilan Negeri Sarolangun NAMA SOP
Komplek Perkantoran Gunung
Kembang Kabupaten Sarolangun
DASAR HUKUM KETERKAITAN
1. Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) /| 1. SOPKepaniteraan Hukum
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg). 2. SOP Keuangan Perkara
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan | 3. SOP Minutasi
Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang | PERINGATAN/ CATATAN
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
3 ta%gﬁz?ﬁn%gasgrﬁgfﬁgﬂgﬂ}un 2009 tentang Kekuasaan _:)ika_ SOP ini tidak dil_aksanakan, maka asas peradilan cepat tidak akan
: erjalan dengan baik.
Kehakiman.
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan
Negara Bukan Pajak. KUALIFIKASI PELAKSANA
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Meterai. 1. Strata3
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang | 2. Strata2
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan | 3. Stratal
Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa | 4. SMU Sederajat
kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI
1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan | PERALATAN/ PERLENGKAPAN
Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan 1. Alattulis kantor (ATK).
Pengadilan. 2. Komputer
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 3. Printer
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 4. Aplikasi SIPP
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 5. Dokumen pendukung

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat

elektronik yang diterbitkan cleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN




Administrasi Pemerintahan.

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan | Register elektronik
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014
tentang Penyelesaian Perkara di pengadilan tingkat
pertama dan Tingkat banding pada 4 {empat) Lingkungan
Peradilan.

11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI  Nomor
KMA/032/SK/Iv/2006 tentang Pemberlakuan Buku II
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI  Nomor
363/KMA/SK/XI1/2022 tentang Petunjuk Teknis
Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata
Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara
Elektronik.

14, Peraturan Sekretarils Mahkamah Agung RI Nomor 002
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan di Bawahnya.

15, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 1692/DIU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

16. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
114/DIU/SK.HM1.1.1/1/2024 tentang Pembaruan Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri,

17, Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
486/D1U/HM.02.3/4/2021 Hal Pengawasan, Pengendalian,
Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan aleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.




PELAKSANA - MUTU BAKU ‘ET
MAD
NO | AKTIVITAS | prop | MEaI |MEIALX "f.glrf KASIR ;ﬁ‘; .';EA:: sfisp| PP LEI :A mj :Emnx‘:;ﬂ’ WAKTU OUTPUT
Checklist
ditanda
i Tidak -Dokumen ‘ p
1 %ﬁgﬁan pendaftaran 1 Jam mln[,?a"'
-Checklist oe
petugas
PTSP
3 I\D’Igﬁ rlgfen -Dokumen Dokumen
Pendaftaran — pendaftaran 1Jam {pendaftara
-Checkist n lengkap
Menghitung 2 -SK Panjar Jumiah
3 | panjar biaya I Biaya Perkarea 1 Jam g;?:r
perkara | Berkas perkara
Permohonan diketahui
Membuat A Le"‘b‘?"
4 penghitungan
SKUM ] panjar biaya 1Jam |SKUM
perkara
-Slip setor dari
Menerima BANK
5 bukti setor I -Aplikasi SIPP Memperole
Bank dari -BukuJurnal 1Jam {hnomor
Pemohon Keuvangan perkara
-Buku Kas
Bantu
-Buku ekspedisi
penyetoran PNBP
h 4 PNBP/Buku disetor
g Menyetor Induk HHK tepat
PNBP -Buku Jurnal 1Jam |waktu
Keuangan Tanda
Perkara terima
-Buku Kas penyetoran
Menginput Bantu
biaya -Berkas
perkara ke ¥ Permohonan Biaya
aplikasi SIPP I -Slip Setoran perkara
7 |dan Panjar Biaya 17am tercatat
mencatat Perkara dari pada Buku
dalam Buku Bank Jurnal
Jurnal -Nomor perkara Keuangan
Keuangan SIPP
Menginput
data perkara Data
ikasi y
pada pls — perara
8 |mencamt -Berkas perkara 17am |EFCAEL
pada Buku -Buku Register dalam
Register Permohonan register
Induk perkara
Memeriksa
kelengkapan
berll:as i
9 | Bhelim I | Berkas
diserahkan Berkas perkara | 1Jam |{perkara
ke KPN/ lengkap
WKPN
Penetapan
penunjukan Y _|-SIPP Penetapan
10 |Majelis |\ -Berkas perkara | 3 hari | Majelis
Hakim -ATK Hakim
melalui SIPP
y Penetapan
Penunjukan: Penunjuka
Panitera SIPP n Paniterq
11 Pengganﬁ -Berkas perkara ;| 3 hari Pengganti
Jurusita ATK dan
Pengganti Jurusita/Ju
melalui SIPP rusita
Pengganti

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BS(E) BSSN.




PELAKSANA MUTU BAKU KET
MAJE
NO | AKTIVITAS | prep | MmaaI |MEDAD Mon | Kase | Pom | PAND |56 35p| bp L H ok | PERSYARRTAN | wakTu | ouTpuT
Mencatat -Register Penunjuka
penetapan -Berkas Perkara n Majelis
penunjukan -ATK Hakim dan
Maijelis PP serta
Hakim, Jurusita/)s
Penitera P tecatat
Pengganti kedalam
dan buku
Jurusita/IsP register
12 ke dalam 1 Jam
Buku
Register dan
menyerahka
n berkas
perkara ke
Hakim/
Majelis
Hakim
-SIPP Penetapan
Menetapkan :ﬁiz_rl(kas perkara E::tla Sr|ndaang
13 | hari sidang I 3 hari
melalui SIPP
FMenerima -Berkas perkara Berkas
berkas -penetapan hari diterima
perkara dari sidang
Majelis I -ATK
14 Hakim ' -Ekspedisi 1 Jam
‘Menyampaik
an
penetapan
kepada
Jurusita/ISP
Menerima -SIPp Pemanggila
penetapan -Salinan n sudah
hari sidang Permohonan dilaksanak
Membuat -Penetapan an
dan 4 Hari Sidang -
15 . | -ATK 3 harl
meyampaika
n relaas
panggilan
kepada para
pinale -Relaas Tanda
Menlzzrsahka 4 panggilan yang terima
Bar:ggilan I te_!ah 13Jam |Penyeraha
16 | dijalankan _ nrelaas
kepada -Buku ekspedisi
Panitera -ATK
Pengganti | -Berita
< -Berkas Perkara Acara
idang -Komputer . | Sidang
v pertama -SIPP 7 har *1
ATK Pertama
-Penetapan
Mediator
-Penetapan Laporan
. IF:’Ie‘21‘(':1:Ill_cas;.\l_naan Tidak Mediator 31 hari | hasil
-ATK mediasi
Menginput
Pelaksanaan v -Penetapan
Mediasi | Medtator Pelaksanaa
pada SIPP -Laporan hasil n mediasi
19 idan mediasi 1Jam |[sudah
mencatat -SIPP terinput
pada -Register Induk pada SIPP
Register -ATK
Induk
. -Berkas Perkara
r:ﬂ(ﬁ:s Y -Laporan hasil Konsep
20 | mempelatari mediasi 2 hari putusan
peajari — -SIPP perdamaia
kesepaka_tan -Komputer n
perdamalan Ya ATK
A
-Putusan
Pengucapan -Putusan sn_Jdah
21 |putusan aputer 1 hari | Jucapkan
perdamaian ATK

Dokumen ini telah dilandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Seriifikasi Elektrontk (BSrE) BSSN.




PELAKSANA MUTU BAKU KeT
NO | AKTIVITAS MEDIA P PANI MAJE | yons | PERSYARATAN
PTSP | MEJAT | MEJAII 'IEDDR KASIR Mﬁl: TERA |I5/3ISP| PP LE :A w:cpn': PERLENGKAPANI WAKTU | OQUTPUT
Menginput Tanggal,
tanggal, amar
amar putusan
putusan, e- -Putusan dan
doc putusan -Komputer softcopy e-
pada SIPP -SIPP doc
22 idan Direktori I -Direktori 1 Jam |putusan
Putusan Putusan sudah
serta -Register Induk terinput
mencatat -ATK pada SIPP
pada dan
Register Direktori
Induk Putusan
-Berkas Perkara Berkas
-SIPP sudah
23 | Minutasi -Checklist 14 har |terminutasi
|_ -Komputer dengan
-ATK balk
Menyerahka
n berkas
perkara (b -Berkas perkara BA
yang sudah -Checklist penyeraha
24 |BHT ke kelengkapan 3hari |nke
Panmud berkas Panmud
Hukum -Buku ekspedisi Hukum
untuk
diarsipkan

PEMJELASAN PADA KOLOM KETERANGAN
*1 Dalam hal pemberitahuan secara delegasi ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari

Dokumen ini telah ditandatangani secara gigital menggunakan serifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik {BSrE) BSSN.
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MAHKAMAH AGUNG R.L. APy
.Novarina’Manurung

Komplek Perkantoran Gunung ~ MEDIASI GAGAL

Pengadilan Negeri Sarolangun NAMA SOP %DATA GUGATAN/ BANTAHAN/
Kembang Kabupaten Sarolangun PE

DASAR HUKUM KETERKAITAN

1. Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) /
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg). 1. SOP Kepaniteraan Hukum
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan | 2. SOP Keuangan Perkara
Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir | 3. SOP Minutasi
dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun | PERINGATAN/ CATATAN

1986 tentang Peradilan Umum,

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan cepat tidak akan
berjalan dengan baik.

Negara Bukan Pajak.

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea KUALIFIKASI PELAKSANA
Meterai.
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang | 1. Strata 3
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan | 2. Strata2
Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa | 3. Stratal
kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI | 4. SMU Sederajat

1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi | PERALATAN/ PERLENGKAPAN

dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Pengadilan.

7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 ; anr;ﬁjitsel:antor(ATK).
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 3. Printer

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 4: Aplikasi SIPP
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang 5. Dokumen pendukung

Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan.

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan PEMCATATAN DAN PENDAFTARAN

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan. Register elektronik

10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014
tentang Penyelesaian Perkara di pengadilan tingkat pertama
dan Tingkat banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

11, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI  Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/I1/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI  Nomor
363/KMA/SK/XI1/2022 tentang Petunjuk Teknis
Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata
Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara
Elektronik.

14, Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan di Bawahnya.

15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

16. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
114/DJU/SK.HM1.1.1/1/2024 tentang Pembaruan Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

17. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
486/DJU/HM.02.3/4/2021 Hal Pengawasan, Pengendalian,
Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN




PELAKSANA MUTU BAKU
MAJE
NO | AKTIVITAS MEDIA PAN | PANI KPN/ | PERSYARATAN/
PTSP (MEJAIMEJAIL TOR KASIR MUD | TERA JS/ISP LIKSI:A WKPN | PERLENGKAPAN WAKTU | OUTPUT
Checklist
ditanda
Menerima Tedak -Dokumen tangani
1 pendaftaran 1Jam
pendaftaran Checklist oleh
petugas
| PTSP
Meneliti || -Dokumen Dakumen
2 | Dokumen pendaftaran iJam |pendaftara
Pendaftaran va -Checklist n lengkap
Y - Jumiah
Menghitung [ '?,K 'Fl'(:njar Biaya panjar
3 |panjar biaya erkarea 1Jam |biaya
perkara | -Egrkash perkara
rmaonhoenan diketahui
Membuat 4 ] -Lembar
lembua y
4 penghitungan
SKUM panjar biaya 1Jam |SKUM
perkara
Menerima v -glﬁi&ietor dari
bukti
5 | Duktisetor Aplikas! SIPP Memperol
Bank dari 1Jam |eh nomor
Pemahon -Bukujurnal perkara
Keuangan
-Buku Kas Bantu
-Buku ekspedisi PNBP
! penyetoran disetor
PNBP/Buku tepat
Menyeto
6 |ongp | Induk HHK L Jam | Wak
-Buku Jurnal Tanda
Keuangan terima
Perkara penyetora
Menginput -Buku Kas Bantu n
biaya -Berkas
pen:karg ke y Permohonan Biaya
aplikasi SIPP -Slip Setoran perkara
7 |dan Panjar Biaya 1 Jam tercatat
mencatat Perkara dari pada Buku
dalam Buku Bank Jurnal
Jurnal -Nomor perkara Keuangan
Keuangan -SIPP
Menginput
data perkara Data
ikasi \ 4
pada aplikasi SIPP perkara
SIPP dan { |
8 mencatat -Berkas perkara tercatat
. 1Jam
-Buku Register dalam
pada Buku 3
Register Permohonan register
Induk perkara
kelengkapan
berkas y
perkara | Berkas
9 sebelum -Berkas perkara 1Jam |perkara
diserahkan lengkap
ke KPN/
WEKPN
¥
Penetapan
Penunjukan l I -SIPP ;eneia_pakg
10 Majelis -Berkasperkara | 3 Hari | cnunu
Hakim -ATK n Mg]ehs
melalui SIPP Hakim
\d Peneta
. enetapan
E’enunjukan Penunjuka
- Panitera -SIPP BP amte:;ail
11 | Pengganti -Berkas perkara 3 Hani denggan
- Jurusita -ATK an |
Pengganti Jun:|5113/Ju
melalui SIPP ruSita
y Pengganti

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang ditetbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.,




Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSsE) BSSN.

PELAKSANA MUTU BAKU
NO |AKTIVITAS | prop |MEJA IMEIATHMEDIR | Kacrr | PAN | PANI 0,0, xS Hn | KPN/ (PERSYARATAN/ | uuer | orrour l
TOR MUD | TERA KIM WKPN | PERLENGKAPAN
Mencatat
penetapan
penunjukan
Majelis
Hakimn, Penunjuka
Penitera n Majelis
Penggantt Hakim dan
dan -Register PP serta
12 Purusita/IsP -Berkas Perkara iJam | Jurusitafls
ke dalam -ATK P tecatat
Buku kedalam
Register dan buku
menyerahka register
n berkas
perkara ke
Maijelis
Hakim
Menetapkan -SIPP E{t:r:iempan
13 | hari sidang h -Berkas perkara 3 hari Sidan
melalui SIPP | -ATK Derta
ertama
Menerima
berkas
perkara dari -Berkas perkara
Majelis I -penetapan hari
Hakim dan sidang Berkas
14 menyampaik -ATK 1 Jam diterima
an -Ekspedisi
penetapan
kepada
JurusitafJsp
Menerima
penetapan
hari sidang -SIPP
Membuat -Salinan Pemanggil
15 dan b Permohonan 3Hari |30 sudah
meyampaika | -Penetapan Hari dilaksanak
nrelaas Sidang an
panggilan -ATK
kepada para
pihak
Menyerahka
n relaa]s -Relaas panggilan Tanda
panggllan I I telah terim
kepada zgglgnk:n peny:raha
16 |Panitera \ -Buku ekspedisi 1 Jam nrelaas
Pengganti SIPP
dan
mengungga ATK
h ke SIPP
-Berita
Y Acara
—| -Berkas Perkara )
17 Sidang -Komputer 7 Hari g’d:;lg *1
pertama -SIPP arl Pe ma
ATK -nenetapa
Mediator
Yy -Penetapan Laparan
18 [}52ksanaan [ ] Mediator 1 |hasi
-ATK mediasi
-Penetapan
Menginput Mediatgr Pelakesgpa_
19 |L2poran | Laporanhasit | 45 |Sigan
Hasil Mediasi mediasi p
pada SIPP SIPP terinput
ATK pada SIPP
- Berkas Perkara
Persidangan | ! - Laporan hasi| h(c:gll:er;dar
setelah mediasi 74 Berita
20 - - SIPP Hari
mediasf - Komputer acara
gagal h 4 - ATK sidang




PELAKSANA MUTU BAKU
MAJE
NO | AKTIVITAS MEDIA PAN | PANI KPN/ | PERSYARATAN/
PTSP MEJAXIMEIA XX TOR KASIR MUD | TERA JS/Isp| PP I.'[KSI :A WXPN| PERLENGKAPAN WAKTU| OUTPUT
-Putusan
-Komputer -Putusan
Pengucapan -SIPP -Berita
21 putusan -ATK 1 Jam Acara
Sidang
1
gﬁgglanlf ut | Tanggall,
amar, e-doc amt':r
putusan -Putusan E:n :i;]oc
pada SIPP -Komputer tisan
2 | dan Direktori SIPp 1 Jam spudah
Putusan -Direktori Putusan terinbut
serta -Register Induk d pSIPP
mencatat -ATK s:na
i‘;? stor Direktori
Induk Putusan
-Berkas Perkara Berkas
-SIPP 14 sudah
23 | Minutasi -Checklist Hari terminutas
-Komputer idengan
-ATK baik
Menyerahka
n berkas
perkara (b -Berkas perkara BA
yang sudah -Checklist penyeraha
24 |BHT ke kelengkapan 3 Har | nke
Panmud berkas Panmud
Hukum -Buku ekspedisi Hukum
untuk
diarsipkan

PENJELASAN PADA KOLOM KETERANGAN
*1 Dalam hal panggilan secara delegasi sidang pertama ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.
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NOMOR SOP
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TGL. REVISI 6 Februari 2026

TGL. EFEKTIF
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DISAHKAN OLEH

NAMA SOP

DASAR HUKUM

KETERKAITAN

10.

i1.

12,

13.

14.

15.

16.

Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) /
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan
Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum,

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan
Negara Bukan Pajak.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Meterai.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI
1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019
tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di
Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun
2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung
RI Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan
Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014
tentang Penyelesaian Perkara di pengadilan tingkat
pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) Lingkungan
Peradilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI  Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan Dibawahnya.

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1060/DJU/SK.TI1.1/V1/2025 tentang Perubahan Keputusan
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
114/DJU/SK.HM1.1.1/1/2024 tentang Pembaruan Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

SOP Kepaniteraan Perdata

PERINGATAN/ CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan cepat tidak akan

berjalan dengan baik.

KUALIFIKASI PELAKSANA

Strata 3
Strata 2
Strata 1
SMU Sederajat

Bwn e

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

Alat tulis kantor (ATK).
Komputer

Printer

Aplikasi SIPP
Dokumen pendukung

it

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

Aplikasi SIPP

Buku Register Induk Perkara Gugatan
Buku Register Banding

Buku Jurnal Keuangan Perkara

B O BEs

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elek

nik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

UKUM BANDING PERKARA
PENGADILAN NEGERI




Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS PERSYARATAN/ KET
PTSP MEJA III KASIR JSfIsP | PANMUD | PANITERA PERLENGKAPAN WAKTU OUTPUT
Menerima Tidak - Parmohonan Berkas
permchonan upaya < e - Surat Kuasa permohonan
1 | hukum banding (—Ij‘ khusus jika ada 1Jam |banding
- Pemberitahuan
Putusan jika ada
Memeriksa dan y - Berkas Berkas
meneliti permchaonan permohonan
by kelengkapan berkas i banding 1 Jam banding
permohonan Ya - Checklist lengkap
banding berikut - SIPP
waktu pengajuan - ATK
Menghitung - SK Penetapan Jumlah
besarmya panjar Panjar Biaya panjar biaya
biaya perkara Perkara banding
4 |banding dan - Berkas 1 Jam |diketahui
menerbitkan SKUM permohanan
banding lengkap
- Blanko SKUM
Menerirna slip [ !- . Bukti setor
5 |setoran . gllganiitg:;(al‘rllMBank 1 Jam |panjar biaya
perkara
Menginput pada - SIPP Biaya perkara
SIPP dan mencatat - Bukti setor tercatat pada
pada Buku Jurnal panjar biaya SIPP dan
Keuangan perkara Buku jurnal
6 - Buku jurnal 1Jam |keuangan
keuangan perkara
perkara
- Buku kas bantu
- ATK
Membuat konsep | - 5IPP Konsep Akta
akta permohonan =9 Tidak - Formulir/ Templat Permohonan
7 |banding EI_P eakta 1Jam |Banding
permohanan
banding
Meneliti dan r - Berkas Konsep Akta
membubuhkan \ Permohonan Permohonan
8 paraf pada konsep Banding 1 Jam Banding yang
akta permohonan Ya - Akta sudah diparaf
banding permohonan
banding
Menandatangani Y - Akia Akta
akta permohanan permohonan permohonan
9 | banding banding yang 1Jam |banding
telah diparaf ditandatanga
- ATK ni
Menginput Pemohonan
permohonan 4 - SIPP banding
banding pada i} ; sudah
10 aplikasi SIPP dan ?r:'lcﬁjkreglﬁer 1 Jam |tercatat pada
men_catat pada - akta banding register dan
Register Induk _ATK SIPP
serta Register
Banding
Membuat konsep . Konsep relaas
12 |relaas } iyrrKa thigas 1 Jam |pemberitahua
pemberitahuan n
Mengeluarkan - SuratTugas Tanda terima
biaya - Konsep relaas biaya
pemberitahuan dan Ej pemberitahuan panggilan
43 |menginputdalam - Buku Jurnal 1 Jam
SIPP serta keuangan
mencatat pada perkara
buku jurnal - SIPP
keuangan - ATK
Pemberitahuan B Relaas
kepada Terbanding Cj i :ukEsl;anndmg pemberitahua
14 - Relas 2 hari |n banding *1
; telah
pemberitahuan difalankan
Menerima Memori
memaor] banding banding dan
dan scftcopy serta - Memori banding softcopy
15 Imembuat Akta - Softcopy memori | 1 jam
penerimaan Memoti banding
Banding dari SIPP
Menginput data ¥ - MemorTBanding Memari
penerimaan Memori - Softcopy Memori Banding dan
Banding ke SIPP Banding softcaopy
16 fan mencatat buku - Register 1 jam
Register Induk dan - ATK
Register Banding




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS PERSYARATAN/ KET
PTSP MEJA II1 KASIR IS/ Isp PANMUD PANITERA PERLENGKAPAN WAKTU QUTPUT
Menginput biaya - Surat Tugas Tanda terima
pemberitahuan - SIPP blaya
pada SIPP dan - Relas pemberitahua
17 |mencatat pada pemberitahuan 1Jam |n
jurnal keuangan memori yang
belum dijalankan
- ATK
Menyerahkan \ - Memori Banding Relaas
Memori Banding - Relaas penyerahan
kepada Termohon penyerahan 2 Hari Memori *1
18 Banding Memori Banding Banding telah
yang belum dijalankan
dijalankan
Menginput tanggal - Aplikasi SIPP Tercatatnya
penyerahan Mematri - Relaas tanggal
Banding ke SIPP dan Ej pemberitahuan Penyerahan
19 mencatat dalam penyerahan 1 Jam Memori
Buku Register Memori Banding Banding
Banding - Buku Register dalam SIPP
Permohonan dan Register
Banding Banding
Menerima dan - Kontra Memori Memori
membuat Akta Ej Banding Banding dan
20 |Penerimaan - SoftcopyKontra | 1jam |softcopy
Kontra Memori Memori Banding
Banding
Menginput data Akta
Memori Banding ke ) g{m Register penerimaan
SIPP dan mencatat IJ ) Induk €9 Konira
buku Register L‘ - Buku Register Memori
n Induk dan Register Permohonan 1 Jam Banqlng
Banding banding Register SIPP
- Softcopy Kontra dan buku
Memori Banding register
- ATK sudah
tercatat
Menginput biaya - Surat Tugas Tanda terima
pemberitahuan | - Relas biaya
pada SIPP dan pemberitahuan pemberitahua
72 mencatat pada kontra memori n Kentra
jurnal keuangan yang belum 1 Jam |Memori
dijalankan Banding
- ATK
- slpp
Penyerahan Kontra Relaas
Memori Banding - Kontra Memori Penyerahan
23 | kepada pemchon Banding 2 Hari |Kontra *1
banding - ATK Memori telah
dijalankan
Menginput tanggal - SIPP Tercatatnya
Penyerahan Kontra B - Relaas tanggal
Memori Banding ke Pemberitahuan Penyerahan
24 | SIPP dan mencatat Kontra Memeori 1Jam |Kontra
dalam Register Banding Memori
Induk dan Register - ATK Banding
Banding
Membuat konsep 3 Konsep relaas
relaas j ) pemberitahua
25 | pemberiahuan E ] i-'il{(a thigas 1Jam |n
memeriksa berkas
perkara {inzage)
Menginput biaya - Surat Tugas Tanda terima
pemberitahuan - Konsep relaas biaya
pada SIPP dan pemberitahuan pemberitahua
mencatat pada E:I inzage n
26 |jurnal keuangan - Buku Jurnal 1 Jam
keuangan
perkara
- SIPP
- ATK
Pemberitahuan dan Relaas
27 pelaksanaan inzage - Relas ' 14 | pemberitahua *1
kepada para pihak pemberitahuan Hari |ninzage telah
dijalankan
Menyusun dan v - Berkas perkara Konsep surat
membuat Surat (bundel A dan pengantar
28 | Pengantar Elj bundel B) 2 Jam |pengiriman
Pengiriman berkas - ATK berkas
banding banding
Menandatangani y - Konsep surat Surat
Pengirman berkas pengariar pengriman
en -
2 Banding setelah gz:'}g;lg::ding 1Jam yang sudah
diparaf Panmud _ATK ditand g3
Perdata ni

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elekironik yang diterbitkan cleh Balai Seriifikasi Elektronik (BSrE} BSSN,




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS PERSYARATAN/
PTSP MEJA II1 KASIR JS/ ISP PANMUD | PANITERA PERLENGKAPAN WAKTU|{ OUTPUT
Menginput tanggal Data telah
dan nomor Surat terinput di
Pengantar di SIPP, - Berkas perkara SIPP dan
(bundel A & ;
mencatat pada bundel B) tercatat di
31 | Register Indukdan - Surat pengantar 1 Jam |registerserta
Register Banding - ATK peng tanda bukti
serta mengirim pengiriman
berkas ke
Pengadilan Tinggi
Arsip berkas - Dokumen Arsip
perkara banding di v elektronik tersimpan
simpan di arsip - Akta-akta sebagai arsip
3 aktf D Memori dan 1Jam aktif di
Kontra Memori Kepaniteraan
Banding Perdata

PENJELASAN PADA KOLOM KETERANGAN

*1 Dalam hal pemberitahuan secara delegasi ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BStE) BSSN.




NOMOR SOP 317/KPN.W5-U8/QT1.3/1I1/2026
TGL. PEMBUATAN | 12 Desember 2018
TGL. REVISI 6 Febpliari 2026
TGL. EFEKTIF 31 Maret 2026
DISAHKAN OLEH </, }
\’ v W
MAHKAMAH AGUNG R.I- %’Q_DV rina Manurung
Pengadilan Negeri Sarolangun NAMA SOP N PERKARA PERDATA KASASI
Komplek Perkantoran Gunung (RAT FORMIL  PADA
Kembang Kabupaten Sarolangun PENGADILAN NEGERI
DASAR HUKUM KETERKAITAN
1. Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) /
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg). 1. SOP Kepaniteraan Perdata
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan | 2. SOP Pengembalian Sisa Panjar
Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan | PERINGATAN/ CATATAN
Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang | .. . . : )
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun %lka S]OP ém tldakbdl!:ksanakan, maka asas peradilan cepat tidak akan
1986 tentang Peradilan Umum. efjalan dengan balk.
4. gg;laa;?n :l:dang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KUALIFIKASI PELAKSANA
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan
Negara Bukan Pajak. 1. Strata2
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea | 2. Stratal
Meterai. 3. SMU Sederajat
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2001
tentang Permohonan Kasasi Perkara Perdata Yang Tidak | PERALATAN/ PERLENGKAPAN
Memenuhi Persyaratan Formal.
8. Peratu_ran_Mahkamah Agung Non_10r 7 Tahun_ 2015 tentang 1. Alat tulis kantor (ATK).
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 2. Komputer
Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa 3: Printer
kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 4. Aplikasi SIPP
1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan 5' DIiDrektori Piiicai
Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi 6. Dokumen pendukung
dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan |
Pengadilan. PENCATATAN DAN PENDAFTARAN
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur | 1. Aplikasi SIPP
Administrasi Pemerintahan 2. Direktori Putusan
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan |3. Buku Register Induk Perkara Gugatan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang |4. Buku Register Kasasi
Pedoman Standar Pelayanan 5. Buku Jurnal Keuangan Perkara
11. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014
tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI
Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai
Kelengkapan Permohonan Kasasi/PK sebagaimana telah
diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor
14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai
Kelengkapan Permohonan Kasasi/PK sebagaimana telah
diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor
1 Tahun 2014 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah
Agung RI Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen
Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi/PK.
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI  Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
14, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat
Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik
15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI  Nomor
363/KMA/SK/XI1/2022 tentang Petunjuk Teknis
Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata
Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara
Elektronik.
16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI  Nomor
207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk  Teknis
Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan
Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara
Elektronik.
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan cleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN




17. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan Dibawahnya.

18. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

19, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1060/DIU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan -
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
114/DIU/SK.HM1.1.1/1/2024 tentang Pembaruan Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan cleh Bafai Sertifikasi Etektronik (BSrE) BSSN,




O AKTIVITAS PELAKSANA MUTU BAKU
PERSYARATAN/ KET
PTSP MEJA IO KASIR JS/ ISP PANMUD | PANITERA PERLENGKAPAN WAKTU| OUTPUT
-Permohonan
Menerima ? -Surat Kuasa Berkas
1 . khusus jika ada 1 Jam h
h j permchonan
permohonan Kasas| -Pemberitahuan Kasasi
Putusan jika ada
Berkas
vemercn - ot pechor
2 | kelengkapan berkas - 1Jam |SHcen diel
permohonan Kasasi -Checklist dan chec.:kllst
-ATK sudah di
paraf
-SIPP
N X -Kelengkapan
Meneliti berkas _ berkas perkara Berkas
] permchonan Kasasi -Checklist 1 Jam permohonan
berikut tengang va kelengkapan Kasasi
waktu pengajuan berkas yang lengkap
sudah di paraf
oleh petugas
] -SK Penetapan
Menghitung Ijj Panjar Biaya Jumiah
besarnya panjar Perkara uman
4 1] bi
biaya perkara dan -Berkas 2m | panjar blaya
menerbitkan SKUM permohonan diketahi
lengkap
-Menerima bukti If:l Slip setoran Bank BUk'ti SEFOT
5 | pembayaranBank ) 1Jam |PAMArbiaya
dari pemohon -Blanko SKUM perkara dan
SKUM
Data perkara
— -SIPP sudah
M t b
perkara ke SIPP = -Berkas perara P
6 garll mJencat}at ke -I?nu(l;:kReglster 1Jam |tercatat pada
uku Jurna ! Buku Register
Keuangan -Egl;;:sli%eglster Induk dan
Register
Kasasi
-Buku ekspedisi
4 penyetoran PNBP/ PNBP disetor
Buku Induk HHK tepat waktu
7 | Menyetor PNBP
4 -Buku Jurnal 1Jam Tanda terima
Keuangan Perkara penyetoran
-Buku Kas Bantu
Menginput data Data perkara
permchonan Kasasi X sudah
-SIPP
pada SIPP dan Ej terinput pada
8 | mencatat pada EEL?& pe;;lg‘a 1Jam |SIPPdan
Buku Register Tnduk g tercatat pada
Induk serta Buku Register
Reg]sg:er Kasasi Induk
Membuat konsep Konsep akta
9 |akta permohonan ELL Tidak 'il.ﬁf 1Jam |permehonan
- | Kasasi Kasasi
Meneliti _dan -Konsep akta Konsep Akta
memberi paraf permohaonan 1 Jam permohonan
10 kensep akta Kasasi K_asasi sudah
permohonan Kasas -ATK diparaf
-Konsep akta
Akta
Menandatangani v I I permohonan permochonan
11 |aka h Kasasi yang .
permohonan A 1Jam |Kasasi sudah
Kasasi sudah di paraf di
-SIPP
ATK tandatangan
Menugaskan
:}Lr.érusilg/ g%wtﬂf(a Ijj Formulir surat
12 | melakakan tugas - 1Jam |SuratTugas
pemberitahuan -Memori Kasasi
Kasasi -ATK
-Mengeluarkan . i
biayg -Buku ekspedisi ENBI: dlsi?:or
pemberitahuan penyetoran PNBP/ .]? pz waktu
-Menyetor PNBP Bukuy Induk HHK -t:rrilma
-Menginput biay: -Buku Jurnal a
13 | pemBeritahiuian’dan Keuangan Perkara penyetoran
PNBP pada SIPP -BukuKasBanty | 192m |-PNBPdan
dan mencatat pada -SIpp biaya .
Buku Jurnal -Surat Tugas pemberitahu
Keuangan Jurusita/ Jurusita ans udah
Pengganti terinputdan




Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Slektronik {BSrE) BSSN.

PELAKSANA MUTU BAKU
NO |  AKTIVITAS PISP | MEJAIL | KASIR | Js/asp | panmup |panrrera | PERSYARMIANS \waury| oureur | ¥FT
Melakukan
) -Surat Tugas Relaas
14 pembe.mtahuan -Akta permohonan | 7 Hari | pemberitahua
Kasasi kepada Kasasi kasasi
Termohon 5asi n kasasi
-Memori Kasasi Tandaterima
15 |Menerimamemori -Softcopy memori 1 Jam penefimaan
Kassasi Kasasi memori
-ATK Kasasi
-Melakukan input Penerimaan
penerimaan -Memori Kasasi memori
memorj Kasasi -Tanda terima Kasasi sudah
16 | pada SIPP penerimaan 1Jam |terinput pada
-Mencatat pada memori Kasasi SIPP serta
Buku Register -ATK tercatat pada
Induk dan Kasasi register
Menugaskan
Jurusita/ Jurusita . .
. -Memori Kasasi
Pengganti untuk A "
17 | melakukan I:h -_I;‘_zrn;:llrSurat 1 Jam |SuratTugas
pemberitahuan ATIg(
memori Kasasi -
kepada Termohon
-l;‘li:ngeluarkan -Buku ekspedisi -PNBP disetor
ya tepat waktu
pemberitahuan penyetoran PNBP/ -Tanda
memori Kasasi E Buku Induk HHK terima
-Buku Jurnal
-Menyetar PNBP j Keuangan Perkara penyetaran
18 |-Menginput biaya Buku Kas Bantu 1Jam |-PNBPdan
pemberitahuan dan :SIPP biaya
G mencatat pads Surat Tugas B sudah
Buku Jurnal Jurusita/ :furusﬂ:a terinput dan
Keuangan Pengganti tercatat
Melakukan
pemberitahuan dan -Surat Tugas Relaas
19 |penyerahan -Relaas 3 Hari [pemberitahua
memori Kasasi -Mermnori Kasasi n
kepada Termohon
-Menginput tanggal Tanggal
-Relaas
P e penberaan penyershan
20 SIPP penyerghan . Kasasi sudah
-Mencatat tanggal —glﬂe‘_’?on Kasasi 1 Jam terinput pada
penyerahan . SIPP serta
memori Kasasi 'i.llj.:éu register tercatat pada
pada register i register
-Kontra memori Tanda! terima
Menerima kontra Kasasi penerimaan
2 memori Kasasi Softc 1Jam | kontra
~Softcopy Kontra memoti
Memori Kasasi Kasasi
-Menginput -Kontra Memori Eenen’maan
penerimaan kontra Y Kasasi onbra
memori Kasasi E] -Tanda terima E‘lemo_n dah
22 | pada SIPP penerimaan 1Jam tea sasi iu ‘3
-Mencatat pada kontra memori Slggpu pada
Buku Register Kasasi serta
Induk dan Kasasi -ATK :zgﬁgtt:: pada
Menugaskan
Jurusita/ Jurusita
Pengganti untuk
melggsanakan L__' -Formulir surat
23 tugas 1 Jam |SuratTugas
pemberitahuan SATK
kentra memori
Kasasi kepada
Pemehen
-Mengeluarkan K i
biay.'r-;J -Buku ekspedisi tPé\le dlsi?r
pernberftahuan penyetoran PNBP/ T p?j waxtu
Kontra memori 4 Buku Induk HHK -randa
2 terima
Kasasi : -Buku Jurnal to
24 -Menyetor PNBP Keuangan Perkara 13 penyetoran
-Menginput biaya -Buku Kas Bantu am 'P!\IBP dan
pemberitahuan dan _SIPp biaya
PNBP pada SIPP -Surat Tugas pemberitahu
dan mencatat pada Jurusita/ Jurusita :n ;udar:j
Buku Jurnal Pengganti erinput n_=l
Keuangan terca{mlFE¥
L




Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BStE) BSSN.

PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS PERSYARATAN/ KET
PTSP MEJA III KASIR 15/ ISP PANMUD | PANITERA PERLENGKAPAN WAKTU | OUTPUT
Pemberitahua
Melaksanakan ndan
pemberitahuan dan :gglr:: ;I‘ ugas penyerahan

25 | penyerahan kontra Kontra M . 3 Hari |kontra
memari Kasas/ hKasarsi emor memori
kepada Pemohon Kasasi sudah

difaksanakan
-Menginput tanggal Relaas ggsegraa:han
penyerahan kentra pemberitahuan kontra
memori Kasasi ke L| penyerahan memori
sIpp kontra memori -

% -Mencatat tanggal Kasasi 1 Jam tK:}?:;Liugilg
penyerahan kontra -SIPP SIPP s erga
memori Kasasi -Buku register tercatat pada
pada register -ATK register P

Menugaskan
Jurusitaf Jurusita y
Pengganti untuk Ij
melakulan j Formulir surat
pemberitahuan )
27 kepada Pemohon tugas 1Jam |SuratTugas
-ATK
dan Termochon
untuk
melaksanakan
Inzage
-Mengeluarkan
biaya
?ﬁ:;bgritahuan E":I %Egr:;;: ‘:’Ierkam Biaya

" -Menginput blaya -Buku Kas Bantu pemberitahua

pemberitahuan -SIPP 1Jam |n sydah

ada SIPP dan -Surat Tugas terinput dan
P Jurusita/ Jurusita tercatat
mencatat pada Pengganti
Buku Jurnal gg:
Keuangan
Melakukan Remberitahu
pemberitahuan -gg;—aaatfsgas an

29 |pelaksanaan Inzage B mberitahuan 3 Hari | pelaksanaan
kepada Pemohon %eza o inzage sudah
dan Termohon 9 dilaksanakan

-Relaas
Pemohon dan v .

3 |Temonon ] e
melaksanakan ) ATKg Hari 'ID: za0e
Inzage 9

-Bekas
-Menyusun berkas -Berkas perkara gsggra
permohonan Kasasi -Relaas tersusun
-Menyiapkan pemberitahuan denaan baik
dokumen elektronik A dan penyerahan -Dokgmen

31 | BundelB ,,L Tidak memori dan 23am | edronik

-Membuat konsep kontra memori bundel B
surat pengantar -Akta permohonan sudah
pengiriman berkas Kasasi tersedia
Kasasl -ATK -Konsep surat
pengantar
-Berkas
permohonan
Kasasi sudah
lengkap
-Berkas -Dokumen
permohecnan elektronik
-Meneliti dan Kasasi Bundel B
membeti paraf —Dokumep sudah sesuai

3 konsep akta ) elektronik Bundel 13am | Sudah

permohonan Kasasi B dilakukan
-Memeriksa berkas -Konsep surat paraf
permohonan Kasasi Ya peng'aplar terhadap
pengiriman surat
berkas Kasasi pengantar
pengiriman
berkas
Kasasi
]
Surat
Menandatangani -Kgrr:sgstsatl{rat pengantar
surat pengantar pengar 13 pengiriman

33 . pengtriman . #M | berkas sudah
pengiriman berkas berkas Kasasi di
Kasasi U ATK tandatangan




PELAKSANA MUTU BAKU
NO | AKTIVITAS PTSP | MEJAINl | KASIR | 15/JSP | PANMUD |PANITERA | FERSYARMAN/ yypyry|  qurpur | KET
-Data pemohon
dan termohon
Kasasi
Melakukan
. -Data perkara Tk
pcre(;\;le):ya;'flzla?;aya Pertama -Pembayaran
34 Easasi P -Tanggal 1Jam | sudah
menaaunakan permohonan dilakukan
virtug?account upaya hukum
-Alamatemall
-Direktor] Putusan
-Komputer
-Dokumen
elektonik
Bundel B dan
Y surat
I:j -Dokumen pengantar
Mellakukan IurllrE;jrgahk elektronik bunde! sudah
oku
35 g ndel B dan surat B 1Jam | terunggah
engantar -Surat pengantar pada
peng -SIPP Direktori
-Direktori Putusan Putusan
maupun
SIPP
-Barcode
pengiriman
-Berkas
Melakukan b IJLI permohonan
en a i i
36 [P s|T|‘rlna nng tee kﬁ E:f]agt) (Bundel A ! Jam g:ledﬂ;?ls Kasasi
diberi barcode -Surat pengantar terkirim
-Barcode
-ATK
Tanggal dan
Melakukan input nomor
tanggal dan nomor v -Surat pengantar pengiriman
pengiriman berkas Ej pengiriman berkas Kasasi
37 Kasasi pada S[PP berkas Kasasi 1Jam sut.iah
dan mencatat pada -SIPP terinput pada
register -Komputer SIPP serta
€ -ATK sudah
tercatat pada
Ml et s foe register
L] II:I-II g -IJI=I Lt BEI’kES
38 |Kasasidari E
-Berkas perkara perkara
Mahkamah Agung kasas] 1 Jam kasasi sudah
Molalalm ime: diterima
TTERIRURTTTTITR WL
Data putusan
data putusan v -Berkas kasasi Kasasi sudah
g |/CIPRdASIPP ] SIPP terinput pada
serta melakukan -Register 1 Jam |SIPP dan
pencatatan pada -Komputer sudah
register -ATK tercatat pada
Menugaskan register
Jurusita/ Jurusita
Fnatkakan Y
40 | pemberitahuan Ej -Formulir surat
putusan Kasasi tugas 1Jam |SuratTugas
kepada Pemohon ATK
dan Termechon
-Mengeluarkan
Aaic, o
vayd n
pemberitshuan -Buku ekspedisi 'tpgsi ?\:Zig
putusan Kasasi penyetoran PNBP/ T P ad
-Menyetor PNBP Buku Induk HHK - anca
41 [-Menginput biaya -Buku Jurnal terima
. penyetoran
pemberitahuan dan Keuangan Perkara 1Jam |-PNBP d
PNBP pada SIPP -Buku Kas Bantu e
dan mencatat pada -SIPP p[eanﬁeﬁtahu
Kesmrgan. Soresaf orusia an sudah
Pengganti terinputdan
Melaksanakan 99 tercatat
pemberitahuan
42 |putusan Kasasi v -Surat tugas Relaas
kepada Pemohon -Relaas . .
dan Termohon E:I pemberitahuan 3 Hari | pemberitahua
putusan n putusan
Menginput tanggal I
pemberitahuan Tanggal
43 BUH-' 0 Kasasi -Relaas pemberitahua
ada SIPP mberitahy t
mencatat pada pemberitahuan n putusan
register putusan 1 Jam |sudah
@ -SIpp terinput dan
-Komputer 3




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS PERSYARATAN/ KET
PTSP MEJA III KASIR s/ ISP PANMUD | PANITERA PERLENGKAPAN WAKTU{ OUTPUT
Menyarahkan BA
berkas perkara gﬁ;t?ds s[;erkara penyerahan
44 |Yang sudah BHT ke -ke[e Ika 3 hari berkas
Panitera Muda be ﬂ:;g gﬂm perkara ke
Hukum untuk ’ Buku Zlfs adisi Panitera
diarsipkan ) P Muda Hukum

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Seriifikasi Elektranik (BSrE) BSSN.




MAHKAMAH AGUNG R.I.

Pengadilan Negeri Sarolangun
Komplek Perkantoran Gunung
Kembang Kabupaten Sarolangun

[ NOMOR SOP 318/KPN.W5-U8/0T1.3/111/2026

TGL. PEMBUATAN | 12 Desember 2018 -

TGL. REVISI 6 Februari 2026 .

TGL. EFEKTIF 31Maret 2026 .\
DISAHKAN OLEH | 2\

anurung

NAMA SOP Psawﬁsmml (PENGADAAN
TANA

DASAR HUKUM

KETERKAITAN

10.

11.

12,

13.

14.

15.

Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) /
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan
Negara Bukan Pajak.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Meterai.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan
Umum.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI
1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti
Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagiaman
telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor
2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke
Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019
tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan
Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan
Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI  Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI  Nomor

363/KMA/SK/X11/2022 tentang Petunjuk  Teknis
Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata

1. SOP Kepaniteraan Perdata
2. SOP Keuangan Perkara

PERINGATAN/ CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan cepat tidak akan
berjalan dengan baik.

KUALIFIKASI PELAKSANA

Strata 3
Strata 2
Strata 1
SMU Sederajat

HW N =

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

Alat tulis kantor (ATK).
Komputer

Printer

Aplikasi SIPP
Dokumen pendukung

nh L R e

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

Register elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN




16.

17.

18.

Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara
Elektronik.

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan Dibawahnya.

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
114/D3U/SK.HM1.1.1/1/2024 tentang Pembaruan Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS PAN | PANI | JURU PERSYARATAN/ KET
PTSP |MEJA H| KASIR MUD | TERA | smTA PP |HAKIM [ KPN PERLENGKAPAN WAKTU OUTPUT
i |Menerima Tidak -Surat 1Jam jSurat
parmohonan ) permohonan permehonan
konsignasi Konsignasi
-Uang titipan ganti
kerugian
-ATK
-Checklist
2 | Meneliti v -Surat 1Jam |Surat
kelengkapan permohonan permohonan
berkas <>— Konsignasi Konsignasi
permohonan -Kelengkapan lengkap
Ya g%k(umen
-Checklist
3 | Menghitung v -SK Panjar Biaya 1Jam |Jumlah panjar
panjar biaya Perkara biaya perkara
perkara dan EIZI -Berkas dikatahui
PNBP permotionan
-ATK
4 | Memberikan slip 4 - 1Jam |Slip setoran
setoran panjar -l‘;t;r':}ta’er\rb[i::;lsraan panjar biaya
biaya perkara perkara perkara dan
serta membuat ATK SKUM
SKUM
5 {Menerimabukt < -Slip setoran 1Jam |Mempercleh
setoran dari I panjar biaya nomor perkara
BANK perkara dari bank
-Berkas
permohonan
-ATK
6 |Menginputbiaya -Berkas 1Jam |Biaya perkara
perkara ke v permohonan tercatat pada
aplikasi SIPP dan I ] -Slip setoran aplikasi SIPP
mencatat pada panjar biaya dan Buku
Buku Jumnal perkara dari bank Jurnal
Keuangan -Nomor Perkara Keuangan
-ATK
-SIPP
7 | Menerimadan -Berkas 1Jam |-PNBP disetor
menyetor PNBP permohonan tepat waktu
h 4 -Buku ekspedisi -Tanda terima
| penyetoran PNBP/ penyetoran
Buku Induk HHK
-Buku Jurnal
Keuangan
-Buku Kas Bantu
-SIPP
8 [Mencatat -Berkas 1Jam {Permohonan
permohonan y Permohonan tercatat pada
konsignasi dalam | | PP Buku Register
Register Induk | -Buku Register Inquk dan
Induk terinput pada
aplikasi SIPP
9 | Membuat resume -Berkas 1Jam |Tersedianya
berkas I j permohanan resume berkas
permcheonan é"[]K y
-Checklist
10 |Menelaah dan -Berkas 1Jam |Pendapat
memberikan h 4 permohonan Panitera
pendapat -Resume
terhadap resume | -Pendapat Panitera
-ATK
-Checklist
11 |Mempelajari -Berkas 1Jam |Pendapat
permohaonan y Permohanan Ketua
Konsignasi dan -Resume pendapat Pengadilan
resumef I Panitera Negeri
Eendapat é.l?( st
anitera -Checkli
12 | Membuat konsep y _Berkas 1Jam |Konsep
penetapan —l permohionan penetapan
gzzgy‘?:ran ] ATK g:r[:fbv;;;agn
13 | Menandatangani -Berkas 1Jam |Penetapan
penetapan ¥ __ | permohonan sudah di
perintah -Konsep tandatangan
penawaran Penetapan oleh Ketua
Penawaran Pengadilan
-ATK Negeri
14 {Penunjukan 1Jam |Penetapan
Jurusita I—‘:I 'gzggﬁgraa?] penunjukan
@ Pembayaran Jurusita

Dokumen ini tefah ditandatangani secara digitat menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS PAN | PANI | JURU PERSYARATAN/ KET
PTSP |MEJAII| KASIR MUD | TERA | SITA PP |(HAKIM KPN PERLENGKAPAN WAKTU OuUTPUT
15 | Melaksanakan -Berkas 3 Hari |Berita acara
penawaran dan permohonan penawaran
membuat berita -Penetapan oleh Jurusita
acara penawaran penunjukan
Jurusita
-Penetapan
Penawaran
¢ Pernbayaran
16 | Menerima . 1Jam |Laporan
; - Berita acara
laporan Jurusita Y \ penawaran penawaran
17 | Penetapan Tidkk - Berkas 1 Hari | Penetapan
Penunjukan permohonan Hakim
Hakim pada SIPP Y - Penetapan
Penawaran
I Pembayaran
- Berita Acara
Penawaran
- SIPP
- ATK
18 |Menginput dan - Berkas 1Hari |Penetapan
mencatatkan Y permohonan Panitera
penetapan | | - Penetapan Pengganti dan
Panitera Penawaran Jurusita/
Pengganti dan Pembayaran Jurusita
Jurusitaf Jurusita - Berita Acara Pengganti
Pengganti pada Penawaran
SIPP - SIPP
- ATK
18 |Menetapkan hari - Berkas 1 Hari |Penetapan Hari
sidang melaluf permohanan Sidang
SIPP h - Penetapan
I Penawaran
Pembayaran
- Betita acara
penawaran
- SIPP
- ATK
19 |Pemanggilan - Penetapan Hari 2 Hari Relaas_
Pemohon dan Sidang panggilan
Termehon ) ; sudah
Relaas panggilan ditandatangan
20 |Persidangandan - Barkas 6 Hari |- Beritaacara
Penetapan Permohonan persidangan
pengesahan - Penetapan - Penetapan
Konsignasi I geni‘:amn Konsignasi
embayaran
- Berita acara
penawaran
- Bukti-bukti
- SIPP
- ATK
21 |Pelaksanaan - Berita acara 1Jam |Uangmasuk ke
penitipan k4 penitipan rekening
Konsignasi sesuai [ ] - EUEUA?“EQIUPEH pengadilan
Penetapan e
P - Uangyang akan
dititipkan
22 |Menerima I - Berkas 1Jam |Kaonsep
permohonan I | Konsignasi penetapan
pencairan uang - Permohonan pencairan
ganti kerugian pencairan
oleh yang berhak - g::g:i?;rdari
BFN
23 | Penetapan 1Jam |Penempan
perintah Pencairan
pencairan uang I 4 I
ganti kerugian 1 - Berkas
Konsignasi
- Permohonan
pencairan
- Pengantar
pencairan dari
BPN
- Konsep
y penetapan
pencairan
- ATK

Dokumen ini tefah ditandatangani secara digital menggunakan seriifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.




NO

AKTIVITAS

PELAKSANA

MUTU BAKU

PTSP

MEIATX

KASIR

PAN
MUD

PANI
TERA

JURU
SITA

PP

HAKIM

KPN

PERSYARATAN/
PERLENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

KET

24

Penyerahan uang
ganti kerugian
kepada pihak
yang berhak

- Berkas
Konsignasi

- Permohonan
pencairan

- Pengantar
pencairan dari
BPN

- Penetapan
Pencairan

- Berita acara
pengambilan
uang ganti
kerugian

1Jam

-Pihak yang
berhak sudah
menerima
ganti kerugian

-Berita Acara
Penyerahan
Uang Titipan

*1

25

Minutasi

- Berkas
Konsignasi

- Permchonan
pencairan

- Pengantar
pencairan dari
BPN

- Penetapan
Pencairan

- Berita acara
pengambilan
uang ganti
kerugian

- SIPP

7 Hari

Berkas sudah
terminutasi

26

Pengarsipan

- Berkas
Konsignasi

- Berkas
Konsignasi

- Permohonan
pencairan

- Pengantar
pencairan dari
BPN

- Penetapan
Pencairan

- Berita acara
pengambilan
uang ganti
kerugian

1Jam

Bundel
Konsignasi

27

Menyerahkan
bundel
konsignasi ke
Panitera Muda
Hukum

-

- Bundel
Konsignasi

- Checklist
kelengkapan
berkas

- Buku ekspedisi

3 Hari

Berita acara
penyerahan ke
Panitera Muda
Hukum

PENJELASAN PADA KOLOM KETERANGAN
*1 Penyerahan dilaksanakan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektranik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.




NOMOR SOP 319/KPN.W5-UB/OT1.3/111/2026

TGL. PEMBUATAN 12 Desember 2018

TGL. REVISI 6 Februwm
TGL. EFEKTIF 31 Magt2026 0\

DISAHKAN OLEH

Pengadilan Negeri Sarolangun
Komplek Perkantoran Gunung
Kembang Kabupaten

Sarolangun
NAMA SOP
DASAR HUKUM : KETERKAITAN :
1. Reglement of Rechtsvordering (RV). SOP Kepaniteraan Perdata

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik

. PERINGATAN/CATATAN :
Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelayanan pendaftaran Putusan
Arbitrase tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun KUALIFIKAST PELAKSANA :

1986 tentang Peradilan Umum.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun |1. Strata 3
1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian |2+ Strata2
Sengketa 3. Stratal

: 4. SMU Sederajat

5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.

6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 |PERALATAN/PERLENGKAPAN :

tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan,
Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan
Pembatalan Putusan Arbitrase.

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer

Printer

Dokumen Pendukung

o

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Pedoman Standar Pelayanan.

9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor Peralatan komputer dan buku register pendaftaran Putusan Arbitrase
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Pengadilan.

10. Keputusan  Ketua ~ Mahkamah  Agung  Nomor
026/KMA/SK/II/2012  tentang Standar Pelayanan
Peradilan.

11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan Dibawahnya.

12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/1/2024 tentang Pembaruan
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN




PAELAKSANA MUTU BAKU
NO, STAF KET
AKTIVITAS PETUGAS PAMMUD PERSYARATAN/
- prSp vt Hukum | PARITERA | prep  ENGKAPAN WAKTU ouTPUT
1 | Menerima Surat - Surat permohonan 1Jem  |Surat *1
Permochonan Pendaftaran dan dokumen Permohonan
( _J" kelengkapannya pendaftaran
. - Putusan arbitrase sesuai dengan
Tidak nasional checklist
- Surat kuasa
- Checklist
2 | Meneliti berkas permohonan - Surat permohonan 1Jam | Surat
pendaftaran Putusan \ dan dokumen Permohcnan
Arbitrase berdasarkan Pasal kelengkapannya Pendaftaran
4 dan 5 UU Nomor 31 - Putusan Arbitrase Putusan
Tahun 1999 - Surat kuasa Arbitrase
Ya - Checklist lengkap
- Buku register
pendaftaran
3 | Memungut dan menyetor - Surat Permohonan lJem | Tanda terima
Penerimaan Negara Bukan Pendaftaran pemungutan
Pajak (PNBP) L__I Putusan Arbitrase PNBP
lengkap
- Tanda terima
pemungutan PNBP
4 | Menyerahkan tanda bukti Bukti Pembayaran 1Jam |- Bukt
pembayaran untuk Pembayaran
selanjutnya dicatat di dalam - Catatan pada
buku register dan lembar asli
membubuhkan catatan pada dan salinan
lembar asli putusan dan putusan
salinan putusan arbritase arbritase
5 - Akta Pendaftaran 1Jam |Akta
Menandatangani Akta L Sudah Diparaf pendaftaran
Pendaftaran Putusan Ej Panmud telah
Arbitrase Setelah Diparaf - Salinan Putusan ditandangani
Panmud Arbitrase
6 |Menyerahkan Akta Akta Pendaftaran 1Jam [Tandaterima
Pendaftaran dan Putusan Putusan Arbitrase dan penyerahan
Artitrase tersebut kepada asli Putusan Arbitrase Akta
Pemohon Pendaftaran
7 | Menerima tanda terima Akta - Tanda terima dan 1Jam |Putusan
Pendaftaran Putusan berkas pendaftaran arbitrase sudah
Arbitrase - Ekspedisi terdaftar dan
ditandatangani
8 | Berkas Pendaftaran Putusan Berkas Pendaftaran 1Jam |Berkas
Arbitrase diarsipkan Putusan Arbitrase Pendaftaran
Putusan
Arbitrase
terarsipkan

PENJELASAN PADA KOLOM KETERANGAN
Tenggang waktu pendaftaran 31 hari sejak diputuskan oleh BANI

*1

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik {BSrE) BSSN,




MAHKAMAH AGUNG R.I.

Pengadilan Negeri Sarolangun
Komplek Perkantoran Gunung
Kembang Kabupaten
Sarolangun

NOMOR SOP

320/KPN.W5-U8/0T1.3/111/2026

TGL. PEMBUATAN

12 Dese

TGL. REVISI

6 Febrygri 2026/ .

TGL. EFEKTIF

31 Mdret 2026~ o\

DISAHKAN OLEH

% ‘& Novarina Manurung

NAMA SOP

T PERMOHONAN  BANDING
PERDATA UMUM PADA PENGADILAN NEGERI

DASAR HUKUM :

KETERKAITAN :

10.

14 7

12.

13.

14,

15.

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun
Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Meterai.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung
RI 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019
tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomro 7 Tahun
2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah
Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi
Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Pengadilan.
Keputusan  Ketua
026/KMA/SK/11/2012
Peradilan.
Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  Nomor
363/KMA/SK/X11/2022 tentang Petunjuk  Teknis
Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata
Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/1/2024 tentang Pembaruan
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

2018 tentang

Nomor
Pelayanan

Mahkamah  Agung
tentang Standar

1. SOP Kepaniteraan Perdata
2. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan

PERINGATAN/CATATAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengiriman berkas banding akan

terlambat.

KUALIFIKAST PELAKSANA :

Strata 3
Strata 2
Strata 1

B L3 b

SMU Sederajat

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

Komputer
Printer

Cal ol 2l o

Alat Tulis Kantor (ATK)

Dokumen Pendukung

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

SIPP

AW

Buku Register Induk Perkara Gugatan
Buku Register Banding
Buku Jurnal Keuangan Perkara

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN




PELAKSANAAN MUTU BAKU
NO AKTIVITAS KET
PERSYARATAN /
PTSP STAF Jsjisp PANMUD (PANITERA PERLENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1 |Menerima dan - Buku Register Diterimanya
memeriksa - Berkas Perkara pemohonan
permchanan Tidak - ATK pencabutan
pencabutan - Komputer banding dari
banding, Jika - Surat permohonan pemohon
banding elektronik 1 Jam
maka petugas
PTSP melakukan
unduh Surat
Permochonan dari
aplikas! eCourt
2 | Meneliti - Permchonan Persyaratan
persyaratan \ - Surat kuasa jika permohonan
permohonan ada 1Jam |pencabutan
pencabutan - SIPP banding lengkap
banding
3 |Membuatkonsep - Akta Banding Konsep Akta
akta pencabutan - ATK pencabutan
pemyataan - permohonan 1Jam |pemyataan
banding pencabutan banding
banding langkap
4 | Meneliti dan - Akta Banding Konsep Akta
membubuhkan - ATK pencabutan
paraf pada konsep - Konsep Akta 1 Jam pernyataan
akta pencabutan pencabutan banding sudah
pernyataan pemyataan diparaf
banding banding
5 | Penandatanganan Konsep Akta Akta pencabutan
Akta Pencabutan Y pencabutan pemyataan
Banding pemyataan banding 1Jam |banding yang *1
sudah diparaf sudah
ditandatangani
6 |Menginput - Akta Pencabutan
pencabutan 4 Pemyataan Data terinput
Banding kedalam E:I Pemohonan Kasasi 1 3am kedatarn SIPP dan
SIPP dan mencatat - SIPP tercatat pada
dalam Register - Register Register
- ATK
7 | Melaksanakan - Akta Pencabutan
pemberitahuan Pemchonan Termohon Banding
pencabutan A Banding telah menerima
permohonan E - Relaas 6 Jam pemberitahuan
Banding Pemberitahuan pencabutan
Pencabutan permchonan
Pernyataan Banding
Banding
8 |Menginputtanggal Tanggal
dan mengungagah - Relaas pemberitahuan
relaas . Pemberitahuan pencabutan
pemberitahuan E:I Pencabutan 1 %am permohonan
pencabutan Bandin Banding tercatat
permohanan - SIPP 9 dan relaas
Banding pada SIPP terunggah pada
SIPP
9 | Mencatat tanggal - Relaas
pemberitahuan Pemberitahuan Pencabutan
pencabutan Pencabutan permohonan
permohonan Pemyataan Banding tercatat
Banding pada Ej Banding 1Jam |pada Register
Register Induk - Register Induk Induk Perkara
Perkara Gugatan Perkara Gugatan Gugatandan
dan Register - Register Banding Register Banding
Banding - ATK
10 |Pengiriman Akta - Buku ekspedisi Tanda bukti
Pencabutan - ATK pengiriman
Banding ke ! - Akta pencabutan
Pengadilan Tinggi permyataan
’ Ej banding yang 1Jam *2
sudah
ditandatangani
11 |Menginput akta - Akta pencabutan Data terinput
pencabutan pernyataan kedalam SIPP dan
pernyataan banding tercatat kedalam
banding kedalam - SIPP register
SIPP dan - eCourt 1 Jam
Mencatat dalam - Register
Register [ ] - ATK

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balat Sertifikasl Elektronik (BSrE) BSSN.




PELAKSANAAN MUTU BAKU
NO AKTIVITAS PERSYARATAN / KET
PTSP STAF JS/isp PANMUD PANITERA PERLENGKAPAN WAKTU OUTPUT

12 [Mengarsipkan Berkas perkara 1Jam | Arsip tersimpan
berkas perkara banding
banding

KETERANGAN
*1

*2

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Dalam hal Banding secara elektronik penandatanganan akta pencabutan hanya ditandatangani secara elektronik oleh Panitera, Dalam hal Banding

dilaksanakan secara manual maka penandatanganan akta pencabutan pernyataan banding ditandatangani cleh Pemohon dan Panitera

a, Dalam hal Permohonan Banding secara manual sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi maka pengiriman akta pencabutan banding dikirim melalui
Kantor Pos.

Dalam hal Permohonan Banding secara elektronik sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi maka pengiriman akta pencabutan banding dikirim secara
elektronik.

Dalam hal Berkas Perkara Banding belum dikirim ke Pengadilan Tinggi maka Akta Pencabutan cukup dilampirkan dafam berkas perkara tersebut.

b.

o8




MAHKAMAH AGUNG R.I.

Pengadilan Negeri Sarolangun
Komplek Perkantoran Gunung
Kembang Kabupaten Sarolangun

| NOMOR SOP

321/KPN.W5-U8/OT1.3/111/2026

TGL. PEMBUATAN

12 Desember-2018

TGL. REVISI

6 Fepraari 2006 .

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

Sy

31Maret 2026 %\

\l\Tova ina/Manurung

DASAR HUKUM :

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) /
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun
1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan
Negara Bukan Pajak.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Meterai.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI
1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019
tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan
Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan
Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2022
tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan
Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah
Agung Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI  Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/I1/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
363/KMA/SK/XI1/2022 tentang Petunjuk Teknis
Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata
Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
114/DJU/SK.HM1.1.1/1/2024 tentang Pembaruan Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

SOP Kepaniteraan Perdata

PERINGATAN/CATATAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakanmaka pengiriman berkas Kasasi akan
terlambat

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.
2.
3.

S2
S1
SMU Sederajat

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

LAl ol ol

Alat tulis kantor (ATK).
Komputer

Printer

Aplikasi SIPP
Dokumen pendukung

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

U b e

SIPP

Register Induk Perkara Gugatan
Register Banding Perdata
Register Kasasi Perdata

Buku Jurnal Keuangan Perkara

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elek

tronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

KASASI

LuY )
NAMA SOP P | © PERMOHONAN
PE  PENGADILAN NEGERI

KETERKAITAN :




PELAKSANA MUTU BAKU
N KTIVIT,
o Al AS PTSP | MEJALII | J5/JSP | PANMUD | PaNITERA | FERCYMRATAN/ | waymy OUTPUT KET
1 [Menerima dan Tidak - Surat Permohonan
memeriksa ( } P Pencabutan
permehonan — Permohonan Kasasi Diteri
pencabutan - Surat Persetujuan ! re:‘r:rrrl;nya
permchonan Kasasi dari Prinsipal / Surat pe Ob ;a"
Kuasa yang sudah 1Jam penca hu n
secara khusus untuk I%::;; ;:;n
pencabutan
- Register Induk Pemehon
- Berkas Perkara
- ATK
2 | Mengaliti aratan -
permohonan X Fokativii Pasyaatan
pencabutan Permohanan Kasasi 1Jam T ras
permohonan Kasasi Ya - SuratKuasa jika ada terpenuh!/ tidak
: - SIPp terpenuhi
3 | Membuatkensep Akta - Surat Permohonan Konsep Akta
Pencabutan Pencabutan 13 Pencabutan
Pernyataan Permohonan Kasasi am Pernyataan
Pemchonan Kasasi - ATK Pemohonan Kasasi
| miona  onsep it Kot
Pencabutan
Pencabutan Pernyataan Kasas] 1Jam Pernyataan
Pernyataan - ATK Pemohonan Kasasi
Pemohenan Kasasi sudah diparaf
5 |Menandatangani Akta Konsep Akta
Pencabutan Pencabutan Akta Pencabutan
Pernyataan Pemyatean 1Jam Pernyataan
Pemohonan Kasasi Pemchonan Kasasi Pemochonan Kasasi
bersama Pemohon sudah diparaf
6 |Mengirim Akta v - Buku ekspedisi
Pencabutan - ATK
Pernyataan I__I - Akta Pencabutan 13 Tanda bukti x1
Pemohonan Kasasi ke Pemyataan am pengiriman
Kepaniteraan MA Pemohonan Kasasi
sudah ditandatangani
7 | Menginput - Akta Pencabutan
pencabutan Pernyataan Data terinput
pernyataan Kasasi Pemohonan Kasasi 1 %am kedalam SIPP dan
kedalam SIPP dan - SIPP tercatat pada
mencatat dalam - Register Register
Register - ATK
8 |Melaksanakan - Akta Pencabutan .
pemberitahuan Ej Pemyataan ;l:irrl?ohgn K§15a5|
pencabutan Pemohonan Kasasi a bm.gﬁ[j;a
permohonan Kasasi - Relaas 6 jam Sgg‘ca?arl:ta n
Pemberitahuan
Pencabutan Egrmqhonan
Pernyataan Kasasi sasl
9 | Menginput tanggal Tanggal
dan mengunggah - Relaas pemberitahuan
relaas pemberitahuan Ej Pemberitahuan pencabutan
pencabutan Pencabutan 1Jam permohonan
permohonan Kasasi Pemyataan Kasasi Kasasi tercatat dan
pada SIPP - SIPP relaas terunggah
pada SIPP
10 {Mencatat tanggal - Relaas Pencabutan
pemberitahuan Pemberitahuan permohonan
pencabutan Pencabutan pernyataan Kasasi
permohanan Kasasi Pernyataan Kasasi 13 tercatat pada
pada Register Induk - Register Induk am Register Induk
Perkara Gugatan dan Perkara Gugatan Perkara Gugatan
Register Kasasi - Register Kasasi dan Register
- ATK Kasasi
11 rﬂngi;iu";akan Akta - Surat Pengantar Akta Pencabutan
P:ﬁqcaataa : - Akta Pencabutan 11 Pemyataan
Y . Pemyataan am . *2
Pemohonan Kasasi ke Pemohonan Kasasi Pemohaonan Kasasi
Kepaniteraan MA p— . terkiim
12 | Mengarsipkan berkas a Pencabutan
perkara Kasasi u Pemyataan 1Jam Arsip tersimpan
Pemohonan Kasasi
KETERANGAN

*1  Dalam hal berkas perkara belum dikirim ke Kepaniteraan MA, Akta Pencabutan Pernyataan Kasasi tidak perlu dikirim
*2  Dalam hal berkas perkara Kasasi sudah dikirim ke Kepaniteraan MA maka Akta Pencabutan Permohonan Kasasi harus dikirim ke Kepaniteraan Mahkamah Agung

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.




MAHKAMAH AGUNG R.I.
Pengadilan Negeri Sarolangun
Komplek Perkantoran Gunung

Kembang Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP 322/KPN.W5-U8/OT1.3/111/2026
TGL. PEMBUATAN | 12 Desember 2018
TGL. REVISI 6 Februari-2026
TGL. EFEKTIF 31 Maret 2026
DISAHKAN OLEH /\, ’ ‘
N/
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Y[

F

H : i

- ¢ - Novarina Manurung
NAMA SOP

BUTAN . PERMOHONAN PENINJAUAN
PERDATA PADA PENGADILAN

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung.

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum,

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan

Negara Bukan Pajak.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2025
tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.

8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019
tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan
Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan

o

DASAR HUKUM KETERKAITAN :

1. Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) /| 1. Strata3
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg). 2. Strata2

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah | 3. Strata 1
Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir | 4. SMU Sederajat

PERINGATAN/CATATAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakanmaka pengiriman berkas peninjauan
kembali akan terlambat

KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Strata 3

2. Strata2

3. Stratal

4. SMU Sederajat
PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. Alat tulis kantor (ATK).

2. Komputer

3. Printer

4. Aplikasi SIPP

5. Dokumen pendukung

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat

elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN




Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik,

9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2022
tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan
Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah
Agung Secara Elektronik.

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan,

12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI  Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

14, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
363/KMA/SK/X11/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi
Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di
Pengadilan Secara Eiektronik.

15, Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Berada Dibawahnya,

16. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1060/DIU/SK.TI1,1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
114/DIU/SK.HM1.1.1/1{2024 tentang Pembaruan Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada
Pengadilan Tingai dan Pengadilan Negeri,

SIPP

Register Induk Perkara Gugatan
Register Banding Perdata

Buku Jurnal Keuangan Perkara

hwne

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elekironik yang diterbitkan oleh Batai Sertifikasl Elektronik (BSrE) BSSN.




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS PERSYARATAN/ KET
PTSP MEJA III Jsjisp PANMUD PANITERA PERLENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1 | Menerima dan - Surat Ditarimanya
memeriksa ) Tidak Permohaonan permchonan
permohenan Pencabutan pencabutan
pencabutan Permchonan PK permohonan PK
permehenan PK - Surat dari Pemochon
Persetujuan dari
Prinsipal / Surat 1 Jam
Kuasa yang
sudah secara
khusus untuk
pencabutan
- Register Induk
- Berkas Perkara
- ATK
2 [Meneliti persyaratan y - Surat Persyaratan
permohonan \ Permohonan permohonan
pencabutan Pencabutan terpenuhi / tidak
permochonan PK Ya Permohonan PK 1 Jam [terpenuhi
- Surat Kuasa jika
ada
- SIPP
3 I'Membuat konsep ' - Surat Konsep Akta
Akta Pencabutan Permohonan Pencabutan
Pernyataan Pencabutan 1Jam |Pernyataan
Pemohonan PK Permohonan PK Pemohonan PK
- ATK
4 [ Membubuhkan paraf Konsep Akta
pada konsep Akta ) gg:zaegu}:ak:a Pencabutan
Pencabutan Pernyataan PK 1Jam |Pemyatzan
yataan
Pemyataan _ATK Pemohonan PK
Pemohonan PK sudah diparaf
5 | Menandatangani Akta Konsep Akta Akta Pencabutan
Pencabutan f’ Pencabutan Pernyataan
Pernyataan j Pernyataan 1Jam |Pemochonan PK
Pemohonan PK Pemohonan PK
bersama Pemohon sudah diparaf
6 [Mengirim Akta - Buku ekspedisi Tanda bukti
Pencabutan - ATK pengiriman
Pernyataan - Akta Pencabutan
Pemohonan PK ka Pernyataan 1 Jam *1
Kepaniteraan MA Pemohonan PK
sudah
ditandatangani
7 [Menginput - Akta Pencabutan Data terinput
pencabutan Pernyataan kedalam SIPP
pernyataan PK Pemohonan PK 11 dan tercatat
kedalam SIPP dan - SIPP am pada Register
mencatat dalam - Register
Register - ATK
8 | Melaksanakan - Akta Pencabutan Termohon PK
pemberitahuan I—JLI Pernyataan telah menerima
pencabutan Pemohonan PK pemberitahuan
permohonan PK - Relaas 6 Jam | pencabutan
Pemberitahuan permohonan PK
Pencabutan
Pernyataan PK
9 [Menginput tanggal Tanggal
dan mengunggah v - Relaas pemberitahuan
relaas pemberitahuan Pemberitahuan pencabutan
pencabutan Pencabutan 1Jam |permohonan PK
permohonan PK pada Pernyataan PK tercatat dan
SIPP - SIPP relaas terunggah
pada SIPP
10 [ Mencatat tanggal - Relaas Pencabutan
pemberitauan Pemberitahuan permohonan
pencabutan L Pencabutan pernyataan PK
permohnan PK pada Pernyataan PK 13 tercatat pada
Register Induk - Reglster Induk 3M | Register Induk
Perkara Gugatan dan Perkara Gugatan Perkara Gugatan
Register PK - Register PK dan Register PK
- ATK
11 | Mengirimkan Akta | - Surat Pengantar Akta Pencabutan
Pencabutan - Atz Pencabutan Pernyataan
Pernyataan Pernyataan 1 Jam Perr!qhonan PK
Pemohpnan PK ke Pemohonan PK terkirim
Kepaniteraan MA
12 | Mengarsipkan berkas Alta Pencabutan Arsip tersimpan
perkara PK { } Pernyataan 1Jam
Pemchonan PK

PENJELASAN PADA KOLOM KETERANGAN

B DBIAM el Berkas Berkara PR'4TH AR KenayirRar b Ak RaRaT R N DA i 2k PR WIS MRerim ke Kepaniteraan MA

*1

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Batai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.




NOMOR SOP 323/KPN.W5-U8/0T1.3/111/2026

TGL. PEMBUATAN 12 Desember.2018

TGL. REVISI 6 Februari 2026 % 7\,
TGL. EFEKTIF 31 Maret 2026 b

DISAHKAN OLEH S

MAHKAMAH AGUNG R.I. o (e
Pengadilan Negeri Sarolangun %
Komplek tl)’erkantoran Gunung ‘ ‘k Nova /i
Kembang Kabupaten a4
PERMQHONAN  'PEMBATALAN  PUTUSAN
Sarolangun NAMA S0P BAD\A%KRMWASE NASIONAL INDONESIA

DASAR HUKUM : KETERKAITAN :

1. Reglement of Rechtsvordering (RV).
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang | SOP Kepaniteraan Perdata
Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik PERINGATAN/CATATAN :

Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 | 5y 5op in tidak dilaksanakan maka tidak terpenuhi jangka waktu
tentang Mahkamah Agung penyelesaian perkara
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

KUALIFIKASI PELAKSANA :
dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum,

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun
1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa.

Strata 3
Strata 2
Strata 1
SMU Sederajat

PUENT £

5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman. PERALATAN/ PERLENGHAPAN:

6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023
tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, | 1+ Alat Tulis Kantor (ATK)
Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan ; Egnmtz‘:ter
Pembatalan Putusan Arbitrase. '

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan Buku Register Induk Perkara Gugatan

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Pengadilan.

10. Keputusan  Ketua Mahkamah  Agung  Nomor
:026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan

11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/V1/2025 tentang Perubahan
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/1/2024 tentang Pembaruan
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS PTSP [ MEJA [ MEJA [KASIR| PAN | JS/ | PP | PANI HAKIM| KPN | PERSYARATAN/ | WAKTU | OUTPUT | KET
I IT1 MUD | ISP TERA PERLENGKAPAN

1 [Menerima - Pembatalan Checklist *1
Permohgnan Putusan ditanda
Pembatalan m Tidak Arbitrase tangani oleh
Putusan Arbitrase - Putusan Arbitrase petugas
dalam bentuk - Surat pPTSP
gugatan Pendaftaran 1 fam

Putusan Arbitrase J
ke Pengadilan
Negeri
- Surat kuasa jika
ada
- Checklist

2 | Meneliti - Surat Berkas
Permohonan X Permchonan Permchanan
Pembatalan || Pembatalan Pernbatalan
Putusan Arbitrase Putusan Putusan

Arbitrase Arbitrase
- Putusan Arbiyase lengkap

Ya - Surat ,

Pendaftaran 1jam

Putusan Arbitrase

ke Pengadilan

Negeri
- Surat kuasa jika

ada
- Checklist

3 | Menghitung panjar - SK Biaya Panjar Jumlah

biaya perkara perkara Panjar Biaya

- Surat perkara
Permohanan diketahui
Keberatan 1i
Terhadap jam
Putusan BADAN
ARBITRASE yang
sudah lengkap

- ATK

4 | Memberikan Slip - Lembar 1jam | Slip Setoran
Setoran Panjar perhitungan Panjar Biaya
Biaya Perkara Panjar Blaya Perkara dari
yang harus h 4 Perkara Bank
dibayar ke Bank - ATK
serta membuat
Surat Kuasa Untuk
Membayar (SKUM)

5 [Menerima bukti - Slip Setoran Permohon an
setoran Bank dari Panjar Biaya Keberatan
Penggugat dan Perkara Dari Terhadap
membukukan Bank Putusan Badan
panjar biaya - Surat Arbitrase telah
perkara ke SIPP A Permchonan terdaftar dan
dan mencatat Pembatalan mempere leh
kedalam buku Terhadap nomor perkara
jurnal keuangan Putusan Badan 1jam
perkara dan Kas Arbitrase Yang
Bantu Sudah Lengkap

- SIPP

- Buku Jurnal
Keuangan
Perkara

- Buku Kas Bantu

- ATK

6 Memungut dan - Permohonan Tanda terima
menyetor Keberatan penyetoran
Penerimaan Terhadap PNBP
Negara Bukan Putusan Badan
Pajak (PNBP) \ Arbitrase telah

terdaftar dan
memperoleh
nomoar perkara

- Buku ekspedisi
penyetoran
PNBP/BukuInduk | 1 jam
HHK

- Buku Jurnal
Keuangan
Perkara

- Buku Kas Bantu

Dokumen ini tefah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik {BSrE) BSSN.




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS | PTSP | MEJA [ MEJA |KASIR| PAN | JS/ | PP | PANI HAKIM| KPN | PERSYARATAN/ | WAKTU | OUTPUT | KET
I III MUD | Jsp TERA PERLENGKAPAN

7 | Menginput data - Aplikasi SIPP Data
perkara kedalam - Berkas  perkara perkara
SIPP dan Permchonan terinput dan
mencatat perkara Keberatan tercatat di
ke Buku Register Terhadap SIPP dan
Induk Putusan Badan 1iam buku

Arbitrase F register
| Buku  Register

Permohonan

Keberatan

Terhadap

Putusan BANI

8 |Menyusun L SIPP 1jam Berkas
kelengkapan L Berkas perkara perkara
berkas perkara L SKUM tersusun

- Formulir beserta
L ATK kelengkapan
+ Sampul berkas nya

9 | Penetapan y  SIPP 3 har Penetapan
penunjukan L Berkas perkara penunjukan
Majelis Hakim ATK majelis
melalui SIPP Hakim.

10 | Menunjuk Panitera I Berkas perkara 3 hari Penunjukan PP
Pengganti dan . SIPP tecatat
Jurusita/ Jurusita F ATK kedalam SIPP
Pengganti melalui
SIPP

12 | Mencatat tanggal I Berkas perkara Perkara
dan nomor + SIPP tercatat ke
penetapan Majelis 3 - Register dalam
Hakim, - ATK register
Penunjukan PP 1jam | induk
dan J5/15P
kedalam register
Induk perkara
perdata

13 | Menyerahkan y - berkas perkarg Tanda terima
berkas perkara lengkap 1 penyerahan
pada Majelis L buku ekspedisi Jam  lberkas
Hakim

14 | Menetapkan hari I Berkas perkara Penetapan
sidang melalui h 4 L SIPP Hari Sidang
SIPP - ATK 3 hari

15 |Menerima I Berkas perkara Tanda terima
berkas perkara L Penetapan Han penyerahan
dari Majelis Hakim Sidang 1jam |berkas
yang telah I Buku ekspedisi
ditetapkan L SIPP

16 |Mencatat L Buku register Penetzpan
penetapan hari + SIPP hari sidang
sidang kedalam - ATK 1am telah tercatat
buku register J ke dalam SIPP
induk dan Buku

register induk

17  |Menerima -salinan Konsep Relaas
penetapan hari Permohonan panggilan yang
sidang dan Keberatan slap
membuat relaas Terhadap Putusa 1 dilaksanakan
panggilan kepada Badan Arbitrase Jam
para pihak -penetapan har

sidang
-Buku Ekspedisi

18 |Menyampaikan I salinan Relaas
relaas panggilan Permohonan panggilan yang
kepada para pihak v Keberatan telah

Terhadap Putusan dilaksanakan
Badan Arbitrase
L relaas panggilan
yang belum .
dijalankan 2 hari
L surattugas

Dokumen ini tefah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elekironik yang diterbitkan oleh Balai Serfifikasi Elektronik (BSTE) BSSN.




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS | PTSP | MEJA | MEJA [KASIR| PAN | JS/ | PP | PANI [HAKIM| KPN | PERSYARATAN/ | WAKTU | OUTPUT | KET
I III MUD | JSP TERA PERLENGKAPAN
19 | Menggunggah - Relaaspanggilan | 1jam Tanda terima
relaas panggilan yang telah penyerahan
ke SIPP dan dijalankan relaas
Menyerahkan + Buku ekspedisi
kepada Panitera
Pengganti
20 | Proses - Surat Keberatan t Court calendar| *2
Persidangan Putusan Arbitrase yang sudah
+ Jawaban disepakati
L Replik | BA sidang
t Duplik 18 hari [ Putusan
~ Pembuktian L SIPP terisi
+ Kesimpulan
I Putusan
I SIPP
F ATK
21 [Mencatat biaya -Putusan - Materai dan
materai dan biaya -Buku Jurnal biaya redaksi
redaksi putusan Keuangan Perkara L Jurmal
dalam SIPP -Buku Kas Bantu 1jam ditutup
-Buku Induk
keuangan Perkara
Perdata
-SIPP
-ATK
22 |Menyerahkan -Berkas perkara [Tanda terima
berkas ke Panitera \ -Checklist penyerahan
Muda untuk  — kelengkapan 1am |parkas
diminutasi berkas
- Buku ekspedisi
-Softcopy Putusan
23 |Menerimadan - Berkas perkara Berkas siap
memeriksa - Checklist diminutasi
kelengkapan kelengkapan 14 hari
berkas perkara Tidak berkas
yang akan - Buku ekspedisi
diminutasi Ya -Softcopy putusan
24 | Menyerahkan - berkas perkara BA penyerahan
berkas perkara L Checklist ke Panmud
yang sudah BHT kelengkapan 1 jam Hukum
ke Panmud berkas
Hukum untuk + Buku ekspedisi
diarsipkan

PENJELASAN PADA KOLOM KETERANGAN

*1
*2

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik {BSrE)} BSSN,

Pendaftaran keberatan dapat diterima paling lama 31 hari sejak putusan Badan Arbitrase didaftarkan ke PN
a. Tenggang waktu penyelesaian perkara 31 hari sejak permohonan dibacakan
b. Penginputan Kegiatan Persidangan pada SIPP dan mencatat pada register




MAHKAMAH AGUNG R.I.
Pengadilan Negeri Sarolangun
Komplek Perkantoran Gunung

Kembang Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP

324/KPN.W5-U8/0T1.3/111/2026

TGL. PEMBUATAN

12 Desember 2018

TGL. REVISI

6 Februari

TGL. EFEKTIF

31 't 2026
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DISAHKAN OLEH

=
—
)
-
-
A
=
=

B 4 /
%& ‘Novarina Manurung

NAMA SOP

UPAY\BPSK;V KEBERATAN TERHADAP
PUTUSAN

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1,

2,

10.

11.

12.

13.

14.

15;

16.

Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) / Rechtsreglement
voor de Buitengewesten (Rbg);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Peraturan Mahkamah Agung Nomor RI 1 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II tentang
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
363/KMA/SK/X11/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi
Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di
Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan.

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Berada Dibawahnya.

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi
dan Pengadilan Negeri

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum  Nomor
114/DJU/SK.HM1.1.1/1/2024 tentang Pembaruan Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

1. S2
2, S1

3. SMU Sederajat

KETERKAITAN :

SOP Kepaniteraan Perdata

PERINGATAN/CATATAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka tidak terpenuhi jangka waktu

penyelesaian perkara.

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. AlatTulis Kantor (ATK)

2. Komputer
3. Printer

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Buku Register Induk Perkara Gugatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elekt

ronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.




Pelaksana Mutu Baku
No| Mdies (petugas] Mela | Mels | o [Pl IST T pp baniterd o ion | Persvamtan/ Ty | outpur | K

1 | Menerima -Surat Permohonan | 1jam | Checklist "1
Permohonan Tidak Keberatan ditanda
Keberatan D Terhadap Putusan tangani
Terhadap BPSK oleh
Putusan BPSK -Putusan BPSK petugas
dafam -Bukti Pendaftaran PTSP
rangkap 6 (B%espi?zi'r) Putusan

i
Kepaniteraan
-Surat kuasa jika
ada
-Checklist

2 | Meneliti -Surat Permohonan | 1jam | Surat
Parmchonan ! Keberatan Permohon
Keberatan < \ Terhadap Putusan an
Terhadap BPSK Keberatan
Putusan BPSK -Putusan BPSX Terhadap

-Surat kuasa jika Putusan
Ya ada BPSK
-Checklist lengkap

3 i Menghitung -5K Biaya Panjar ljam | Jumlah
panjar biaya perkara Panjar
perkara ¥ -Surat Permohonan Biaya

I_ _I Keberatan perkara
Terhadap Putusan diketahui
BPSK yang sudzh
lengkap
-ATK

4 | Memberikan -Lembar 1jam | Slp
Slip Setoran perhitungan Panjar Setoran
Panjar Biaya v Biaya Perkara Panjar
Perkara yang I ] -ATK Biaya
harus dibayar Perkara
ke Bank serta dari Bank
menbuat Surat
Kuasa Untuk
Membayar
(SKUM)

5 | Menerima - Slip Setoran Panjar [ 1jam |Permohona 2
buldti setoran Biaya Perkara Dari n Keberatan
Bank dari Bank Terhadap
Pemohon dan 4 -Surat Permchonan Putusan
membukukan |_ _I Keberatan BPSK telah
panjar biaya Terhadap Putusan terdaftar
perkara ke BPSK Yang Sudah dan
SIPP dan Lengkap memperole
mencatat -SIPP h nomor
kedalam buku - Buku Jurnal perkara
jurnal Keuangan Perkara
keuangan -Buku Kas Bantu
perkara dan -ATK
Kas Bantu

6 | Memungut - Permohonan 1jam |Tanda
dan Keberatan terima
menyetar Terhadap Putusan penyetoran
Penerimaan BPSK telah terdaftar PNBP
Negara v dan memperaleh
Bukan Pajak nomor perkara
(PNBP) - Buku Ekspedisi

penyetoran
PNBP/Buku Induk
HHK
- Buku Jurnal
Keuangan Perkara
-Buku Kas Bantu

7 | Menginput v -Aplikasi SIPP 1jam | Data
data perkara I——I -Berkas perkara perkara
kedalam SIPP -Buku Register tercatat
dan Mencatat Permohonan di SIPP
perkara ke Keberatan dan buku
Buku Register Terhadap Putusan register
Induk BPSK

8 |Menyusun ‘ -SIPP 1jam | Berkas

kelengkapan -Berkas perkara perkara
berkas perkara ] -SKUM tersusun
-Farmulir
C
-sampul berkas

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik {BSrE) BSSN.




Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elekironik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Efektronik (BSrE) BSSN,

Pelaksana Mutu Baku
No | Aktivitas [pPetugas| Meja | Meja . [Panmud| 35/ - [Majeli Persyaratan/ Ket.
PTSP I I Kasir perdata| JSP PP Panitera Hali KPN Perlengkapan Waktu | Output
9 | Menetapkan -SIPP 3 hari |Penetapan
penunjukan L{l -Berkas perkara majglis
Majelis Hakim -ATK Hakim.
melalui SIPP E_I
10| Menunjuk -Berkas perkara 3 hari |Penunjukan
Panitera -SIPP PP tecatat
Pengganti -ATK kedalam
dan Jurusita SIPP
melalui SIPP
12 [Mencatat -Berkas perkara 1jam |Perkara
tanggal dan -SIPP tercatat ke
nomor -Register dalgm
penetapan -ATK _reglster
Majelis Hakim, induk
Penunjukan PP
dan JS/1SP
kedalam
register Induk
perkara perdata _
13 I:gn:aerahkl?: -:Jeir;i;: FEzerkara 1 jam ;l;?r:g
rkas perkara
pada ngelis - buku ekspedisi gznzaerahan
Hakim rkas
15| Menetapkan -Berkas perkara 3 hari |Penetapan
hari sidang f\l'll'ai(P Hari Sidang
melalui SIPP -
16| Menerima - Berkas perkara 1 jam |Berkas
berkas - p_enetapan hari diterima
perkara dari sidang
Majelis Hakim - ATK .
dan - Ekspedisi
menyampaika
n penetapan -
kepada
Jurusita/Isp
untuk
memanggil
Pemohon
17} Menerima - Salinan Permohonanj 7 hari |Pemanggilad
penetapan Keberatan Terhadap sudah
hari sidang. h J Putusan BPSK diterima oleh
Membuat dan - p%netzpan hari pihak
meyampaikan sidang
relaya?s > - Buku Ekspedisi
panggilan
kepada para
ihak
18 I?ﬂenyerahkan 3 - Relaas panggilan ljam | Tanda
relaas yang telah terima
panggilan dijalankan penyeraha
kepada - Buku ekspedisi relaas
Panitera
Pengganti s -

19 | Menyerahkan v - Relaas ;?anggllan 1jam | Tanda
relaas I ' yang telah terima
panggilan dijalankan pentyeraha
kepada + Buku ekspedisi n refaas
Majelis Hakim

20 Periidangan - Surat Keberatan 21 [ Court "3

Putusan BPSK hari | calendar
- Jawaban yang sudah
$ - Replik disepakati
+ Duplik - BA sidang
- Pembuktian + Putusan
- Kesimpulan L SIPP terisi
- Putusan
L SIPP
- ATK
21 [Penginputan L SuratKeberatan Ijam { Court
Kegiatan Putusan BPSK calendar
Persid + Jawaban yang sudah
ersidangan - Replik disepakati
pada SIPP v L Duplik - BA sidang
+ Pembuktia + Putusan
- Kesimpulan + SIPP terisi
- Putusan
- BA Sidang
Y L SIPP
L ATK




Pelaksana Mutu Baku
No | Aktivitas |petugas| Meja [ Meja . |Panmud| 3s/ itera™ 25l Persyaratan/ Ket.
PTSP | II ur | KaSI | pardata) 3sp | PP PAMeTA L orind T | Perlengkapan | WPktu| Output
26 | Menginput -Putusan 1jam | Materai
biaya materai -Buku Jyrnal danbiaya
dan biaya Keuangan Perkara redaksi
redaksi putusan - Buku Kas Bantu - Jurnal
-Buku Induk ditutup
dalam SIPP keuangan Perkara
Perdata
-SIPP
-ATK
27 | Menyerahkan - Berkas perkara 1jam | Tanda
berkas ke -E'}e‘:k{i;t vecka terima
Panit elengkapan berkas
Muda untuk v ~Buku dlspedisi e
diminutasi -Softcopy Putusan .
28 | Menerima -Berkas perkara 14 Bérkas siap
berkas I -Ehleckllizt berkn hari | diminutasi
rkara da elengekapan Derkas
21‘f~‘_-rlginputn E j -Buku ekspedisi
tanggal -Softcopy putusan
minutasi ke
dalam SIPP
29 | Menyerahkan L Berkas perkara J hari | BA
berkas L Checklist penyerahan
perkara yang (b kelengkapan_b_erkas ke Panmud
sudah BHT L Buku ekspedisi Hukum
ke Panmud
Hukum untuk
diarsipkan

Penjelasan pada Kolom Keterangan :

"1
2

3

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat efektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elekironik {(BSrE) BSSN.

Perma 01 Tahun 2006 Pasal 5 ayat 3

Dalam hal keberatan diajukan konsumen & pelaku usaha terhadap putusan BPSK yang sama maka perkara harus didaftar dengan nomor perkara yang

sama

Tenggang waktu penyelesaian perkara 21 hari sejak sidang pertama dilakukan sampai dengan putusan




MAHKAMAH AGUNG R.I.
Pengadilan Negeri Sarolangun
Komplek Perkantoran Gunung

Kembang Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP 325/KPN.W5-U8/0T1.3/111/2026

TGL. PEMBUATAN

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP ~ /PERKARA

SENGKETA

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1

2

Ll

10.

11.

12,

13,

14,

15.

16.

Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) / Rechtsreglement
voor de Buitengewesten (Rbg).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan
Negara Bukan Pajak.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2025
tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara
Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1
Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan.

Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Rapat Kamar
Mahakamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI  Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi
Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di
Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Berada Dibawahnya.

Strata 3
Strata 2
Strata 1
SMU Sederajat

Sl ol

PERINGATAN/ CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka tidak terpenuhi jangka waktu

penyelesaian perkara

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

1. SIPP
2. Register Induk Perkara Gugatan

KETERKAITAN

1. SOP Kepaniteraan Perdata

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

Alat tulis kantor (ATK).
Komputer

Printer

Aplikasi SIPP

Dokumen pendukung

UPe I RS

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN




17. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1060/DIU/SK.TI1.1/V1/2025 tentang Perubahan Keputusan
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
114/DIU/SK,HM1.1.1/1/2024 tentang Pembaruan Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Batai Sertifikasi Elekironik (BSrE) BSSN.




Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan seriifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik {BSrE} BSSN.

PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS PTSP | MEJAII | KASIR |PANMUD | JS/ISP PP PANI | MAJELIS| KPN/ | PERSYARATAN/| WAK OUTPUT KET
TERA HAKIM | WKPN | PERLENGKAPAN | TU

1 [Menerima Tidak - Surat gugatan | 1 jam |Cheklist
gugatan < sengketa partai ditandatang
se?g_l’:ela partai politik ani oleh
poli - Putusan petugas

Mahkamah PTSP
Partai

- Suratkuasa
jika ada

- Cheklist

- ATK

2 [ Meneliti gugatan - Surat gugatan | 1 jam |Persyaratan
sengketa partai sengketa partai surat
politik v politik gugatan

- Putusan sengketa
= Mahkamah partai politik
Partai terpenuhi
Ya - Surat kuasa
jika ada
- Cheklist
- ATK

3 | Menghitung - SK Biaya 1 jam |Jumlah
panjar biaya v Panjar Perkara Panjar Biaya
perkara - Surat gugatan Perkara

I:j sengketa partai diketahui
politik yang
sudah lengkap
- ATK

4 [ Memberikan slip - Lembar 1 jam |Slip setoran "1
setoran panjar perhitungan panjar biaya
biaya perkara E':I panjar biaya perkara dari
yang harus perkara Bank
dibayar ke Bank - ATK
serta membuat
Surat Xuasa
Untuk Membayar
(SKUM)

5 |Menerima bukti - Slip setoran | 1 jam | Gugatan 2
setoran Bank dari panjar biaya sengketa
Penggu]%all(::an v gsrkkara dari partai politik
membukukan n telah
paniar biaya E:I - Surat gugatan terdaftar
perkara ke SIPP sengketa partai dan
serta mencatat politik yang memperaleh
kedalam buku sudah lengkap nomor
jurnal keuangan dengan perkara
perkara dan kas persyaratannya
bantu - SIPP

- Buku Jurnal
Keuangan
Perkara

- BukuKas
Bantu

- ATK

6 |Menginput data hH - gleprl;as perkara | 1 jam |Data perkara

erkara kedalam - terinput
gIPP dan E:l - Buku Register dalarl; SIFP
mencatat data Gugatan / dan tercatat
perkara kedalam Sengketa dalam
register induk K?I_I(tai Politik register

7 | Menyusun - EEIFJ kﬁs Perkara | 1 jam | Berkas
kelengkapan ¥ - rkara
berkas perkara EI:I - Formulir il:J:rsusun

- Sampul Berkas secara

- ATK lengkap

8 |Menetapkan - Berkas Perkara | 3 hari | Penetapan
Majelis Hakim | I - SIPP Majelis
melalui SIPP - ATK Hakim

terinput
dalam SIPP

9 | Menunjuk - EIEFE];ES Peri@ra | 3 hari |Penunjukan | *3
Panitera h 4 - PP terinput
Pengganti melalui Ej - ATK dalam SIPP
SIPP

10 | Menunjuk ¥ - Berkas Perkara | 3 hari |Penunjukan | *4
Jurusita melalui I l - IS\}II'DI? Jurusita
SIPP - terinput

dalam SIPP

11 zflencatat tanggal v - gf;;ﬁs Perkara | 1 jam 'lc’:rkatra;

an nomor - fcata
penetapan Majells I::I - Register Induk kedalam
Hakim, Penunjuka - ATK Register
PP dan JSfISP h 4 Induk
kedalam Register | I
Induk




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS PTSP |MEJAII | KASIR PANMUD | JS/ISP PP PANI | MAJELIS| KPN / | PERSYARATAN/| WAK OUTPUT KET
TERA HAKIM | WKPN | PERLENGKAPAN | TU
12 | Menyerahkan - Berkas Petkara | 1 jam | Tanda
berkas perkara lengkap terima
kepada Majelis - Buku ekspedisi penyerahan
Hakim berkas
13 | Mempelajari - Berkas Perkara | 3 hari | Penetapan
berkas dan - SIFP Hari Sidang
menetapkan hari - ATK terinput
sidang melalui |—+—| dalarn SIPP
SIPP
14 | Menerirma berkas | - Berkas Perkara | 1 jam | Tanda
perkara dari - Penetapan Hari terima
Majelis Hakim i Sidang penyerahan
yang telah - Buku ekspedisi berkas
ditetapkan E|:| - SIPP
- ATK
15 |Mencatat > - Register Induk | 1 fam | Penetapan
penetapan hari - SIPP Hari Sidang
sidang kedalam ¥ - ATK tercatat
Register Induk kedalam
|——I Register
Induk sesuai
dengan SIPP
16 |Menerima - Salinan 1 hari | Konsep
penetapan hari Gugatan relaas
sidang dan Sengketa panggilan
membuat relaas Partal Politik
panggilan kepada - Penetapan Hari
para pihak Sidang
- Buku ekspedisi
- ATK
17 | Membuat surat v - Penetapan Hari | 1 jam | Surat tugas
tugas untuk Sidang JurusitafJuru
JurusitafJurusita - Konsep surat sita
Pengganti tugas Pengganti
- ATK
18 | Menyampaikan - Salinan 1 hari | Relaas
relaas panggilan ¥ Gugatan panggilan
kepada para I::l Sengketa yang telah
pihak Partai Politik dilaksanakan
- Relaas
panggilan yang
belum
dijalankan
- Surat tugas
19 [Menginput Y - Relaas 1jam jRelaas
tanggal dan panggilan yang panggilan
mengunggah telah terunggah
relaas panggilan dilaksanakan dalam SIPP
ke SIPP - SIPP
20 |Menyerahkan ¥ - Relaas 1 hari { Tanda
relaas panggilan I::I panggilan yang terima
kepada Panitera telah penyerahan
Penggant dilaksanakan relaas
- Buku ekspedisi pangailan
21 | Persidangan - Gugatan 45 hari |- Berita 5
Sengketa Acara
Partai Politik Sidang
- Jawaban - Putusan
¥ - Replik
I:II ] - Duplik
- Pembuktian
- Kesimpulan
- Putusan
- SIPP
- ATK
22 | Menginputbiaya -Putusan 1jam | Materal dan
materal dan -Buku Jurnal biaya redaksi
biaya redaksi v Keuangan Jurnal
putusan dalam I Perkara ditutup
SIPP dan -Buku Kas Bantu
mencatat dalam -Buku Induk
jurnal keuangan keuangan
perkara Perkara Perdata
-SIPP
-ATK
23 | Menginput -Putusan 1jam | Tanggal,
tanggal, amar + -Komputer amar
putusan dan e- -SIPP putusan dan
doc putusan Ej -Direktori e-doc
pada SIPP dan Putusan putusan
Direktori ¥ ATK sudah
Putusan | I terinput
pada SIPP

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan serifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikast Elektronik {BSrE) BSSN.




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS PANI | MAJELIS KPN/ | PERSYARATAN/|WAK KET
PTSP |MEJAII| KASIR PANMUD| 1S/JSP PP TERA | HAKIM WKPN | PERLENGKAPAN TU OUTPUT
24 | Minutasi Perkara - Berkas perkara (14 hari |Berkas
EJ lengkap perkara
- SIPP lengkap
| I - Register Induk telah
diminutasi
25 | Menyerahkan - Berkas perkara | 1 jam |Berkas telah
berkas perkara lengkap yang diarsipkan
kepada Panmud telah dengan baik
Perdata diminutasi
Y - BAST berkas
( ) perkara
- Checklist
kelengkapan
berkas

Penjelasan pada Kolom Keterangan :
*1  Panjar biaya perkara sudah termasuk PNBP
Nomor perkara menggunakan Pdt.Sus/Parpol/Tahun/Nama PN
Terhitung sejak penetapan Majelis Hakim
Bisa didelagasikan ke Panmud Perdata
Penginputan tanggal penundaan sidang dan jadwal-jadwal persidangan sesuai Surat Edaran Ditjen Badilum Nomor 3 Tahun 2014 dan Surat Ditjen
Badilum Nomor 352/DJU/HM,02,3/3/2021
6  Pencatatan tanggal minutasi pada SIPP dan Register Induk dilakukan oleh Kepaniteraan

2
3
4
"5

TN
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN, ‘;"‘E’« ;

o




MAHKAMAH AGUNG R.I.
Pengadilan Negeri Sarolangun
Komplek Perkantoran Gunung

Kembang Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP 326/KPN.W5-U8/OT1.3/111/2026

TGL. PEMBUATAN | 12 Desemp@t:.

.43
TGL. REVISI 6 Febryar20 N\

TGL. EFEKTIF 31 Mdrev 2026 >, , \ o\
DISAHKAN OLEH Vs

|g?a Manurung

NAMA SOP PENYE *3'““ R‘ERKARA KEBERATAN
JSAN KOMISI INFORMASI

PUBLIK

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

2.

10.

11.

12

13,

Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) /
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan
Negara Bukan Pajak.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Meterai.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011
tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2025
tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019
tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan
Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan
Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun 2014
Tentang Penyelesaian Perkara di pengadilan tingkat
pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) Lingkungan
Peradilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI  Nomor

Strata 3
Strata 2
Strata 1
SMU Sederajat

PEbOUR e

PERINGATAN/ CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka tidak terpenuhi jangka waktu
penyelesaian perkara

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

1. SIPP
2. Register Induk Perkara Gugatan

KETERKAITAN

1. SOP Kepaniteraan Perdata

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat e

ektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN




KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Alat tulis kantor (ATK).

1.
Pedoman Petaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. 2. Komputer
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor | 3. Printer
026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. | 4. Aplikasi SIPP
5.

15, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi
Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di
Pengadilan Secara Elektronik.

16. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Berada Dibawahnya.

Dokumen pendukung

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.




17. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1060/DJU/SK.TI1.1/V1/2025 tentang Perubahan Keputusan
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
114/DIU/SK.HMI.1.1/1f2024 tentang Pembaruan Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Dokumen Ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elekironik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Eiektronik {BSE) BSSN.




PELAKSANA MUTU BAKU
NO | AKTIVITAS | prsp |MEsAm | kasR panmup | Js/asp| pp | PAND | MAJELS e | P TANS | WAK | ourpyr | KET

1 [Menerima - Surat 1 jam | Cheklist 1
keberatan Y Tidak keberatan ditandatan
keterbukaan keterbukaan gani oleh
informasi publik informasi petugas

pubiik PTSP
- Putusan Komisi
Informasi
Publik
- Surat kuasa
jika ada
- Cheldist
- ATK

2 | Meneliti ¥ - Surat 1 jam | Surat
keberatan \ keberatan keberatan
keterbukaan ] keterbukaan keterbukaa
informasi publik </ informasi ninformasi

publik publik
Ya - Suratkuasa lengkap
jika ada
- Cheklist
- ATK

3 | Menghitung - SK Biaya Panjar [ 1 jam | Jumlah
panjar biaya i Perkara Panjar
perkara - Surat Biaya

Ej keberatan Per‘lfcara
keterbukaan diketahui
informasi
publik yang
sudah lengkap

- ATK

4 [Memberikan slip - Lembar 1 jam | Slip
setoran panjar v perhitungan setoran
biaya perkara E panjar biaya panjar
yang harus :I perkara biaya
dibayar ke Bank - ATK perkara
serta membuat dari Bank
Surat Kuasa
Untuk Membayar
(SKUM)

5 | Menerima bukti - Slip setoran 1 jam | Keberatan
setoran Bank dari panjar biaya keterbukaa
Penggugat dan v perkkara dari ninformasi
membukukan Banl ublik
panjar biaya Ej - Surat ?elah
perkara ke SIPP Eeber;t?(g terdaftar
serta mencatat eterbukaan dan
kedatam buku informasi memperole
jurnal keuangan publik yang h nomar
perkara dan kas sudah lengkap perkara
bantu dengan

persyaratannya
- SIPP
- Buku Jurnal
Keuangan
Perkara
- Buku Kas Bantu
- ATK

6 |Memungutdan - Keberatan 1 jam | Tanda
menyetor keterbukaan terima
penerimaan informasi penyetoran
negara bukan h 4 publik telah PNBP
pajak (PNBP) I:j terdaftar ::IT]n

memperole
nomor petkara

- Buku ekspedisi
penyetoran
PNBP

- Buku Jurnal
Keuangan
Perkara

- Buku Kas Bantu

- ATK

7 | Menginput data ¥ - SIQ;EBS perkara | 1 jam | Datz "2
perkara kedalam - perkara
SIPP dan Ej - Register Induk terinput
mencatat data - ATK dalam
perkara kedalam SIPPdan
register induk tercatat

dalam
register
O

Dokumer ini telah ditandatangani secara digital menggunakan seriifikat elekironik yang diterbitkan oleh Baiai Sertfifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.




Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Batai Sertifikasi Etektronik (BSrE) BSSH.

PELAKSANA MUTU BAKU
NO | AKTIVITAS | prop |MEJAII | KASIR |PANMUD | 35/3SP o | M e PERLENeApA | k| oureur | KET
8§ |Menyusun - Berkas Perkara | 1 jam |Berkas
kelengkapan I: J - SKUM perkara
berkas perkara - Formulir tersusun
ES - Sampul Berkas secara
- ATK lengkap
9 [Penyerahan -Jawabanatas |31 HarijJawaban "3
jawaban atas v keberatan atas
keberatan oleh keberatan
Termohon E']
kepada Panitera

10 | Menetapkan - Berkas Perkara | 3 hari ; Penetapan
penunjukan - SIPP Majelis
Mafjelis Hakim - ATK Hakim
melalui SIPP terinput

dalam
SIPP

11 | Menunjuk ¥ {- Berkas Perkara { 3 hari | Penunjukan| *4
Panitera [::| - SIFP PP terinput
Pengganti - ATK dalam SIPP
melalui SIPP

12 | Menunjuk - Berkas Perkara | 3 hari |Penunjukan| 5
Jurusita melalui Ij"—l - SIPP Jurusita
SIPP - ATK terinput

dalam SIPP

13 | Mencatat tanggal - Berkas Perkara | 1 jam | Penetapan
dan nomor - SIPP Majelis
penetapan - Register Induk Hakim,
Majelis Hakim, - ATK Penunjukan
Penunjukan PP ¥ PP dan
dan J5/]SP Jurusita
kedalam Register EZI tercatat
Induk kedalam

Register
Induk

14 | Menyerahkan b J - Berkas Perkara | 3 hari | Tanda
berkas perkara lengkap terima
kepada Majelis D - Buku ekspedisi penyerahan
Hakim berkas

15 | Mempelajari - Berkas Perkara | 3 hari | Penetapan ]
berkas dan - SIPP Hari Sidang
menetapkan hari - ATK terinput
sidang melalui Yy dalam SIPP
SIFP [ ]

16 | Menerima berkas - Berkas Perkara | 1 jam | Tanda
perkara dari - Penetapan Hari terima
Majelis Hakim Sidang penyerahan
yang telah - Buku ekspedisi berkas
ditetapkan - SIPP

- ATK

17 {Mencatat - Register Induk | 13jamt Penetapan
penetapan hari - SIPP Hari Sidang
sidang kedalam - ATK tercatat
Register Induk v kedalam

Reqister
1 Ik
sesuaj
dengan
SIPP
18 | Persidangan - Keberatan 60 harif - Court 7
keterbukaan Calendar
infermasi yang
publik sudah
- Jawaban jika disepakati
Y ada - Berita
E:l - Putusan dan Acara
berkas perkara Sidang
dari Komisi - Putusan
Informasi - SIPP
Publik teris]
- Pembuktian
jika ada bukti
baru
- SIPP
- ATK

19 | Menginputbiaya - Putusan 1jam i - Materai
materai dan -Buku Jurnal dan biaya
biaya redaksi v Keuangan redaksi
putusan dalam Perkara - Jurnal
SIPP dan I_—I -Buku Kas Bantu ditutup
mencatat dalam -Buku Induk
jurnal keuangan keuangan
perkara Yy Perkara Perdata

-SIPP
- ATK




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS PANI | MAJELIS| KPN/ | PERSYARATAN/ | WAK KET
PTSP | MEJAII | KASIR [PANMUD| 1S/1SPp PP TERA HAKIM| WKPN | PERLENGKAPAN U OQUTPUT
20 |Menginput -Putusan 1 jam | Tanggal,
tanggal, amar -Komputer amar
putusan dan e- -SIPP putusan
doc putusan -Direktori dan e-doc
pada SIPP dan Putusan putusan
Direktori Putusan - ATK sudah
terinput
pada SIPP
dan
Direltori
Putusan
21 |Minutasi Perkara Y - Berkas perkara |14 hari| Berkas
E j lengkap perkara
- SIPP lengkap
- Register Induk telah
diminutasi
22 | Menyerahkan - Berkasperkara | 1jam |Berkas
berkas ke lengkap yang perkara
Panmud Perdata v telah telah
(D diminutasi terarsip
- Berita Acara dengan
Sidang baik
- Checklist
kelengkapan
berkas

Penjelasan pada Kolom Keterangan :
Pengadilan negeri berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh badan publik selain badan publik negara dan/atau pemohon
informasi yang meminta informasi kepada badan publik selain badan publik negara

!

Dokumen ini tefah ditandatangani secara digital menggunakan serlifikat elektronik yang diterbitican cleh Batai Serfifikas? Elektronik (BSrE} BSSN.

Paling lambat 14 hari sejak salinan putusan komisi informasi diterima oleh pihak berdasarkan tanda bukt penerimaan (Pasal 4 Ayat (2)
PERMA Nomor 2 Tahun 2011) Ada dokumen bahwa sengketa informasi publik tersebut telah diselesaikan secara internal

Panitera meminta komisi informasi memutus perkara tersebut untuk mengirimkan salinan resmi putusan tersebut yang disengketakan serta
seluruh berkas perkara 14 hari sejak keberatan diregister di kepaniteraan pengadilan
Dalam tenggang waktu 31 hari sejak keberatan diregister Termohon Keberatan dapat menyerahkan jawaban atas keberatan kepada
Panitera Pengadilan
Terhitung sejak penetapan Majelis Hakim
Terhitung sejak penetapan Majelis Hakim
Terhitung sejak Penetapan Majelis Hakim
Tenggang waktu penyelesaian perkara 60 hari sejak Majelis Hakim ditetapkan
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MAHKAMAH AGUNG R.I.

Pengadilan Negeri Sarolangun
NAMA -

Komplek Perkantoran Gunung 2 RER

Kembang Kabupaten Sarolangun
DASAR HUKUM KETERKAITAN

1

2.

10.

1.

12

13.

14.

15.

16.

Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) / Rechtsreglement
voor de Buitengewesten (Rbg)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan
Negara Bukan Pajak.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang
Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagai mana
telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4
Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian
Gugatan Sederhana

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung
R.I Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan
Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan
keenam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan
Melalui Surat Tercatat.,

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI  Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi
Perkara dan Persidangan Perdata, Perdata Agama, dan Tata
Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Berada Dibawahnya.

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
114/DJU/SK.HM1.1.1/1/2024 tentang Pembaruan Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

17.Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor

486/DJU/HM.02.3/4/2021 Hal Pengawasan, Pengendalian,
Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.

1. SOP Kepaniteraan Hukum
2. SOP Keuangan Perkara
3. SOP Minutasi

PERINGATAN/ CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan cepat tidak akan
berjalan dengan baik.

KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Strata3

2, Strata?2?

3. Stratal

4, SMU Sederajat

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

Alat tulis kantor (ATK)
Komputer

Printer

Aplikasi SIPP
Dokumen pendukung

bl B

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

Register elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN




PELAKSANA MUTU BAKU
NO | AKTIVITAS MEJA PAN | PANI KPN/ | PERSYARATAN/ KET
PTSP |MEJAI T KASIR MUD | TERA 1S/ ISP HAKIM WKPN | PERLENGKAPAN WAKTU | OUTPUT
1 |Menerima - Formulir 1Jam |- Permchona
pendaftaran keberatan n
keberatan Tdak Gugatan Keberatan
terhadap — Sederhana Gugatan
putusan - Formulir memori Sederhana
gugatan keberatan dan
sederhana gugatan memori
sederhana keberatan
- Putusan Hakim gugatan
- Surat Kuasa sederhana
(jika ada) - Bukti
- Checklist penerimaa
- ATK n memaori
2 [Meneliti - Permohonan 1Jam (Berkas
kelengkapan Keberatan Keberatan
berkas Gugatan terhadap
keberatan Sederhana dan putusan
memori Gugatan
keberatan Sederhana
gugatan lengkap
sederhana
Ya - Putusan GS
- Checklist yang
sudah diparaf
- ATK
3 |Menghitung - Berkas 1Jam |Jumlah
panaar bigya I;;ebelgtan Pan]];:r Biaya
perkara dan ugatan perkara
menerbitkan ;Sedekr:ana diketahui
SKUM lengkap
- Putusan GS
- Checkiist yang
sudah diparaf
- ATK
4 |Menerima - Lembar 1Jam (- Menerima
pembayaran perhitungan bukti
panjar biaya Eani:r Biaya pembayara
keberatan erkara n
keberatan - keberatan
terhadap telah
putusan terdaftar
Gugatan dan
Sederhana memperole
- Slip setoran h nomor
y panjar blaya perkara
I perkara dari yang sama
Bank dengan
- Berkas perkara
keberatan pokok
terhadap
putusan
Gugatan
Sederhana Yang
Sudah Lengkap
- Buku Jurmal
Keuangan
Perkara
- Buku Kas Bantu
- ATK
5 | Menginput - Berkas 1Jam |Biaya
biaya perkara Permohonan perkara
ke dalam buku - Slip Setoran tercatat
jurnal keuangan h 4 Panjar Biaya pada Buku
elektronik dan | Per[|<(ara dari Jumnal
mencatat pada Ban Keuangan
buku jurmal l - Nomer perkara
keuangan - SIPP
perkara
6 | Memberi Nomor ¥ - SIPP 1Jam |Dataperkara
Perkara pada [ ] - Berkas perkara tercatat
SIPP dan - Buku Register dalam
Register Induk I Permohonan register
perkara
7 |Pemberitahuan - Memori 3 Hari [Relaas
keberatan dan keberatan
menyerah v - Relaas ]
kan memori I ] pemberita
keberatan ke I - huan
pihak termohon - ASI-LKP

Dokumen ini telah ditandatangani secara digitai menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Serifikasl Elektronik (BSfE) BSSN.




PELAKSANA MUTU BAKU
NO | AKTIVITAS MEJA PAN | PANI KPN/ | PERSYARATAN/ KET
PTSF (MEJAIX I KASIR Mup | TERA JS/ISP| PP |HAKIM WKPN | PERLENGKAPAN WAKTU | OUTPUT
8 [Menerima - Kontra memaori 3 hari | Bukti peneri
kontra memori maan kontra
keberatan,
menginput
dalam SIPP dan
mencatat dalam
register T
9 [Penetapan . - SIPP 1 Hari |Penetapan
penunjukan - ATK Majelis
Majelis Hakim Hakim
melalui SIPP
10 |Penunjukan -SIPP 1Hari |Penetapan
Panitera -ATK Penunjukan
Pengganti Panitera
Jurusita Yy Pengganti
Pengganti dan
melalui SIPP Jurusita/
Jurusita
Pengganti
11 |Mencatat -Register 1Jam |-Penunjukan
penetapan -Berkas Perkara Majelis
penunjukan -ATK Hakim dan
Majelis Hakim PP serta
dan PP serta Jurusitaf1SP
Jurusita/ISP ke tecatat
dalam Buku kedalam
Register dan buku
menyarahkan register
berkas perkara -Tanda
ke Majelis terima
Hakim berkas
12 |Menetapkan -SIPP 1 Harl |Penetapan
hari sidang -ATK Hari Sidang
melalui SIPP Pertama
13 |Menetima -Berkas perkara 1Jam |Berkas
berkas perkara -penetapan hari diterima
dari Majelis sidang
Hakim dan -ATK
menyampaikan -Ekspedisi
penetapan hari
sidang kepada
J5/15P
Untuk panggilan
sidang
14 |Persidangan -Berkas Perkara 7 Hari | -Court
-Komputer Callendar
-SIPP -Berita Acara
-ATK Sidang
-Putusan
15 |Penandatangan -Putusan yang 1Jam |Putusan
an Putusan oleh belumn di tanda yang sudah
Majelis Hakim tangani ditanda
dan Panitera -Komputer tangani oleh
Pengganti -SIFP Majelis
-ATK Hakim dan
Panitera
Pengganti
16 |Menginput -Putusan 1Jam |Tanggal
tanggal, amar -Komputer putusan,
putusandan e- -SIpp amar
doc putusan -ATK putusan
pada SIPP dan serta e-doc
Direktori putusan
Putusan sudah
terinput
pada SIPP
dan Direktori
Putusan
17 |Minutasi -Berkas Perkara 7 hari | Berkas
v -SIPP sudah
] -Checklist terminutasi
-Komputer dengan baik
-ATK
18 |Mengarsipkan -Berkas perkara 3 hari |[Berkas
berkas perkara y -Checklist perkara dan
pada Panmud D kelengkapan Putusan
Perdata berkas

Dokumets ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN,




MAHKAMAH AGUNG R.I.

Pengadilan Negeri Sarolangun
Komplek Perkantoran Gunung
Kembang Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP 328/KPN.W5- .3/111/2026

TGL. PEMBUATAN

12 Desember 2018 # /%

TGL. REVISI 6 Februgi 2026 7\

TGL. EFEKTIF
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DISAHKAN OLEH %

nurung

NAMA SOP RKARA
ECARA

(ECOURT)

DASAR HUKUM

KETERKAITAN

1.

2.

11.

12

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) /
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan
Negara Bukan Pajak.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2025 tentang
Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor
7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara
Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1
Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005
tentang Pengangkatan Anak.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014
tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama
dan Tingkat banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI  Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
363/KMA/SK/X11/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi
Perkara Dan Persidangan Perdata, Perdata Agama, dan Tata
Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik.

1. SOP Kepaniteraan Hukum
2. SOP Keuangan Perkara
3. SOP Minutasi

PERINGATAN/ CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan cepat tidak akan
berjalan dengan baik.

KUALIFIKASI PELAKSANA

Strata 3
Strata 2
Strata 1
SMU Sederajat

bttt vl o

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

Alat tulis kantor (ATK).
Komputer

Printer

Aplikasi SIPP

Aplikasi eCourt
Dokumen pendukung

O LN Lo B =

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

Register elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

PERDATA
ELEKTRONIK




19. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Berada Dibawahnya.

20. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1060/DIU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
114/DJU/SK.HM1.1.1/1/2024 tentang Pembaruan Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

21. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
486/DJU/HM.02.3/4/2021 Hal Pengawasan, Pengendalian,
Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.

Dokumean ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik {BSrE) BSSN,




N AKTIVIT PELAKSANA MUTU BAKU KET

o AS KPN/ PERSYARATAN/

PANMUD | MEJAII | KASIR PANITERA| 1S/ ISP PP HAKIM WKPN PERLENGKAPAN WAKTU OUTPUT

1 IMenerima -Berkas Permohonian secara 1 Checklist
Permahonan elektronik Jam
melalui e-Court — -Checklist

2 | Meneliti -Berkas Permohonan secara 1 Berkas
kelengkapan vy elektronik Jem | Permohonan
berkas perkara -Checklist lengkap
dan melakukan r—
validasi panjar
biaya perkara

3 | Memberi Nomar -Berkas Permohonan secara i Perkara ter-
Perkara pada h 4 elekironiik Jam | registrasi
SIPP dan E:I -Bukti Pembayaran secara
Register perkara elektronik
secara elektronik -Chacklist

4 [ Menerima dan -Buku ekspedisi penyetoran 1 - PNBP disetor
menyetor 4 PNBP/Buku Induk HHK Jam | tepat waktu
Penerimaan I: ] -Buku Jurnal Keuangan - Tandaterima
Negara Bukan Perkara penyetoran
Pajak (PNBP} -Buku Kas Bantu

5 IMencatat biaya -Berkas Permohonan 1 Biaya perkara
perkara ke dalam h 4 -Slip Setoran Panjar Biaya Jam | tercatatpada
buku jurnal Perkara dari Bank Buku Jurnal
keuangan Elj -Nomor perkara Keuangan

. -SIPP/Register Elekironik

6 | Mencatat data v -SIPPfRegister Elekironik 1 Data perkara
perkara pada -Berkas perkara Jam | tercatat dalam
Register Perkara ;j -Buku Register perkara register perkara

secara elektronik secara elektronik
7 | Penetapan -SIPP/Register Elektronik 3 Penetapan
Penunjukan - Hari | Hakim
Hakim melalui
SIPP/Register
Elektronik
8 | Penunjukan: -SIPP/Register Elektronik 2 Penetapan
- Panitera -ATK Hari | Penunjukan
Penggant Panitera

- Jurusita/ h 4 Pengganti dan
Jurusita I I Jurusita/ Jurusita
Pengganti Penggant

melalui

SIPP/Register

Elektranik

9 | Menyerahkan ) J -Register 1 Tanda terima
berkas perkara -Berkas Perkara Jam | berkas
ke Hakim Elj «ATK

10 |Menetapkan hari -51PP/Register Elekironik 3 |Penetapan Hart
sidang melalui -ATK Hart | Sidang Pertama
SIPP/Register
Elekironik

11 | Menerima berkas -Berkas perkara 1 Betkas diterima *1
perkara dari -penetapan hari sidang Jam
Hakim dan L 4 -ATK
menyampaikan -Ekspedisi
penetapan
kepada
Jurusita/ISP
untuk memanggil
Pemohon

12 | Menerima -SIPP/Register Elektronik 3 Pemanggilan *2
penetapan hari h 4 -E-Court Hari | elekironik sudah
sidang dan - -Salinan Permohonan terkirim.
memanggil E’j -Penetapan Hari Sidang
pemohen melalui -ATK
e-5ummons

13 [ Persidangan 14 Dokumen *3

-Berkas Perkara hari | elektronik,
v -SIPP/Register Elektronik Berita Acara
Ej -E-Court Sidang dan
-ATK Penetapan /
Putusan
elektronik.

14 | Penandatahganan -Penetapan f Putusan yang 1jam | Penetapan /
Penetapan / v betum di tanda tangani Putusan yang
Putusan secara -SIPP/Register Elekironik sudah ditanda
manual oleh Hakim -E-Court tangant oleh
dan Panitera -ATK Hakim secara
Pengganti manual

15 | Naskah Penetapan -Naskah Penetapan / 1jam |Penetapan /

/ Putusan diunggah v Putusan Putusan sudah
ke eCourt E:I"_ -51PP/Register Elektronik terunggah di
-E-Court eCourt
-ATK
Tidak

16 | Melakukan -Naskah Penetapan / 1jam |Penetapan/
Verifikasi antara Putusan terunggah Putusan telah
naskah Penetapan -Penetapan / Putusan yang terverifikasi
/ Putusan Y ditanda tangani secara
terunggah dengan \ manual
Penetapan / -Komputer
Putusan yang telah -SIPP/Register Elekironik
ditanda tangani -eCourt
secara manual oleh Ya -ATK
Hakim dan Panitera
Penggant

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikast Elektronik (BStE) BSSN.




NO PELAKSANA MUTU BAKU
AKTIVITAS KPN/ PERSYARATAN/
PANMUD | MEJAII | KASIR PANITERA Js/isep PP HAKIM WKPN PERLENGKAPAN WAKTU OUTPUT
17 | Menandatangani -Penetapan / Putusan yang 1jam [ Salinan
Salinan Penetapan telah terverifikasl penetapan /
/ Putusan secara -Komputer putusan telah
elektrontk dan -SIPP/Register Elektronik ditandatangani
mengirimkan -eCourt dan terkirim
kepada para pihak -ATK kepada para
secara elekironik pihak
18 |Mengisi tanggal, -Penetapan f Putusan 1 jam | Tanggal
amar penetapan / -Komputer putusan, amar
putusan dan e-doc h 4 -SIPP/Register Elekironik penetapan /
penetapan / L _I ~eCourt putusan dan e-
putusan pada -ATK doc penetapan f
SIPP/Register putusan tercatat
Eiektronik pada
SIPF{Register
Elekironik
19 | Minutast -Berkas Perkara 14 | Semua data
4 -SIPP/Register Elektronik hari | pada kolom
Ej -Checklist SIPP/Register
-Komputer Elektronik sudah
-ATK terisi
20 | Menyerahkan -Berkas perkara 3 hari | BApenyerahan
berkas perkara ¥ -Checklist kelengkapan ke Panmud
yang sudah BHT ke berkas Hukum
Panmud Hukum u -Buku ekspedisi
untuk diarsipkan

PENJELASAN PADA KOLOM KETERANGAN
*] Terhadap perkara permohonan yang ada pihak Termohannya, pemanggilan terhadap Termohon dilakukan secara elektronik / melalui surat tercatat,
*2  Terhadap perkara permohonan yang ada pihak Termohonnya, pemanggilan dilaksanakan dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari.

*3 Pengadilan wajib menyelesaikan proses permohonan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak sidang pertama. Bagi permchonan yang sifatnya sederhana (tidak ada

termohon) diselesaiakan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak sidang pertama (kecuali ditentukan lain dengan undang-undang).
x4 Pengucapan penetapan / putusan elekironik, penandatanganan Salinan penetapan / putusan dan pengiriman kepada para pihak secara elekironik dilakukan pada hari dan

tanggal yang sama

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSTE) BSSN.




MAHKAMAH AGUNG R.I.

Pengadilan Negeri Sarolangun
Komplek Perkantoran Gunung
Kembang Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP 325/KPN.W5-U8/0T1.3/I11/2026
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TGL. EFEKTIF
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DISAHKAN OLEH

NAMA SOP

=Ty

ASI BERHASIL

DASAR HUKUM

KETERKAITAN

L.

2.

10.

11.

12,

13

14,

15,

16.

17,

Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) /
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986
tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan
Negara Bukan Pajak.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana terlah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan
keenam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 tahun 2019 tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara
Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022
tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1
tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di pengadilan
tingkat pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat)
Lingkungan Peradilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan
Melalui Surat Tercatat.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI  Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
363/KMA/SK/X11/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi
Perkara dan Persidangan Perdata, Perdata Agama, dan Tata
Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1060/DJU/SK.TI1.1/V1/2025 tentang Perubahan Keputusan
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
114/DJU/SK.HM1.1.1/1/2024 tentang Pembaruan Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

1. SOP Kepaniteraan Hukum
2. SOP Keuangan Perkara
3. SOP Minutasi

PERINGATAN/ CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan cepat tidak akan

berjalan dengan baik.

KUALIFIKASI PELAKSANA

Strata 3
Strata 2
Strata 1
SMU Sederajat

W N

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

Alat tulis kantor (ATK).
Komputer

Printer

Aplikasi SIPP

Aplikasi e-Court

Aplikasi Direktori Putusan
Dokumen pendukung

ball L e -

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

Register elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elekt

ronik yang diterbitka

oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

UGATANI BANTAHAN/
RA ELEKTRONIK (E-




18. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
486/DIUfHM.02.3/4/2021 Hal Pengawasan, Pengendalian,
Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.




PELAKSANA MUTU BAKU
NO | AKTIVITAS MEDIA PANI MAIJE KPN/ |PERSYARATAN/|WAKT KET
PANMUD MEJA II TOR KASIR TERA JS/ISP| PP ul?l :A WKPN PERLENGKAPAN| U OUTPUT
1 |Menerima - Berkas 1 | Checklist
Gugatan / Tidak Gugalﬁn/l Jam
Bantahan/ Bantahan,
Perlawanan C)"_ Perlawanan
melalui E-Court stlacaktl]':':lJ "
elektroni
- Checklist
2 [ Menelit - Berkas 1 |Berkas
kelengkapan b 4 Gugatan/ Jam | Permohenan
berkas perkara \ Bantahan/ lengkap
dan melakukan Perlawanan
validasi panjar secara
biaya perkara Ya Elﬁkh;z!g:
- Checkli
3 |Menerima dan -Buku ekspedisi 1 ! PNBPdisetor
menyetor penyetoran Jam | tepat waktu
Penerimaan v PNBP/Buku Tanda
Negara Bukan [_ _l Induk HHK terima
Pajak (PNBP) -Buku Jurnal penyetoran
Keuangan
Perkara
-Buku Kas Bantu
4 | Memberi Nemor -Berkas 1 |Perkarater-
Perkara pada Gugatan/ Jam | registrasi
SllPlcPt{ReEisser Ea;ltahan;’n
Elektronik dan h 4 erlawan:
Register Induk Ej secara
Elektronik elektronik
-Bukti
Pembayaran
secara
elektronik
- Checklist
5 [Mencatat hiaya -Berkas 1 |Biaya
perkara ke Gugatan/ Jam | perkara
dalam buku Bantahan/ tercatat
jurnal keuangan v Perlawanan pada Buku
dan SIPP Ej -Slip Setoran Jurnal
/Register Panjar Biaya Keuangan
Elektronik Perkara dari dan SIPP
Bank /Register
-Nomor perkara Elektronik
- SIPP /Register
Elektronik
6 |Mencatatdata -SIPP /Register 1 Data perkara
perkara pada L Elektronik Jam |tercatat
SIPP /Register EL:I -Berkas perkara ;Ialam stheIPP
Elektronik Register
Eleldronik
7 |Penetapan - SIPP /Register 3 |Penetapan
Penunjukan Yy Elektronik Hari (Penunjukan
Majelis Hakim I:j - ATK Majelis
melalui SIPP Hakim
{Register
Elektronik
8 | Penunjukan - SIPP /Register 3 | Penetapan
Panitera Elektronik Hari | Penunjukan
Pengganti \ - ATK Panitera
Jurusita I:j Pengganti
Pengganti dan
melalui SIPP Jurusita/
[Register Jurusita
Elektronik Pengganti
9 | Menyerahkan - Buku Ekspedisi 1 ([Tanda
berkas perkara L - Berkas Perkara | Jam |terima
ke Majelis Hakim - ATK berkas
10 [Menetapkan hari i - SIPP /Register 3 |Penetapan
sidang melalul Elektronik Hari | Hari Sidang
SIPP /Register - ATK Pertama
Elektronik
11 |Menerima - Berkas perkara 1 |Berkas
berkas perkara { - qznetapan hari | Jam |diterima
dari Majelis sidang
Hakim éan E:I - Buku Ekspedisi
menyampaikan - ATK
penetapan
kepada
Jurusita/JSp
untuk 4
memanggil Para
Pihak

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.




PELAKSANA | MUTU BAKU
NO | AKTIVITAS |PANMUD MEJAII| MEDIA | KASIR | PANI | Js/3sp| pp MAJE | KPN/ |PERSYARATAN/(WAKT| ouUTPUT | KET
: ToR TERA o | WKPN PERLENGKAPAN| U
12 [Menerima - SIPP /Register 7 | Pemanggilan
penetapan hari E j Elektronik Hari | elektronik
sidang, - e-Court sudah
Memanggil - Salinan terkirim.
Penggugat Gugatan Pemanggilan
melalui e- - Penetapan Hari manuzl
Summons, Sidang sudah
membuat dan - Relaas diterima
menyampaikan v panggilan oleh
relaas panggilan E j kepada Tergugat.
kepada Tergugat Terguqat
melalui surat melalui surat
tercatat tercatat
- ATK
13 |Mengunggah - Relaas 1 |Relaas
dan panggilanyang | Jam |panggilan
menyerahkan ] telah terunggah
;_elaas pa;nggilan E‘ F:| gz:!ankan ?sda_ sSbLPP
erguga - Resi egister
Kepada Penitera pengiriman Elektronik
Pengganti panggilan dan tanda
rmelalui surat terima
tercatat penyerahan
- Buku ekspedisi relaas
- SIPP /Register
Eleldronik
: - ATK
14 |Sidang pertama - Berkas Perkara [ 7 |Berita Acara | *1
v - SIPP /Register | hari |Sidang
Elektronik Pertama dan
- ATK Penunjukan
Mediator
15 | Pelaksanaan L 2 - SIPP /Register 31 |lLaporan
Mediasi E Tidak Elektronik hari | hasil mediasi
- ATK
16 |Majelis hakim - Berkas Perkara 2
mempelajari ¥ - Laporan hasil hari |Konsep
kesepakatan mediasi putusan
perdamaian < >_ - EIIP:t;’Rgﬁister perdamaian
exaoni
- e-Court
Ya - ATK
17 | Majelis hakim - SIPP /Register 1 |Penetapan
menetapkan hari v E!lt_aKktronik hari | hari bs:dang
sidan: - pembacaan
s Ej putusan
18 |Membuat dan - SIPP /Register 7 | -Pemanggila
meyampaikan Elektronik hari | nelektronik
relaas panggilan - e-Court sudah
kepada para EVZI - Penetapan Hari terkirim.
pihak melalui E- Sidang -Pemanggila
Court dan surat - ATK n melalui
tercatat serta surat
dicatat pada tercatat
SIPP /Register Zudah
Elektronik iterima
oleh pihak.
19 |Mengunggah - Relaas 1 |Relaas
dan panggilanyang | Jam |panggilan
menyerahkan telah terunggah
relaas panggilan h 4 dijalankan pada SIPP
Tergugat - SIPP /Register /Register
Kepada Penitera Elektronik Elekironik
Pengganti - Buku ekspedisi dan tanda
- ATK terima
penyerahan
relaas
20 |Sidang - Putusan 1 [-Putusan
pengucapan 4 - SIPP /Register | hari | sudah
putusan Ej Elektronik diucapkan
perdamaian - e-Court -Berita Acara
- ATK Sidang
21 |Penandatengana -Putusan yang 1 |Putusan
n Putusan Y belumditanda | Jam |yangsudah
secara manual tangani ditanda
oleh Majelis -SIPP /Register tangani oleh
Hakim dan f Elektronik Hakim
Panitera -e-Court secara
Pengganti -ATK manual

Dokumen inf telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektranik yang diterbitkan oleh Balai Seriifikasi Elektronik (BSE) BSSN.




I PELAKSANA MUTU BAKU
NO | AKTIVITAS |PANMUD MEJAII| MEDIA | KASIR | PANI |3s71sP| PP MAJE | KPN/ |PERSYARATAN/|WAKT| outpuT | KET
TOR TERA LSHA | WKPN PERLENGKAPAN| U
22 |Mengunggah - Putusan 1 |Tanggal,
tanggal, amar - SIPP /Register | hari [amar
putusandane- Elsktronik putusandan
doc putusan - Direktor e-doc
pada SIPP Putusan putusan
JRegister - ATK sudah
Elektronik terunggah
pada SIPP
/Register
Elektronik
dan Direktori
Putusan
23 |Naskah Putusan v -Naskah Putusan 1 [Putusan
diunggah ke e- E —y | Tidak SIPP /Register | Jam |sudah
Court — Elektronik terunggah di
-a-Court e-Court
- ATK
24 | Melakukan -Naskah Putusan 1 | Putusan
Verifikasi antara yang telah hari |telah
naskah Putusan terunggah terverifikasi
yang telah -Putusan yang
terunggah telah ditanda
dengan Putusan / tangani secara
yang telah manual
ditanda tangani Y -SIPP/Register
secara manual a Elektronik
oleh Panitera -e-Court
-ATK
25 |Menandatangani -Putusan yang 1 | Salinan
Salinan Putusan telah Jam |putusan
secara elekironk v terverifikasi telah
Ej -SIPP /Register ditandatang
Elektronik ani
-e-Court
-ATK
26 | Minutasi - Berkas Perkara | 14 |[Berkas
k 4 - SIPP /Register | Had |sudah
1 Elektronik terminutasi
- Checklist dengan baik
- ATK
27 [Menyerahkan - Berkas periara 3 |BA
berkas perkara - Checklist Har |penyerahan
yang sudah BHT kelengkapan ke Panmud
ke Panmud ( ) berkas Hukum
Hukum untuk - Buku ekspedisi
diarsipkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan serifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

*1

- Jika para pihak sudah lengkap

PENJELASAN PADA KOLOM KETERANGAN
- Dalam hal panggilan secara delegasi sidang pertama ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari, kecuali panggilan regatori,




NOMOR SOP 330/KPN. W5-U8/0T1 3/111/2026
TGL. PE&BUATAN e
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH
MAHKAMAH AGUNG R.I. M AN
Pengadilan Negeri Sarolangun y ‘% Novarind Manurung
Komplek Perkantoran Gunung NAMA SOP R LRIl cosNTAN RNTAANT
VANAN-—~! NIK (E-
Kembang Kabupaten Sarolangun COURT) — MEDIASI GAGAL
DASAR HUKUM KETERKAITAN
1. Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR )/
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg). 1. SOP Kepaniteraan Hukum

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan | 2. SOP Keuangan Perkara
Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir | 3. SOP Minutasi
dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 PERINGATAN/ CATATAN
tentang Peradilan Umum.

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan
Negara Bukan Pajak.

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan cepat tidak akan
berjalan dengan baik.

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. KUALIFIKASE PELAKSANA
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan | 1. Strata 3

dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana terlah diubah | 2. Strata 2

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung | 3. Stratal

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan | 4. SMU Sederajat

keenam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja PERALATAN/ PERLENGKAPAN
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. ; Qf;;ﬂ'tzl:anmr (ATK).

8. Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2019 3' Printer
tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan 4: Aplikasi SIPP
Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan 5. Aplikasi e-Court
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 6. Aplikasi Direktori Putusan
Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung 7: Dokumen pendukung

R.I Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan
Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi | Register elektronik
Pemerintahan.

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan.

11. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di pengadilan
tingkat pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat)
Lingkungan Peradilan.

12. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan
Melalui Surat Tercatat.

13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI  Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan.

15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi
Perkara dan Persidangan Perdata, Perdata Agama, dan Tata
Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik.

16. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Berada di Bawahnya.

17. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1060/DIU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
114/DJU/SK.HM1.1.1/1/2024 tentang Pembaruan Pedoman

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN
b - | b= b -~ \ }




Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

18. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
486/DIU/HM.02.3/4/2021 Hal: Pengawasan, Pengendalian,
Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balal Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN,




PELAKSANA MUTU BAKU
MAITE
NO | AKTIVITAS PAN MEDIA PANI KPN/ |PERSYARATAN/
MUD MEJADD TOR KASIR TERA 1S/ ISP PP L'[Ig hI:A WKPN PERLENGKAP. ANWAK‘I'L OUTPUT
1 | Menerima - Berkas 1 | Checklist
Gugatan / Gugatan/ Jam
Bantahan/ Tidak Bantahan/
Perlawanan ( )4 Perlawanan
melalui E-Court secara
elektronik

- Checklist

2 | Meneliti - Berkas 1 |Berkas
kelengkapan v Gugatan/ Jam |Permohonan
berkas perkara Bantahan/ lengkap
dan melakukan Perlawanan
validasi panjar secara
biaya perkara Ya elektronik

- Checklist

3 |Menerima dan | -Buku ekspedisi 1 [PNBP disetor
menyetor penyetoran Jam |[tepat waktu
Penerimaan v PNBP/Buku Tanda terima
Negara Bukan I_ _I Induk HHK penyetoran
Pajak (PNBP) -Buku Jurnal

Keuangan
Perkara

- Buku Kas
Bantu

4 [ Memberi Nomor -Berkas 1 |Perkarater-
Perkara pada Gugatan/ Jam |registrasi
SIPP/Register Bantahan/

Elektronik Perlawanan
secara
elektronik

-Bukt
Pembayaran
secara
elektronik

- Checklist

5 |Mencatat biaya -Berkas 1 |Biaya perkara
perkara ke Gugatan/ Jam |[tercatat pada
dalam buku L 4 Bantahan/ Buku Jurnal
jurnal kevangan E :I Perawanan Keuangan dan
dan -Slip Setoran SIPP
SIPP/Register Panjar Biaya.

Elektronik Perkara dari
Bank

-Nomeor perkara
-SIPP/Register
Elektronik

6 [Mencatatdata - SIPP/Register 1 |Data perkara
perkara pada y Elektronik Jam |tercatat dalam
SIPP/Register - Berkas perkara SIPP/Regisner
Elektronik Elektronik

7 | Penetapan - SIPP{Register 3 Penetapan
Penunjukan 4 Elektronik Hari |Penunjukan
Majelis Hakim - ATK Majelis Hakim
melalui
SIPP/Register
Elektronik

8 |Penunjukan - SIPP/Register 3 {Penetapan
Panitera h 4 Elektronik Har Penunjukan
Pengganti - ATK Panitera
Jurusita E :I Penggantidan
s s
melalui u
SIPP/Register Pengganti
Elektronik

9 | Menyerahkan + - Buku 1 |Tandaterima
berkas perkara Eksepedisi Hari |berkas
ke Majelis - E'?ll'(kas Perkara
Hakim Y -

10 |Menetapkan hari - SIPP/Register 1 | Penetapan
sidang melalui Elektronik Hari |Hari Sidang
SIPP/Register - R%r(kas Perkara Pertama
Elektronik -

11 [Menerima berkas - Berkasperkara | 1 |Berkas
perkara dari v - p%nelapan hari | Jam |diterima
Maijelis Hakim sidang
daﬁ] E:I - Buku Ekspedisi
menyampaikan - ATK
penetapan
kepada
Jurusita/JSP +
untuk memanggil
Para Pihak

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Batai Seriifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.




PELAKSANA | MUTU BAKU
MAIJE KET
NO | AKTIVITAS PAN MEDJIA PANI KPN/ PERSYARATANIWAKTL OUTPUT
mup |MEIAIL “yop | KASIR | yppa |7S/ISP| PP LohA | WKPN PERLENGKAPAN
i - SIPP/Register 7 | Pemanggilan
s M:ﬁ:;r;:n hari E j Elektronik Har | elektronik
IsJidang - e-Court sudah terkirim,
nagi - Salinan Pemanggilan
g:g;ﬂggltl Gugatan manual sudah
melalui e- - Penetapan Hari diterima oleh
Summons, gfgggg Tergugat.
m:nmyzl:r?;;zgn y panggilan
relaas panggilan I_ _I fl(_epagaat
kepada Tergugat mi:l]gl 3 -
tercatat
- ATK
13 |Mengunggah - Relaas 1 |Relaas
Relaas pada panggilanyang | Jam |panggilan
SIPP / Register telah terunggah
Elektronik dan dijalankan pada
menyerahkan L 2 - Resi SIPP/Register
relaas panggilan E :I pengiriman Elektronik dan
Tergugat panggilan tanda terima
Kepada Penitera melalui surat penyerahan
Pengganti tercatat relaas
- Buku ekspedisi
- SIPP/Register
Elektronik
- ATK
- - Berkas Perkara 7 |Berita Acara *1
14 |Sidang pertama | . ShfRegtar A i)
Elektronik Pertama dan
E'j - ATK Penunjukan
Mediator
- SIPP/Register 31 |Laporanhasil | *2
B eeanaan Yy Elektronik hari | mediasi gagal
Mediasi E|:I ATk
jelis haki - SIPP/Register 1 Pen_e@pan
16 m?:eltsap?(arl;n k 4 Elektronik hari har_l sidang
hari sidang l I - ATK lanjutan
d - SIPP/Register 7 |-Pemanggilan
v mz;na':rt:;;ik:: Elektronik hari | elekironik
relaas panggilan ¥ - e-Court sudah
kepada para E:I - Penetapan Hari terkirim,

i i E- Sidang - Pemanggilan
pihak melalui E |
Court dan - ATK ;I:;[;l:‘a
dicatat pada udal
SIPP/Register g:_tr:lt;rllcma oleh
Elektronik .

18 |Mengunggah - Relaas 1 |Relzas
dan panggilanyang | Jam |panggilan
telah terunggah
gzr;y;e;:;zri}an Y dijalankan pada SIPP dan
Tergugat Ej - SIPP/Register tanda terima
Kepada Penitera Elektronik penyerahan
Pengganti - E_Lalzu ekspedist relaas
19 |Persidangan -BerkasPerkara| 5§ |- Court 3]
setelah mediasi - Laporan hasil Bula | calendar
gagal + mediasi n sudah di
- SIPP/Register (130 | tandatangan
Ej Elektronik hari) |- Persetujuan
- eCourt elitigasi
- ATK - Berita Acara
Sidang
-Putusan yang 1 |[Putusanyang
% Ee;s:udszt:ngana belumditanda | Jam |sudahditanda
secara manual Y tangani tangani oleh
oleh Majelis -SIPP/Register Hakim secara
i Elektronik manual
Hakim dan
Panitera -e-Court
e -ﬁl—skah Putusan 1 }Putusansudah
21 [Naskah Putusan P - utusan
dii-;ggah ke e- . Tidak -SIPP/Register Jam |terunggah di
Court Elektronik e-Court
-e-Court
- ATK
A 4

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan cleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN,




PELAKSANA ! MUTU BAKU
MAJE
NO | AKTIVITAS PAN MEDIA PANI KPN/ |PERSYARATAN/
MUD MEJA II TOR KASIR TERA Js/isp| PP LIKSI :A WKPN [PERLENGKAPAN WAKTU OUTPUT
22 | Melakukan -Naskah Putusan 1 | Putusantelah
Verifikasi antara terunggah Jam |terverifikas
naskah Putusan -Putusan yang
terunggah ditanda tangani
dengan Putusan secara manual
yang telah -SIPP/Register
ditanda tangani Elektronik
secara manual / -e-Court
oleh Hakim dan -ATK
Panitera Ya
Pengganti
23 |Menandatangani -Putusan yang 1 |Salinan
Salinan Putusan telah Jam | putusan telah
secara 4 terverifikasi ditandatangani
elektronik dan E j -SIPP/Register dan terkirim
mengirimkan Elektronik kepada para
kepada para -e-Court pihak
pihak secara - ATK
elektronik
24 |Mengunggah -Putuszn 1 |Tanggal
tanggal, amar -SIPP/Register Jam | putusan, amar
putusan dan e- y Elektronik putusan dan
doc putusan Ij] -e-Court e-doc putusan
pada -ATK terunggah
SIPP/Register pada
Elektronik SIPP/Register
Elektronik
25 | Minutasi -Berkas Perkara 14 |Semuadata
h 4 -SIPP/Register hari | pada kolom
Elektronik SIPP/Register
-Checklist Elektronik
-ATK sudah tercatat
26 | Menyerahkan -Berkas perkara 3 |BA
berkas perkara v -Checklist hari | penyerahanke
yang sudah BHT D kelengkapan Panmud
ke Panmud berkas Hukum
Hukum untuk -Buku ekspadisi
diarsipkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Eiektronik (BSrE) BSSN.

PENJELASAN PADA KOLOM KETERANGAN

*1
*2

- Jika ada kemungkinan mediasi dapat dicapai maka waktu dapat diperpanjang paling lama 15 (lima belas) hari

*3

- Pelaksanaan persidangan 5 (lima) Bulan setelah mediasi gagal

- Persidangan dilakukan sesuai dengan ketentuan persidangan secara elektronik

Dalam hal panggilan secara delegasi sidang pertama ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari, kecuali panggitan regatori.
- Mediasi tidak wajib dilaksanakan terhadap perkara-perkara yang ditentukan ofeh Undang-Undang




MAHKAMAH AGUNG R.1.
Pengadilan Negeri Sarolangun
Komplek Perkantoran Gunung

Kembang Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP

TGL. PEMBUATAN

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

nurung

NAMA SOP PENYE ~_/PERKARA GUGATAN
ELEKTRONIK (E-COURT)

DASAR HUKUM

KETERKAITAN

10.

11

12.

13.

14,

15

16.

17.

Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) /
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan
Negara Bukan Pajak.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian
Gugatan Sederhana.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan
keenam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Perubahan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun
2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan
Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2019 Tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara
Elektronik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan
Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat)
Lingkungan Peradilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan
Melalui Surat Tercatat.

Keputusan Ketua ~Mahkamah Agung RI  Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
363/KMA/SK/XI1/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi
Perkara Dan Persidangan Perdata, Perdata Agama, dan Tata
Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional

1. SOP Kepaniteraan Hukum
2. SOP Keuangan Perkara
3. SOP Minutasi

PERINGATAN/ CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan cepat tidak akan
berjalan dengan baik.

KUALIFIKASI PELAKSANA

Strata 3
Strata 2
Strata 1
SMU Sederajat

okl ol

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

Alat tulis kantor (ATK)
Komputer

Printer

Aplikasi SIPP

Aplikasi e-Court
Dokumen pendukung

SOnNhwWwhE

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

Register elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat ele
g ] g

ktronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN




Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Berada Dibawahnya.

18. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1060/DIU/SK.TI1.1/V1/2025 tentang Perubahan Keputusan
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
114/D3UfSK.HM1.1.1/1/2024 tentang Pembaruan Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada
Pengadilan Tirggi dan Pengadilan Negeri.

19. Surat Direktur Jenderal Badan Peradian Umum Nomor
486/DIU/HM.02.3/4/2021 Hal Pengawasan, Pengendalian,
Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikal elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Eiektronik (BSrE) BSSN.




PELAKSANA

MUTU BAKU

memanggil Para
Pihak

NO | AKTIVITAS | PAN PANI KPN/ | PERSYARATAN/ KET
MUD MEJALI | KASIR TERA Js/ 1sp PP HAKIM WKPN PERLENGKAPAN WAKTU| OUTRUT
1 |Menerima -Berkas Gugatan 1 | Checklist
Gugatan | Tidak Sederhana secara Jam
Sederhana G elektronik
melalui e-Court -Checklist

2 i Melakukan -Berkas Gugatan 1 |Berkas
verifikasi 4 Sederhana secara Jam |Gugatan
kelengkapan dan \ elektronik Sederhana
persyaraten -Checklist lengkap
berkas perkara

3 [Mengeluarkan -e-Court 1 |SKUM
SKUM elektronik -SIFP/Registar Jam |elektronik

Elektronik

4 | Menerima -Buku ekspedisi 1 | PNBP disetor
panjar biaya penyetoran Jam |tepat waktu
perkara dan JF PNBP/Buku Induk Tanda terima
menyetor I::I HHK penyetoran
Penerimaan -Buku Jurnal Keuangan
Negara Bukan Perkara
Pajak (PNBP) -Buku Kas Bantu

5 |Mengunggah -Berkas Permohonan 1 iBiaya perkara
biaya perkara ke -Slip Setoran Panjar Jam |tercatat pada
dalarn buku v Biaya Perkara dari Buku Jurnal
jurnal keuangan Bank Keuangan
elektronik dan -Nomor perkara
mencatat pada -SIPP/Register
buku jurnal Elektronik
keuangan
perkara

6 | Memberi Nomar -SIPP/Register 1 |Data perkara
Perkara pada y Elekironlk Jam |tercatatdalam
SIPP/Register -Berkas perkara register
Elektronik perkara

7 |Penetapan -SIPP/Register 1 | Penetapan
Hakim Tunggal y Elekironik Hari | Hakim Tunggal
melalui -ATK
SIPP/Register
Elektronik

8 | Penunjukan: -SIPP/Register 1 | Penetapan
Panitera Elektronik Hari |Penunjukan
Penggant -ATK Panitera
Jurusia h 4 Pengganti dan
Penggant Jurusitaf
melalui Jurusita
SIPP/Register Pengganti
Elektronik

9 | Menyerahkan -Berkas Perkara 1 | Tandaterima
berkas perkara y -ATK hari | berkas
ke Hakim I '

10 |Melakukan -SIFP/Register 1 |Jika perkara *1
Pemeriksaan Elektronik Hari |tidak
Pendahuluan + -Berkas Perkara memenuhi

E j -ATK syarat maka
dibuatkan
Penetapan
tidak
memenuhi
syarat

11 |Penetapan tidak -Berkas Perkara 1 |Penetapan *2
memenuhi Y -Bukti Awal Hari |tidak
syarat untuk Tidak / memenuhi
diajukan melalui \ syarat
Gugatan
Sederhana Ya

12 | Menetapkan hari v -SIPP/Register 1 |Penetapan *3
sidang melalui Elektronik Hari | Hari Sidang
SIPP/Register I:|] -ATK Pertama
Elektronik

13 {Menerima berkas -Berkas perkara 1 |[Berkas
perkara dari Y -penetapan har sidang ; Jam | diterima
Hakim dan E -ATK
menyampaikan -Ekspedisi
penetapan
kepada 15/15P
untuk

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektranik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.




PELAKSANA MUTU BAKU KET

NO| AKTIVITAS | PAN yesam| kasi Tenn |Jsr3spl pp | makm | KPN/ 1 PERCKARATAN/ - yacru|  outeur

14 | Memanggil - SIPP/Register 3 | Permanggilan
Penggugat ? Elektronik hari | elekironik
melalui e- - e-Court sudah terkirim,
Summons, - Salinan Gugatan Pemanggilan
membuat dan Sederhana manual sudah
menyampaikan - Penetapan Hari diterima oleh
relaas panggilan . tl Sidang Tergugat.
kepada Tergugat| E - Relaas panggilan

kepada Tergugat
melalui surat tercatat
- ATK

15 |Mengeluarkan -Surat Tugas 1 |Tandaterima
biaya -Konsep relaas Jam | biaya
pemanggilan pemberitahuan panggilan
dan -Buku Jurnal keuangan
o * S PhiRegister

alam -
SIPP/Register l— _I Elekironik
Elektronik serta -ATK
mencatat pada
buku jurnal
keuangan

16 Mengugnggah -SIPP/Register 1 |Relaas
relaas Elektronik Jam | panggilan
panggilan \ 4 -Relaas Eanggilan yang terunggah
Tergugat dan I:j telah dualan[@.n pada SIPP dan
menyerahkan -Buku ekspedist tanda terima
kepada -ATK penyerahan
Panitera relaas
Pengganti

17 Perggangan 14 }-Persetujuan *4

-Berkas Perkara Hari | berperkara
-SIPP/Register secara
Elekironik elektronik
¥ -e-Court -Court
I: j -ATK Callendar
-Berita Acara
Sidang
-Putusan
sudah di
ucapkan
secara
elektronik

18 |Penandatangana -Putusan yang belum 1 [Putusanyang
n Putusan secara v di tanda tangani Jam |sudahditanda
manual cleh -SIPP/Register tangani oleh
Hakim dan Elj Elektronik Hakim secara
Panitera -i_l'_clé)llft manua
Pengganti -

19 Men%%nggah -Putusan 1 |Tanggal
tanggal, amar -SIPP/Register Jam | putusan, amar
putusan dan e- A 4 Elektronik putusan serta
do; putusan I: :I -i:ﬁéiurt ;’tcijt:r:] putusan
pada -

SIPP/Register :Je;arg anggah
Flekcronik SIPP/Register
Elektronik

20 |Mengunggah -Naskah Putusan 1 |e-docputusan
naskah putusan ¥ | Tidek —i-_[%urt Jam |sudah ter
pada aplikasie- - ung.gar] pada
Court églll:tam e-

u

21 [Melakukan -Naskah Putusan 1 |Putusantelah
Verifikasi antara terunggah jam |terverifikasi
naskah Putusan v -Putusan yang ditanda
terunggah \ tangani secara
g el STPP/Regster

a
g?tg%z tangani Elektronik e-Court
secara manual -ATK
oleh Hakim dan
Panitera Ya
Pengganti

22 Men%g;ldamngani | 2 -Putusan yang telah 1 |Salinan
Salinan Putusan E j terverifikasi jam | putusan telah
secara elektronik| -SIPP/Register ditanda
dan Elektronik tangani dan
mengirimkan -e-Court terkirim
kepada para -ATK kepada para
pihak secara h 4 pihak
elektronik [ ]

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Seriifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.




] PELAKSANA MUTU BAKU KET
NO AKTIVITAS PAN PANI KPN/ PERSYARATAN/
MUD MEJAII| KASIR TERA Js/ Isp PP HAKIM WKPN PERLENGKAPAN WAKTU OUTPUT
23 | Minutasi -Berkas Perkara 10 | Berkas sudah
-SIPP/Register hari |terminutasi
y Elektronik dengan baik
[:3 -Checklist
-ATK
24 | Mengarsipkan v -Berkas perkara 3  |Berkasperkara
berkas perkara D -Checklist kelengkapan | hari |elektronik dan
pada Panmud berkas Putusan
Hukum manual

PENJELASAN PADA KOLOM KETERANGAN

*1  Nilai Gugatan maksimum Rp.500.000.000,- {lima ratus juta rupiah), Para Pihak berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama, bukan sengketa hak atas tanah
*2 Jika tidak memenuhi syarat maka berkas dikembalikan dengan Penetapan dan berkas diminutasi

*3 lika memenuhi syarat maka Hakirn menetapkan hari sidang

*4 25 (dua puluh lima) hari sejak sidang pertama sampai dengan minutasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan serfifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.




Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum.

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

4, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan
Negara Bukan Pajak.

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Perubahan keenam Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan.

9. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014
tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama
dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008
tentang Pemungutan Biaya Perkara.

11, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI  Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan

13. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Berada Dibawahnya.

14, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1060/DJU/SK.TI1.1/V1/2025 tentang Perubahan Keputusan
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
114/DJU/SK.HM1.1.1/1/2024 tentang Pembaruan Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

15. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
613/DJU/PS.01/6/2020 Hal Pedoman Kepatuhan
Pemberitahuan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara.

NOMOR SOP 332/KPN.W5-U8/OT1.3/111/2026
TGL. PEMBUATAN | 12 Desernber 2018
TGL. REVISI 6 Februiari 2026 .
TGL. EFEKTIF 31 Maret 2026 2\
DISAHKAN OLEH = 4
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Pengadilan Negeri Sarolangun
NAMA SOP
Komplek Perkantoran Gunung
Kembang Kabupaten Sarolangun
DASAR HUKUM KETERKAITAN
1. Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) /
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan | PERINGATAN/ CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan cepat tidak akan
berjalan dengan baik.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1, Strata2
2. Stratal
3. SMU Sederajat

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

Alat tulis kantor (ATK).
Komputer

Printer

Aplikasi SIPP
Dokumen pendukung

LR B

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

1. Aplikasi SIPP
2. Jurnal Keuangan Perkara

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Batai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS PERSYARATAN/ KET
KASIR PANMUD | PANITERA PTSP PERLENGKAPAN WAKTU OUTPUT
Pemberitahuan Tidak Aplikasi SIPP
1 |pengembalian sisa panjar D_ Buku Jurnal 1Jam |Laporan *1
perkara ATK
Meneliti jurnal keuangan gﬁﬂha;d:’lgp E:rr;l?;t;ﬂuan
2 perkara o Perincian biaya 1 Jam pengembalian sisa
perkara :
panjar
—
Membuat konsep surat Nominal sisa panjar
3 | pemberitahuan sisa panjar perkara 1 Jam Kolr:lsg i:;]rzﬁta n
perkara ATK pe
Menandatangani surat A Kgr':]stfgrizliﬁtan cisa Surat pemberitahuan
4 |pemberitahuan sisa panjar pan'ar 1Jam |sisa panjar perkara
perkara E\TK] sudah di tandatangan
Mengirimkan surat y :.llj.lléu ekspedisi Resi pengiriman
5 | pemberitahuan sisa panjar 1 Jam |Buktipengiriman
perkara secara elektronik
1 Surat pemberitahuan
Menyerahkan/ fj sisa panjar perkara Kwitansi
6 | membayarkan sisa panjar KTP 1Jam |pengembalian sisa
perkara Surat kuasa (jika ada) panjar perkara
SIPP
. Jurnal Keuangan Sudah tercatat pada
7 |Pencatatan pengembalian | ——] periara 1 3am | SIPP dan Jural
panjarp ATK Keuangan Perkara
Kwitansi
N Dokumen
Pengarsipan dokumen pgg'ga?-mgi;[::;s;st:u pengembalian atau
8 | pengembalian sisa panjar ( ) pariar p 1Jam |Bukt setor ke Kas
Bukti penyetoran ke
perkara Kas Neqara Negara sudah
g diarsipkan

PENJELASAN PADA KOLOM KETERANGAN
*1 Maksimal 5 hari setelah minutasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Batai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.




%

NOMOR SOP

333/KPN.W5-U8/0T1.3/111/2026

TGL. PEMBUATAN

12 Desembér

Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung.

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum.

5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan

Negara Bukan Pajak.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2025 tentang
Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor
7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.

9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara
Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1
Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan Secara Elektronik.

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan.

12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI  Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

P

13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/I1/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi
Perkara dan Persidangan Perdata, Perdata Agama, dan Tata
Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik.

15. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Berada Dibawahnya.

16. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
114/DJU/SK.HM1.1.1/1/2024 tentang Pembaruan Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
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DASAR HUKUM KETERKAITAN
1. Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR )/ Rechtsreglement | SOP Kepaniteraan Perdata
voor de Buitengewesten (Rbg).
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan PERINGATAN/ CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan cepat tidak akan
berjalan dengan baik.

KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Strata3

2. Strata2

3. Stratal
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Aplikasi SIPP

Aplikasi e-Court
Dokumen pendukung

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN
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Aplikasi SIPP

Aplikasi e-Court

Buku Register Induk Perkara Gugatan
Buku Register Banding

Buku Jurnal Keuangan Perkara

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat e

ektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS PERSYARATAN/
MEJA III KASIR Js/ Isp PANMUD |PANITERA PERLENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1 |Menerima - Permohonan 13am |Permohonan
permohonan upaya D - SIPP/Register banding secara
hukum banding Elektronik elektronik
- eCourt
- Checklist
2 [Memeriksa \ 4 - eCourt 1Jam |Permohonan
pembayaran e Tidak - Bukti pembayaran banding sudah
permohonan I:I——l Bank dibayar
banding
3 |Meneliti Y - SIPP/Register 1Jam |Permohonan
permohonan Elektronik banding secara
banding - e-Court elektronik lengkap
- Checklist
Ya
4 |Menerima dan - Buku ekspedisi 1Jam |- PNBPdisetortepat
menyetor PNBP v penyetoran PNBP/ waktu
Buku Induk HHK - Tandaterima
E:I - Buku Jurnal Keuangan penyetoran
Perkara
- Buku Kas Bantu
5 | Melakukan registrasi - Berkas Gugatan/ 1Jam |- Data perkara
pada aplikast Bantahan/ Perlawanan tersimpan pada
SIPP/Register 4 - Bukti pembayaran SIPP/Register
Elektronik serta |::| - SIPP/Register Elektronik
mencatat ke Buku Elektronik - Biaya perkara
Jurnal Keuangan tercatat pada Buku
Jurnal Keuangan
6 |Melakukan - SIPP/Register 2 Jam |Data perkara sudah
pencocokan data Elektronik sesuai antara SIPP
permohonan Ej - e-Court dan e-Court
banding antara - Berkas perkara
SIPP/Register
Elektronik dan e-
Court serta
7 |Membuat konsep - SIPP{Register 2Jam |Konsep akta
akta permohonan h 4 Tidak Elektranik permohonan
banding [ Je - ATK banding
8 | Meneliti dan , - Konsep akta 1Jam |Konsep Akta
memberi paraf pernohonan banding permohonan
konsep akta >— - ATK banding sudah
permohonan diparaf
banding Ya
9 |Menandatangani - Konsep akta 2 Jam |- Akta permohcnan
akta permohonan permohonan banding banding
banding dan L 2 vang sudah di paraf - Softcopy akta
melakukan unggah - e-Court permgohonan
pada aplikasi e- - ATK banding sudah di
Court unggah ke aplikasi
e-Court
10 |Mencatat tanggal - SIPP/Register 2 Jam |Tanggal
permohonan v Elektronik permohonan
banding pada - e<Court banding sudah
aplikasi EIZI - ATK tercatat pada
SIPP/Register SIPP/Register
Elektronik Elektronik
11 | Melakukan - e-Court 2 Hari | Pemberitahuan
pemberitahuan - SIPP/Register banding sudah
banding secara Elektronik dilakukan secara
elektronik kepada elektronik
Terbanding
12 |- Menyetor PNBP - Buku ekspedisi 1 Jam |- PNBP disetor tepat
- Mencatat PNBP penyetoran PNBP/ waktu
pada , Buku Induk HHX - Tandaterima
SIPP/Register Ij - Buku Jurnal Keuangan penyetoran
Elektronik dan Perkara - PNBP sudah
pada Buku Jurnal - Buku Kas Bantu tercatat
Keuangan - SIPP/Register
Elektronik
13 |Penyerahan memori - Memori Banding 7 Hari | Memori Banding
banding oleh - E-Court sudah diserahkan
Pembanding (jika
ada)
|
14 | Memverifikasi - e-Court 1 Hari |Memori banding
memeoti banding - SIPP{Register sudah diverifikasi
yang diajukan oleh Elektronik (bila ada)
Pembanding (bila L
ada) ‘U

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balal Sertifikasi Elektronik (BSiE) BSSN.




PELAKSANA MUTU BAKU
NO{ AKTIVITAS | mpsamr | kask | 3s73sP | PANMUD {PANITERA PERENGKADAN | WAKTU ouTPUT
15 | Pemberitahuan - Memori banding 2 Hari | Memori banding
Memori Banding - E-Court sudah diberitahukan
kepada Terbanding

16 |- Menyetor PNBP -~ - Buku ekspedisi 1Jam |- PNBP disetor tepat

relaas penyetoran PNBP/ waktu
pemberitahuan Buku Induk HHK - Tandaterima
memori banding E j - Buku Jurnal Keuangan penyetoran

- MencatatPNBP Perkara - PNBP sudah
pada SIPP dan - Buku Kas Bantu tercatat
pada Buku Jurnal - SIPP/Register
Keuangan (jika Elektronik
ada)

17 | Penyerahan Kontra - Kontra memori 7 Hari Kentra Memori
Memori Banding 4 banding Banding sudah
{jika ada) I:Ij - E-Court diserahkan

18 | Memwverifikasi - e-Court 1 hati | Kontra memori
kontra memori v - SIPP/Register banding sudah
banding yang Elektronik diverifikasi (bila ada)
diajukan oleh Elj
Terbanding (bila
ada)

19 | Pemberitahuan v - Kontra memori 2 Hari | Kontra Memori
Kontra memori banding banding sudah
banding I:] - E-Court diberitahukan

kepada Pembanding

20 |- Menyetor PNBP - Buku ekspedisi 1Jam (- PNBP disetor tepat

relaas penyetoran PNBP/ waktu
pemberitahuan Buku Induk HHK - Tanda terima
kontra memori v - Buku Jurnal Kevangan penyetoran PNBP
banding Perkara sudah tercatat

- Mencatat PNBP Ej - Buku Kas Bantu
pada SIPP dan - SIPP/Register
Buku Jurnal Elektronik
Keuangan (jika
ada)

21 | Mengunggah - Berkas perkara 2 hari |Bundel AdanB
Bundel Adan B h 4 - e-Court sudah terunggah
yang belum - ATK pada aplikasi e-
terunggah pada Court
aplikasi e-Court

22 | Memverifikasi ¥ - Berkas perkara 2jam |BundelAdanB

BundelAdanB EIZI - e-Court sudah diverifikasi

23 | Pemberitahuan v - e-Court 1Jam |Pemberitahuan

Inzage kepada para - SIPP/Register pelaksanaan inzage
pihak secara |:|:| Elektronik sudah dilaksanakan
elektronik secara elektronik

24 |- Menyetor PNBP d - Buku ekspedisi 1Jam |- PNBP disetor tepat

Pemberitahuan penyetoran PNBR/ waktu
Inzage Kepada <+ Buku Induk HHK - Tanda terima
Pembanding dan - Buku Jurnal Keuangan penyetoran
Terbanding Ej Perkara - PNBP sudah
- Mencatat PNBP - Buku Kas Bantu terunggah dan
pada SIPP dan - SIPP/Register tercatat
pada Buku Jurnal Elektronik
Keuangan
25 | Pelaksanaan dan v e-Court 3 hari | Verifikasi
verifikasi Inzage pelaksanaah Inzage
yang dilakukan oleh E;I sudah dilaksanakan
Pihak
26 | Mengirimkan biaya r - e-Court 1Jam |Biaya banding sudah
banding ke —I - Virtual account terkirim ke
Pengadilan Tingagi Pengadilan Tinggi
27 | Mencatat biaya - SIPP{Register 1Jam |Biaya banding sudah
banding pada Elektronik tercatat
SIPP/Register - Buku Jurnal Kevangan
Elektronik dan Buku - ATK
Jurnal keuangan
28 | Melakukan - eCourt 1Jam |Berkas banding
pengiriman berkas - SIPP/Register sudah terkirim
banding secara Elektronik secara elektronik ke
elektronik ke Pengadilan Tinggi
Pengadilan Tinggi +

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan seriifikat etektronik yang diterbitkan cleh Balai Sertifikasi Elekironik (BSrE} BSSN,




PELAKSANA MUTU BAKU
NO| AKTIVITAS | yparmm | KASIR | J5/3SP | PANMUD |PANITERA PERSYARATAN | wakTU output | KET
29 [Pemberitahuan - e-Court 2 Jam |Pemberitahuan
Putusan Banding - SIPP/Reqgister Putusan Banding
secara elektronik Elektronik sudah dilaksanakan
kepada para pihak
31 |- Menyetor PNBP ' - Buku ekspedisi 13Jam |- PNBP disetor tepat
| Pemberitahuan penyetoran PNBP/ waktu :
Putusan Banding A 4 Buku Induk HHK - Tandaterima
- Mencatat PNBP E] - Buku Jurnal Keuangan penyetoran
pada SIPP dan Perkara - PNBP sudzh
Buku Jurnal - Buku Kas Bantu tercatat
Keuangan - SIPIEEeregister
Elekironik
31 [Mengunduh - Salinan Putusan 1Jam |Hardcopy berkas
dokumen elektronik v Banding perkara
menjadi backup - eCourt
data dan disatukan I:j - ATK
dengan berkas
perkara
32 |Menyerahkan berkas - Berkas perkara 3 Hari |BA penyerahan
perkara yang sudah v - Checkdist kelengkapan berkas parkara ke
BHT ke Panitera ( ) berkas perkara Panitera Muda
Muda Hukum untuk - Buku ekspedisi Hukum
diarsipkan

Dakumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Baiai Sertifikasi Elektronik {BSrE) BSSN.




MAHKAMAH AGUNG R.I.

Pengadilan Negeri Sarolangun
Komplek Perkantoran Gunung
Kembang Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP 334/KPN.W5-U8/OT1.3/111/2026
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TGL. EFEKTIF 31 parey

NAMA SOP PE \“PERDATA  PENINJAUAN KEMBALI
DEN "ALASAN KEKELIRUAN/ KEKHILAFAN
TAPADA PENGADILAN NEGERI

DASAR HUKUM

KETERKAITAN

1.

2

10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) /
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986
tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan
Negara Bukan Pajak.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai,
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2025 tentang
Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor
7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara
Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomro 7 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1
tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan
Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara
Elektronik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan.

Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 14 Tahun 2010
tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan
Permohonan Kasasi/Kasasi sebagaimana telah diubah dengan
Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun
2014 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I
Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai
Kelengkapan Permohonan Kasasi/Kasasi.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan
Melalui Surat Tercatat.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI  Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi
Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding,
Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
363/KMA/SK/XI1/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi
Perkara dan Persidangan Perdata, Perdata Agama, dan Tata
Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis
Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan

1. SOP Kepaniteraan Perdata
2. SOP Pengembalian Sisa Panjar

PERINGATAN/ CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakanmaka pengiriman berkas peninjauan
kembali akan terlambat.

KUALIFIKASI PELAKSANA

Strata 3
Strata 2
Strata 1
SMU Sederajat
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Alat tulis kantor (ATK).
Komputer

Printer

Aplikasi SIPP/Register Elektronik
Dokumen pendukung

b WhNo =

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

Register Induk Perkara Perdata Peninjauan Kembali

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat ele

kironik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN




Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara
Elektronik

18. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomeor 002 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Berada di Bawahnya. _

19. Keputusan Direkiur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1692/DIU/SK/PS.00/12/2G20 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi
dan Pengadilan Negeri

20. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1060/DIU/SK.TI1.1/V1/2025 tentang Perubahan Keputusan
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
114/DJU/SK,HM1,1.1/1/2024 tentang Pembaruan Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri,

21. Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
712/PAN/HK1.2.3/1V/2024 Tanggal 23 April 2024 Perihal
Pemberlaekuan Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan
Peninjauan Kembali Secara Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan cleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE} BSSN.




PELAKSANA MUTU BAKU
NO|  AKTIVITAS PSP | MEJALIL | KASIR | JURUSITA |PANMUD | PANITERA :::EEEYN’&RK‘:;‘:':" WAKTU|  ouTPUT KET
1 |Mengajukan - Permohonan PK 1 | PemohonanPK
Permohonan PK, - Memori PK dan Jam |dan Memori PK
Menerima Memori Tidak Softcopy Memori PK diterima
;K dan ic;(ftcopy ( _J\ - A'II1'K q
emori - Checklist
- Relaas
pemberitahuan
putusan
- Surat Kuasa Khusus
bila ada
2 |Meneliti - Memor] PK dan 1 | Tenggang waktu
persyaratan dan Softcopy MemoriPK | Jam |terpenuhi
tenggang waktu Y - ATK
permohonan PK N\ - Checklist berkas yang
telah diparaf
- Relaas
Ya pemberitahuan
putusan
- Surat Kuasa
3 |Menghitung panjar - SK Panjar Biaya 1 [SKUM Biaya
biaya perkara PK E"j Perkara Jam | permohonan PK
- Berkas permchonan
PK
- ATK
4 |Menerima slip - ATK 1 | Panjar biaya
setoran, mencatat - Jurnal Keuangan Jam | perkaratercatat
pada buku jurnal v - Buku Kas Bantu pada Aplikasi
keuangan dan E:I - SIPP/Register SIPP/Register
mengunggah ke Elektronik Elektronik dan
gIIPgReg:S'CEF Buku Jurnal
ektroni Keuangan serta
Buku Kas Bantu
5 | menyetor PNBP - Buku ekspedisi 1 |- PNBPdisetor
+ penyetaran PNBP/ Jam | tepatwaktu
Ej Buku Induk HHK - Tandaterima
- Buku Jurnal penyetoran
Keuangan Perkara
- Buku Kas Bantu
6 [Mengunggah i - 5IPP/Reqister 1 [Permohonan PK
permohonan PK ke E :I El?Kktronik Jam |tercatat pada
SIPP/Register - SIPP/Register
Elektronik Elektronik
7 |Membuatkonsep - SIPP/Register 1 [Konsep Akta
Akta Permohonan + Elektronik Jam |Permohonan PK
PK dan Akta E:l - Bukti Setoran Bank dan Konsep Akta
Penerimaan dan SKUM Penerimaan
Memori PK - Berkas permohonan Memori PK
PK
8 |[Menandatangani - Akta Permohonan PK |1 [ Akta Permohonan
Akta Permchanan - Akta Penerimaan Jam |PKdan Akta
PK dan Akta h 4 Memori PK Penetimaan
Penerimaan E:‘ - ATK Memori PK
Memori PK yang
telah diparaf
Panmud Perdata
9 [Mengeluarkan - Surat Tugas 1 |Tandaterima
biaya - Relaas Jam | biaya Relaas
pemberitahuan dan pemberitahuan dan pemberitahuan
penyerahan v penyerahan memori dan penyerahan
memeri PK, E j PK yang belum memori PK
mencatat dalam dijalankan
SIPP/Register -AIK
Elektronik dalam - SIPP/Register
Coomk,
euangan -
keuangan
10 |Menugaskan - Pernyataan PK 1 |[SuratTugas *1
Jurusita/Jurusita - Memori PK Jam
Pengganti untuk 4+ | SIPP/Register
melaksanakan I: :I Elektronik
pemberitahuan dan - ATK
penyerahan
memori PK
11 | Pemberitahuan dan h 4 - Relaas 1 [Relaas *2
penyerahan |_ J pemberitahuan dan Hari |pemberitahuan
memori PK kepada penyerahan memor dan penyerahan
Termohon PK PK yang belum memaori PK telah
dijalankan dijalankan
- ATK
h 4

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan cleh Batai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.




PELAKSANA MUTU BAKU
NO| AKTIVITAS | prp | MEJATII | KASIR |JURUSITA | PANMUD |PANITERA PEnYARATAN  |waktu|  ouTPUT KET
12 |Menyetor PNBP - Buku ekspedisi 1 |- PNBPdisetor
Relaas penyetoran PNBP/ Jam | tepatwaktu
pemberitahuan Buku Induk HHK - Tanda terima
penyerahan - Buku Jumal penyetoran
Memori PK Keuangan Perkara - PNBP sudah
Mencatat PNBP - Buku Kas Bantu tercatat
pada SIPP/Register - SIPP/Register
Elektronik dan Elektronik
pada Buku Jurnal
Keuangan
13 |Mengunggah - Relaas 1 |Tanggal
tanggal pemberitahuan dan Jam | pemberitahuan
pemberitahuan dan v penyerahan memori dan penyerahan
mengunggah PK Memori PK
relaas penyerahan EZI - SIPP/Register terunggah dalam
Memori PK ke Elektronik SIPP/Register
SIPP/Register - ATK Elektronik
Elekironik
14 |Menerima Kontra ¥ Kontra Memori PK dan 1 | KentraMemori PK
Memori PK (bila - Softcopy Kontra Jam | dan Softcopy
ada) Memori PK Kontra Memori PK
—
15 |Membuat konsep - Berkas Perkara 1 [Konsep Akta
Akta Penerimaan - SIPP/Register Jam | Penerimaan Konira
Kontra Memori PK Elektronik Memori PK
B - ATK
16 |Menandatangani Akta Penerimaan 1 | Akta Penerimaan *3
Akta Penerimaan < Kontra Memori PK Jam | Kontra Memori PK
Kentra Memori PK
dan Kontra Memori Ej
PK yang telah
diparaf Panmud
Perdata
17 |Menyetor PNBP - Buku ekspedisi 1 |- PNBPdisetor
relaas penyetoran PNBP/ Jam tepat waktu
pemberitahuan \ 4 Buku Induk HHK - Tanda terima
kantra memori PK E ] - Buku Jurnal penyetoran PNBP
Mengcatat PNBP Keuangan Perkara sudah tercatat
pada SIPP dan - Buku Kas Bantu
pada Buku Jurnal - SIPP/Register
Keuangan Elekironik
18 [Mengunggah - SIPP/Reqgister 1 |Tanggal
tanggal Akta Elekironik jam | Penerimaan Kontra
penerimaan Kontra y - ATK Memari PK tercatat
Memori PK dan Ej pada SIPP/Register
Kontra Memori PK Elektronik
ke dalam
SIPP/Register
Elektronik
19 | Menugaskan - Kontra Memori PK 1 | SuratTugas
Jurusita/Jurusita - SIPP/Register Jam
Pengganti untuk h 4 Elektronik
melaksanakan I: j - ATK
penyerahan kontra
memori PK kepada
Pemochon PK
20 | Mengeluarkan - SuratTugas 1 |Tanda terima
biaya penyerahan - Relaas Penyerahan Jam |biaya Relaas
Kontra memaori PK, v Kontra Memori PK Penyerahan Kontra
mencatat dalam I::I yang belum Memori PK
SIPP/Register dijalankan
Elektronik serta
dalam buku jurnal
keangan
21 |Penyerahan kontra A 4 - Kontra Memori PK 6 |Relaas Penyerahan
memori PK kepada E:I - ATK Jam | Kontra Memori PK
Pemohon PK telah dijalankan
22 |Mengunggah - SIPP/Register 1 |Tanggal
tanggal Elektronik Jam {penyerahan kontra
penyerahan kontra - ATK memori PK
memori PK dan v - Relaas Penyerahan tercatat dalam
relaas penyerahan E :I Kontra Memori PK SIPP/Register
ke SIPP/Register Elelktromk dan
Elektronik Relaas
pemberitahuan
terunggah dalam
SIPP/Register
Elektronik
23 |Mengunduh dan - Berkas Perkara 3 |BerkasPerkara
Mengunggah {(bundel Adanbundel | Had |(bundel Adan
Pemberkasan ke B) bundel B) telah
SIPP/Register - SIPP/Register terunduh dan
Elekiranik ,L Elektronik terunggah ke
U - ATK SIPP/Register
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan seriifikat elektronik yang diterbitkan oleh Batai Sertifikasi Etektronik (BSrE)} BSSN.




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS PERSYARATARN/ KET
PTSP MEJA IO1 KASIR |JURUSITA | PANMUD |PANITERA PERLENGKAPAN WAKTU OUTPUT

24 | Pemberitahuan - SIPP/Register 1 |Relaas
Inzage kepada Elektronik Hari | Pemberitahuan
para pihak pelaksanaan

inzage

25 | Mempelajari Berkas L - Relaas 7 |Inzage Terlaksana *4
Inzage Y Pemberitahuan Hari

E pelaksanaan inzage
- Berkas Perkara
{bundel A dan bundel
B)

26 |Menyusun dan - Berkas Perkara 1 |- Konsep Surat
membuat Surat. (bundelAdanbundel [ Jam | Pengantar
Pengantar y B) Pengiriman
Pengiriman Berkas aj - ATK Berkas PK ke MA
PK serta membuat - Konsep Surat
konsep pemyataan Pernyataan
kelengkapan Kelengkapan
berkas berkas

27 | Menandatangani - Konsep Surat 1 |- SuratPengantar
Surat Pengantar Pengantar Jam Pengiriman
Pengiriman Berkas Pengiriman Berkas Berkas PK yang
PK yang sudah ¥ PK sudah
diparaf Panmud Ej - Konsep Surat ditandatangani
Perdata dan Pernyataan - Surat Pernyataan
Menandatangani Kelengkapan berkas Kelengkapan
surat pernyataan - ATK berkas
kelengkapan
berkas

28 |Mengunggah Surat - Surat Pernyataan 1 | Surat Pernyataan
Pernyataan Kelengkapan berkas | Jam |Kelengkapan
Kelengkapan A 4 - SIPP/Register berkas telah
berkas ke E] Elektronik terunggah di
SIPP/Register SIPP/Register
Elelktronik Elektronik

29 | Mengirimkan biaya - SIPP 1 | Biaya banding
PK ke Mahkamah h 4 - Virtual account Jam |sudah terkirim ke
Agung Ej Mahkamah Agung

30 |Mengunggah - Dokumen elektronik 1 |- Dokumen *5
tanggal dan nomor bunde!l B Jam | elektronik bundel
surat pengantar, - Surat pengantar B terunggah di
berkas serta 4 yang telah diberikan SIPP/Reqister
dokumen I:j tanggal, nomor dan Elektronik
pengantar ke stempel - Data telzh
dalam - Surat pengantar terunggah di
SIPP/Register pengiriman berkas SIPP/Register
Elektronik PK Elektronik

- SIPP/Register
Elektronik
- ATK

31 | Arsip berkas v - Dokumen elektronik 3 | Arsip tersimpan
perkata PK di (D - Akta-akta Hari |sebagai arsip aktif
simpan di arsip - Memori dan kontra di Kepaniteraan
aktif memori PK Perdata

PENJELASAN PADA KOLOM KETERANGAN
Sermua Panggilan dan Pemberitahuan melalui surat tercatat
Semua Panggilan dan Pemberitahuan melalut surat tercatat
Penandatanganan Akta Penerimaan Memori PK,Memori PK, Akta Penerimaan Kontra Memari PK dan Surat Tugas Penunjukan Jurusita/JSP dapat
didelegasikan ke Panmud Perdata

*1
*2
*3

*4
*5

Inzage dilakukan oleh para pihak melalui ecourt

Paling lambat berkas dikirim 65 hari sejak permehenan PK diterima

Catatan : SOP belum mengikuti regulasi yang terbaru karena aplikasi belum mengakomodir terkait dengan PK elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digitai menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Baial Sertifikasi Elektronik (BSTE) BSSN,
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NAMA SOP

NEGERI

DASAR HUKUM

KETERKAITAN

10.

11.

12,

13:

14,

15.

16.

17.

Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR )/
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan
Negara Bukan Pajak.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2025 tentang
Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor
7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2022 tentang Administrasi pengajuan upaya hukum
dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah
Agung secara Elektronik

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2010
tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan
Permohonan Kasasi/Kasasi sebagaimana telah diubah dengan
Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun
2014 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI
Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai
Kelengkapan Permohonan Kasasi/Kasasi

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan
Melalui Surat Tercatat

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI  Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi
Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding,
Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
363/KMA/SK/X11/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi
Perkara dan Persidangan Perdata, Perdata Agama, dan Tata
Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis
Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan
Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara
Elektronik

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Berada di Bawahnya.

1. SOP Kepaniteraan Perdata
2. SOP Pengembalian Sisa Panjar

PERINGATAN/ CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakanmaka pengiriman berkas peninjauan

kembali akan terlambat.

KUALIFIKASI PELAKSANA

Strata 3
Strata 2
Strata 1
SMU Sederajat

B Lo Il

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

Alat tulis kantor (ATK).
Komputer

Printer

Aplikasi SIPP/Register Elektronik
Dokumen pendukung

BE LR e

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

Register Induk Perkara Perdata Peninjauan Kembali

Dokumen ini telah ditandatangani secara digitai menggunakan sertifikat elekironik yang diterbitkan oleh Balai Serfifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

ERDATAPENINJAUAN KEMBALT
SAWADANYA NOVUM PADA




18. Keputusan Direktur Jendera! Badan Peradilan Umum Nomor
1692/DIU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi
dan Pengadilan Negeri

19. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1060/DIU/SK.TI1.1/vI/2025 tentang Perubahan Keputusan
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
114/DIU/SK.HM1.1.1/1/2024 tentang Pembaruan Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

20. Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
712/PAN/HK1.2.3/1¥/2024 Tanggal 23 April 2024 Perihal
Pemberlakuan Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan
Peninjauan Kembali Secara Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS JURU KPN/ PERSYARATAN/ KET
PTSP MEJANLI | KASIR SITA PANMUD | PANITERA WKPN PERLENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1 |Mengajukan Tidak - Permohonan PK 1 | PermohonanPK,
Permohonan PK, ( _J‘: - Memori PK dan Jam |Memori PK dan
Menerima Softoopy Memori PK Movum diterima
Memori PK, - Bukti Baru {(Novum)
Softcopy Memori - ATK
PK dan Bukti - Checklist
Batu (Novum) - Relaas
pemberitahuan
putusan
- Surat Kuasa Khusus
bila ada
2 {Meneliti -. Permohonan PK 1 |Tenggangwaktu
persyaratan dan - Memori PK dan Jam |terpenuhi
tenggang waktu v Softcopy Memori PK
permohonan PK \ - Novum
- ATK
< / Ya - Checkdist berkas yang
telah diparaf
- Relaas
pemberitahuan
putusan
- Surat Kuasa
3 | Menghitung - SKPanjar Biaya 1 |SKUM Biaya
panjar biaya Perkara Jam | permohanan PK
perkara PK Ij"j - Betkas parmohonan
PK
- ATK
4 | Menerima slip - ATK 1 |Panjar biaya
setoran, - Jurnal Keuangan Jam | perkara tercatat
mencatat pada v - Buku Kas Bantu pada Aplikasi
buku jurnal E:I - SIPP/Register SIPP/Register
keuangan dan Elektronik Elektronik dan
mengunggah ke Buku Jurmal
SIPP/Regkister Keuangan serta
Elektroni Buku Kas Bantu
5 | Menyetor PNBP - Buku ekspedisi 1 |- PNBPdisetor
penyetoran PNBP/ Jam tepat waktu
h 4 Buku Induk HHK - Tanda terima
Ej - Buku Jurnai penyetoran
Keuangan Perkara
- Buku Kas Bantu
6 |Mengunggah - SIPP/Register 1 |Permohonan PK
permohonan PK ¥ Elektronik Jam |tercatat pada
ke SIPP/Register Ej - ATK SIPP/Register
Elektronik Elekironik
7 | Membuat - SIPP/Register 1 |Konsep Akta
konsep Akta ‘L Elektronik Jam | Permohonan PK
Permohonan PK r_l - Bukti Setoran Bank dan Konsep Akta
dan Akta dan SKUM Penerimaan
Penerimaan - Berkas permohonan Memori PK
Memari PK PK
8 |Menandatangani - Akta Permohonan PK 1 Akia
Akta - Akta Penerimaan Jam | Permohonan PK
Permohonan PK Memori PK dan Akta
dan Akta - ATK Penerimaan
Penerimaan Ej Memari PK
Memori PKyang
telah diparaf
Panmud Perdata
9 | Penunjukan - Bukti baru (novum) 7 |Berita Acara *1
Hakim untuk - Akta Penerimaan Hari |Sidang Sumpah
melakukan ¥ Permohonan PK Novum
penyumpahan - Akta Penerimaan
dan pencocokan E:' Memori PK
bukti baru - Memori PK
(Novum) dengan
aslinya
10 |Mengeluarkan L - Surat Tugas 1 |Tanda terima
biaya E:I - Relaas Jam |biaya Relaas
pemberitahuan pemberitahuan dan pemberitahuan
dan penyerahan penyerahan memori dan penyerahan
memori PK, PK yang belum memori PK
mencatat dalam dijalankan
SIPP/Register - ATK
Elektronik serta - SIPP/Register
buku jurnal 3 Elektl"onik
keuangan U - Egllj(: r_l];;rrllal

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan seriifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.




PELAKSANA MUTU BAKU
NO | AKTIVITAS JURU KPN/ PERSYARATAN/ KET
PTSP MEJAOL | KASIR SITA PANMUD |PANITERA WKPN PERLENGKAPAN WAKTU OUTPUT
11 |Menugaskan - Pernyataan PK 1 |SuratTugas *2
Jurusita/Jurusita - Memori PK Jam
Pengganti untuk - SIPP/Register
melaksanakan Elektronik
pemberitahuan - ATK
dan penyerahan
memori PK
12 | Pemberitahuan - Relaas 1 |Relaas *3
dan penyerahan - pemberitahuan dan Hari | pemberitahuan
memiori PK E j penyerahan memori dan penyerahan
kepada PK yang belum memori PK telah
Termohon PK dijalankan dijalankan
- ATK
13 | Menyetor PNBP - Buku ekspedisi 1 |- PNBPdisetor
Relaas penyetoran PNBP/ Jam | tepatwaktu
pemberitahuan Buku Induk HHK - Tandaterima
penyerahan L 4 - Buku Jurnal penyetoran
Memori PK E j Keuangan Perkara - PNBP sudah
Mencatat PNBP - Buku Kas Bantu tercatat
pada - SIPP/Register
SIPP/Register Elektronik
Elektronik dan
Buku Jurnal
Keuangan
14 | Mengunggah - Relaas 1 |Tanggal
tanggal pemberitahuandan | Jam |pemberitahuan
pemberitehuan penyerahan memori dan penyerahan
dan PK Memori PK
mengunggah h 4 - SIPP/Register terunggah dalam
relaas I_ _l Elektronik SIPP/Register
penyerahan - ATK Elektronik
Memoari PK ke
SIPP/Register
Elektronik
15 [Menerima Kontra Memori PK dan 1 | Kontra Memori
Kontra Memari y Softcopy Kontra Jam | PKdan Softcopy
PK (bila ada) Ij:l Memori PK Kontra Memori
PK
16 |Membuat - Berkas Perkara 1 |Konsep Akta
konsep Akta Y - SIPP/Register Jam |Penerimaan
Penerimaan I_ L' Elektronik Kentra Memori
Kontra Memoari - ATK PK
PK
17 |Menandatangani Akta Penerimaan 1 |Akta Penerimaan| *4
Akta Penerimaan v Kontra Memori PK Jam |Kontra Memori
Kontra Memori PK
PK dan Kaontra | |
Memori PK yang
telah diparaf
Panmud Perdata
18 |Menyetor PNBP - Buku ekspedisi 1 |- PNBPdisetor
relaas penyetoran PNBP/ Jam | tepatwaktu
pemberitahuan Buku Induk BHK - Tandaterima
kontra memori - Buku Jurnal penyetoran
PK h 4 Keuangan Petkara PNBP sudah
Mencatat PNBP Ej - Buku Kas Bantu tercatat
pada - SIPP/Register
SIPP/Register Elektronik
Elektronik dan
Buku Jurnal
Keuangan
19 Mengunggah - SIPP/Register 1 |Tanggal
tanggal Akta Elektronik Jam | Penerimaan
penerimaan - ATK Kontra Memori
Kontra Memori Ej PK tercatat pada
PK dan Kontra SIPP/Register
Memori PK ke Elektronik
dalam
SIPP/Register
| Elektronik
20 |Menugaskan h 4 - Kontra Memori PK 1 |SuratTugas
Jurusita/Jurusita [:j - SIPP/Register Jam
Penggant untuk Elektronik
melaksanakan - ATK
penyerahan
kontra memori L 2
PK kepada |\)
Pemohon PK

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.




PELAKSANA MUTU BAKU
NO | AKTIVITAS JURU KPN/ PERSYARATAN/ KET
PTSP MEJAIII | KASIR SITA PANMUD | PANITERA WKPR PERLENGKAPAN WAKTU OUTPUT
21 |Mengeluarkan - Surat Tugas 1 |Tanda terima
biaya - Relaas Penyerahan Jam |biaya Relaas
penyerahan Kontra Memori PK Penyerahan
Kontra memori yang belum Kontra Memori
PK, mencatat dijalankan PK
dalam
SIPP/Register
Elektranik serta D
buku jurnal
keuangan
22 | Penyerahan - Kontra Memari PK 6 |Relaas
kontra memori | | - ATK Jam |Penyerahan
PK kepada Kontra Memori
Pemohon PK PK telah
dijalankan
23 | Mengunggah - SIPP/Register 1 |Tanggal
tanggal Elektronik Jam |penyerahan
penyerahan - ATK kontra memori
kontra memori - Relaas Penyerahan PK tercatat
PK dan relaas A 4 Kontra Memori PK dalam
penyerahan ke | ] SIPP/Register
SIPP/Register Elektrenik dan
Elektronik Relaas
pemberitahuan
terunggah dalam
SIPP/Register
Elektronik
24 | Pemberitahuan ¥ SIPP/Register 1 |Relaas *5
Inzage kepada Elektronik Hari |Pemberitahuan
para pihak I—d pelaksanaan
— inzage
25 |Membuat - SIPP/Register 2 | Konsep Berita
konsep berita Elektronik Jam |Acara Inzage
acara inzage - ATK
— |
26 |Menanda ‘, - Konsep berita acara 2 | Berita Acara
tangani berita I: inzage Jam |Inzage sudah
acara inzage - ATK ditanda tangani
Panitera
27 |Menyusun dan - Berkas Perkara 1 |- Konsep Surat
membuat Surat (bundel Adan bundel | Jam | Pengantar
Pengantar B) Pengiriman
Pengiriman h 4 - ATK Berkas PKke
Berkas PK serta E j MA
membuat - Konsep Surat
konsep Pernyataan
pernyataan Kelengkapan
kelengkapan berkas
berkas
28 | Menandatangani - Konsep Surat 1 |- Surat
Surat Pengantar Pengantar Jam Pengantar
Pengiriman Pengiriman Berkas Pengiriman
Berkas PK yang PK Berkas PK
sudah diparaf ) 4 - Konsep Surat yang sudah
Panmud Perdata E:I Pernyataan ditandatangani
dan Kelengkapan berkas - Surat
Menandatangani - ATK Pernyataan
surat Kelengkapan
pernyataan berkas
kelengkapan
berkas
29 | Mengirimkan v - SIPP/Register 1 |Biaya banding
biaya PK ke E:I Elektronik Jam |sudah terkirim
Mahkamah - Virtual account ke Mahkamah
Agung Agung
30 |Mengunggah - Dokumen elektronik 1 | Dokumen *G
tanggal dan bundel B Jam |elektronik
nomaor surat h 4 - Surat pengantar bundel B
pengantar serta I: :I yang telah diberikan terunggah dalam
dokumen tanggal, nomor dan direktori
pengantar ka stempel dokumen
dalam SIPP - ATK elektronik MA
31 [Mengunggah - Surat pengantar 1 |Datatelah
tangaqal dan pengiriman berkas Jam |terunggahdi
nomeor surat Ej PK SIPP/Register
pengantar ke - SIIPP/ Register Elektronik
SIPP/Register Elektronik
Elektronik - ATK
32 | Arsip berkas - Dokumen eleldronik 3 |Arsiptersimpan
perkara PK di v - Akta-akta Hari |sebagai arsip
simpan di arsip - Memori dan kontra aktif di
aktif D memori PK Kepaniteraan
Perdata

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Baiai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.




PENJELASAN PADA KOLOM KETERANGAN
*1 7 Haritermasuk Pemanggifan Pemohen PK, Sidang dan Penyerahan Berita Acara Sumpah Novum Ke Kepaniteraan
*2  Semua Panggilan dan Pemberitzhuan melalui surat tercatat
*3  Semua Panggilan dan Pemberitahuan melalui surat tercatat
*4  Penandatanganan Akta Penerimaan Memori PK,Memori PK, Akta Penerimaan Kontra Memori PK dan Surat Tugas Penunjukan Jurusita/JSP dapat
didelegasikan ke Panmud Perdata
*5  Karena belum terakomodir PK elektronik pada e-Court maka diwajibkan membuat berita acara inzage
*6  Paling lambat berkas dikirim 65 hari sejak permohanan PK diterima

Catatan : SOP belum mengikuti regulasl yang terbaru karena aplikasl belum mengakomodir terkait dengan PK elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elekironik yang diterbitkan aleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.
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Pengadilan Negeri Sarolangun NAMA SOP
Komplek Perkantoran Gunung
Kembang Kabupaten Sarolangun
DASAR HUKUM KETERKAITAN
1. Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) / Rechtsreglement
voor de Buitengewesten (Rbg) 1. SOP Kepaniteraan Perdata
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum | 2. SOP Pengembalian Sisa Panjar
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan | PERINGATAN/ CATATAN
Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum. . - " . .
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan f}lka_ SIOP :jnl t|dakgai$(isanakan, maka asas peradilan cepat tidak akan
Kehaiiman. erjalan dengan baik.
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan
Negara Bukan Pajak. KUALIFIKASI PELAKSANA
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang | 1. Strata2
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan | 2. Stratal
Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir | 3. SMU Sederajat
dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2025 tentang
Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 | PERALATAN/ PERLENGKAPAN
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
dan Kesekretariatan Pengadilan. ;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 ; Qlat hulls kantor (ATK):
= . : . omputer
Tahun 2022 tentang Administrasi pengajuan upaya hukum dan 3. Printer
Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah 4. Aplikasi SIPP
Agung secara Elektronik 5. Dg'ektori P
: : utusan
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 6. Dokumen pendukung
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman |
Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerntahan PENCATATAN DAN PENDAFTARAN
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman | 1.  Aplikasi SIPP
Standar Pelayanan 2. Direktori Putusan
10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2010 | 3. Buku Register Induk Perkara Gugatan
tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan | 4. Buku Register Kasasi
Kasasi/Kasasi sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran | 5.  Buku Jurnal Keuangan Perkara
Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun
2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan
Permohonan Kasasi/Kasasi
11. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan
Melalui Surat Tercatat
12, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI  Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
271/KMA/SK/XI1/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi
Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi
dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik
15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi
Perkara dan Persidangan Perdata, Perdata Agama, dan Tata
Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik
16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi
Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan
Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik
17. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
Berada di Bawahnya.
18. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elekt

ronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN




Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri

19. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1060/DIU/SK.TI1.1/VIf2025 tentang Perubahan Keputusan
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
114/DIU/SK.HM1.1.1/1/2024 tentang Pembaruan Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSF) pada Pengadilan
Tinggi dan Pengadilan Negeri

20. Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
712/PAN/HK1.2.3/1V/2024 Tanggal 23 April 2024 Perihal
Pemberlakuan Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan
Kembali Secara Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.




PELAKSANA MUTU BAKU
NO |  AKTIVITAS PANMUD | MEJALN | KASIR | JS/ISP | PANITERA | PERSYARSTAR/ wakry outrur | KET
1 |Menerima -Permohonan 1 |Berkas
permohonan Kasasi -SuratKuasa khusus | Jam | permohonan
jika ada Kasasi
(? -Pemberitahuan
Putusan
-SIPP/Register
Elektronik
-E-Court
2 | Menerima -Bukti pembayaran 1 |Permohonan
pembayaran biaya bank Jam | kasasi sudah
permohonan kasasi -E-Court dibayar
3 |Menerbitkan akta -E-Court 1 | Akta pernyataan
pernyataan kasasi -ATK Jam | kasasi sudah
secara elektronik dan diterbitkan pada
mengunggah kembali e-Court
pada e-Court
4 |Mencatat -SIPP/Register 1 | Permchonan
permohonan kasasi Y elektronik Jam |Kasasi telah
kedalam SIPP/register -E-Court tercatat pada
elektronik SIPPfregister
elektronik
5 |Panitera f Jurusita/ -Akta pernyataan 5 | Permohonan *],
Jurusita Pengganti : y kasasi Har | kasasi telah
melakukan -E-Court diberitahukan
pemberitahuan Kasasi -SIPP/register
elektronik
6 |Mencatat tanggal -SIPPfregister 1 |Tanggal
pemberitahuan Kasasi h 4 elektronik Jam | pemberitahuan
pada SIPP/register -Akta pernyataan kasasi sudah
elektronik kasasi terisi pada
SIPP/register
elektronik
7 | Verifikasi memori -Memori Kasasi 2 | Memori kasasi
kasasi -E-court Hari | terverifikasi
8 |Mengunduh Memori -Memori kasasi 14 i Memori kasasi *2
Kasast dan v terverifikasi Hari | diterima dan
mengunggah dokumen -E-Court terunggah pada
memori kasasi pada EF -SIPP/register SIPP/register
SIPP/register elektronik elektronik
elektronik
S | menyetor PNBP - Buku ekspedisi 1 |- PNBPdisetor
Pemberitahuan v penyetoran PNBP/ | Jam | tepatwaktu
Memori Kasasi Buku Induk HHK - Tandaterima
Elj - Buku Jurnal penyetoran
Keuangan Perkara
- Buku Kas Bantu
10 |Panitera/ Jurusita/ -Memori Kasasi 2 | Memori kasasi *3
Jurusita Pengganti A 4 -E-Court Hari |telah diterima
melakukan -SIPP/register oleh Termohon
pemberitahuan elektronik Kasasi
memori kasasi
11 |Mencatat tanggal -SIPPfregister 1 |Tanggal
pemberitahuan ¥ elekironik Jam |pemberitahuan
memori Kasasi pada -Memori Kasasi memori kasasi
SIPP/register sudah terisi pada
elektronik SIPFP/register
elektronik
12 |Verifikasi Kontra -Kontra Memori 2 | Kontra mermori
Memori Kasasi 3 Kasasi Har |kasasi
terverifikasi
13 |Mengunduh Kontra -Kontra memori 14 | Kontra memori
Memori Kasasi dan Kasasi Hari |Kasasi telah
mengunggah diterima
dokumen Kontra
memori kasasi pada
SIPP/register
elektronik
14 | Panitera / Jurusita/ -E-Court 2 |Kontra Memori *4
Jurusita Pengganti k4 -SIPP/Register Hari |Kasasi Telah
melakukan Elektronik Diterima
pembetitahuan -ATK
Kontra Memoti Kasasi
15 |Mencatat tanggal -SIPP/reqgister 1 |Tanggal
pemberitahuan Kontra v elektronik Jam | pemberitahuan
Memori Kasasi pada -Kontra Memori kontra memeori
SIPP/register I:a kasasi kasasi sudah
elektronik terisi pada
SIPP/register
elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS PERSYARATAN/ KET
PANMUD MEJA I KASIR 15/ ISP PANITERA PERLENGKAPAN AKTU CUTPUT
16 | Menyetor PNBP relaas - Buku ekspedisi 1 |- PNBPdisetor
pemberitahuan kontra C penyetoran PNBP/ | Jam | tepatwaktu
memori Kasasi Buku Induk HHK - Tanda terima
Menginput PNBP pada - Buku Jurnal penyetoran
SIPP/register Keuangan Perkara PNBP sudah
elektronik dan - Buku Kas Bantu terinput dan
mencatat pada Buku - SIPP/register tercatat
Jurnal Keuangan elektronik
18 |Mengunduh dan - Berkas Perkara 3 |Berkas Perkara
Mengunggah (bundel A dan Hari | (bundel A dan
Pemberkasan ke v bundel B) bundel B} telah
SIPP/Register - SIPP/register terunduh dan
Elektronik Elj elektronik terunggah ke
- ATK SIPP/Register
Elektronik
19 | Verifikas! publikasi - Berkas Perkara 1 |Berkas Perkara
berkas kasasi ke pihak Y (bundel A dan hari | (bundel A dan
| | bundel B) bundel B) telah
- E-Court terverifikasi
20 | Pemberitahuan Inzage , - SIPP/register 1 |Relaas
kepada para pihak elektronik Hari | Pemberitahuan
qj pelaksanaan
inzage
21 | Mempelajari Berkas - Relaas 7 |Inzage *5
Inzage Pemberitahuan Hari | Terlaksana
A 4 pelaksanaan inzage
I I - Berkas Perkara
(bundel A dan
bundel B)
22 | Verifikasi Inzage - Inzage Terlaksana 2 Hasil
I_'_l - E-Court hari | Pelaksanaan
Inzage telah
terverifikasi
23 | Menyusun dan - Berkas Perkara 1 |- Konsep Surat
membuat Surat (bundel A dan jam Pengantar
Pengantar Pengiriman bundel B) Pengiriman
Berkas Kasast serta h 4 Berkas Kasasi
membuat konsep E] ke MA
pernyataan - Konsep Surat
kelengkapan berkas Pernyataan
Kelengkapan
berkas
24 | Menandatangani Surat - Konsep Surat 1 |- Surat
Pengantar Pengiriman Pengantar jam Pengantar
Berkas Kasasi yang Pengiriman Berkas Pengiriman
sudah diparaf Panmud v Kasasi Berkas Kasasi
Perdata dan I::I - Konsep Surat yang sudah
Menandatangani surat Pernyataan ditandatangani
pernyataan Kelengkapan - Surat
kelengkapan berkas berkas Pernyataan
Kelengkapan
berkas
25 |Mengunggah Surat - SuratPernyataan 1 [Surat
Pernyataan Kelengkapan jam | Pernyataan
Kelengkapan berkas 4 berkas Kelengkapan
ke SIPP/Register - SIPP/Register berkas telah
Elektronik Elektronik terunggah di
SIPP/Register
Elektronik
26 | Melakukan generate . - SIPP/Register 1 |Biaya kasasi
VA melalui SIPP dan Ij Elekironik Jam |sudah terkirim
mengirimkan biaya - Virtual account ke Mahkamah
Kasasi ke Mahkamah Agung
Agung
27 |Mengunggah tanggal - Dokumen 1 |- Dokumen
dan nomor surat elektronik bundel B | jam elektronik
pengantar, berkas - Surat pengantar bundel B
serta dokumen yang telah terunggah di
pengantar ke dalam v diberikan tanggal, SIPP/Register
SIPP/Register Ej nomor dan stempel Elektronik
Elektronik - Surat pengantar - Data telah
pengiriman berkas terunggah di
Kasasi SIPP/Register
- SIPP/Register Elektrontk
Elektronik
 J - ATK

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Baiai Sertifikasi Elektronik {BSrE) BSSN.




NO

AKTIVITAS

PELAKSANA

MUTU BAKU

PANMUD

MEBEJAIII

KASIR

JS/ ISP

PANITERA

PERSYARATAN/
PERLENGKAPAN

waky

OUTPUT

KET

28

Mengirimkan berkas
perkara elektronik
melalui SIPP

]

- Dokumen

elektronik bunde! B

terunggah di
SIPP/Register
Elektronik

- Data telah
terunggah di
SIPP/Register
Elektronik

- SIPP/Register
Elelktronik

1
Hari

Berkas Perkata
terkirim

29

Arsip berkas perkata
Kasast di simpan di
arsip aktif

- Dokumen
elektronik
- Akta-akia

- Memoridan kontra

memorj Kasasi

hari

Arsip tersimpan
sebagal arsip
aktif di
Kepaniteraan
Perdata

Keterangan :
*1 5 (lima} hari setelah permohonan kasasi diterima;
*2 Pemohon mengajukan memori kasasi paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung setelah permohonan kasasi diterima;
*3 Pemberitahuan memori kasasi kepada termohon melalui SIP paling iambat 2 (dua) Hari setelah memori kasasi di terima Pengadilan;

*4 Pemberitahuan kontra memori kasas! kepada termchon melalui SIP paling lambat 2 (dua) Hari setelah kontra memori kasasi di terima Pengadilan;

*5 Inzage dilakukan cleh para pihak melalui ecourt.
* SOP ini tidak diberlakukan untuk perkara yang pemberitahuannya secara rogatori

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitian oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN,




MAHKAMAH AGUNG R.I.
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DASAR HUKUM

KETERKAITAN

1.

2.

o

10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR )/
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan
Negara Bukan Pajak.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2025
tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2022 tentang Administrasi pengajuan upaya hukum
dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di
Mahkamah Agung secara Elektronik

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2010
tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan
Permohonan Kasasi/Kasasi sebagaimana telah diubah dengan
Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun
2014 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI
Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai
Kelengkapan Permohonan Kasasi/Kasasi.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan
Melalui Surat Tercatat

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI  Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
271/KMA/SK/X1I/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi
Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding,
Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
363/KMA/SK/XI11/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi
Perkara dan Persidangan Perdata, Perdata Agama, dan Tata
Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis
Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan
Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara
Elektronik

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Berada Dibawahnya.

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1692/DIU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan

1. SOP Kepaniteraan Perdata
2. SOP Pengembalian Sisa Panjar

PERINGATAN/ CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan cepat tidak akan
berjalan dengan baik.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Strata2
2. Stratal
3. SMU Sederajat

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

Alat tulis kantor (ATK).
Komputer

Printer

Aplikasi SIPP

Direktori Putusan
Dokumen pendukung

SRl T B

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

Aplikasi SIPP

Direktori Putusan

Buku Register Induk Perkara Gugatan
Buku Register Kasasi

Buku Jurnal Keuangan Perkara

o O3 Y e

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elekironik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.




Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi
dan Pengadilan Negeri

19, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1060/DJU/SK.TI1.1/V1{2025 tentang Perubahan Keputusan
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
114/DIU/SK.HM1.1.1/1/2024 tentang Pembaruan Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

20. Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
712/PAN/HK1.2.3/1V/2024 Tanggal 23 April 2024 Perihal
Pemberlakuan Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan
Peninjauan Kembali Secara Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.




PELAKSANA MUTU BAKU
NO| AKTIVITAS | panMuD | MEJATI | KASIR | 3S/JSP |PANITERA| KPN P oy |wakcru | outpur | KET
1 |Menerima -Permohonan iJam |Berkas
permchonan Kasasi -Surat Kuasa khusus permohonan
jika ada Kasasi
-Pemberitahuan
Putusan
-SIPPfregister
elektronik
-E-Court
2 |Menerima -Bukti pembayaran 1Jam |Permohonan
pembayaran biaya | I bank kasasi sudah
permohonan kasasi -E-Court dibayar
3 [Menerbitkan akta -E-Court 13Jam |Akta pernyataan
pernyataan kasasi ¥ -ATK kasasi sudah
secara elektronik diterbitkan pada
dan mengunggah e-Court
kembali pada e-
Court
4 |Mencatat v -SIPP/Register 1Jam |Permohanan
Eeednnlohonan kasasi . elektronik Kasasi telah
alam I :l ] -E-Court tercatat pada
SIIPk?"Legli(sher SIPP/register
elektroni elektronik
5 |Membuat konsep - Permohonan kasasi | 1Jam |Konsep *1
keterangan tidak ! - ATK keterangan tidak
memenuhi syarat 'j:l - Checklist berkas memenuhi
formil yang telah diparaf syarat formil
- Relaas
pemberitahuan
putusan
- SuratKuasa
6 |Menanda tangani J - Konsep keterangan | 1Jam |Keterangan tidak
kansep keterangan 4 tidak memenuhi memenuhi
tidak memenuhi E:I syarat formil syarat farmil
syarat formil - ATK sudah ditanda
tangani
7 | Membuat konsep v - Keterangan tidak 1Jam (Konsep
penetapan KPN I:a memenuhi syarat penetapan KPN
formil
— - ATK
8 |Menanda tangani - Konsep penetapan | 1Jam |PenetapanKPN
konsep penetapan KPN sudah ditanda
KPN - ATK tangani
9 [Mengunggah - Penetapan KPN 1Jam |Penetapan KPN
penetapan KN dan ¥ - SIPP/Register dan tanggal
tanggal penetapan I::I Elektronik tidak memenuhi
tidak memenuhi syarat formil
syarat formil telah terunggah
ke SIPP/Register
Elektronik
10 | Mengirim penetapan - Penetapan tidak 1 Jam |Penetapan tidak *2
tidak memenuhi memenuhi syarat memenuhi
syarat formil kepada h 4 formil syarat formil
Pemchon dan - ATK terkirim ke
Mahkamah Agung Pemohon dan
Mahkamah
Agung
11 | Arsip berkas perkara - Permchonan Kasasi | 3 Hari | Arsiptersimpan
Kasasl di simpan di h 2 - Surat keterangan sebagai arsip di
arsip D Panitera Kepaniteraan
- Penetapan tidak Hukum
memenuhi syarat
formil
Keterangan :

*1 « Permohonan Kasasi diajukan melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan
« Pemohon kasasi tidak menyerahkan memori kasasi atau menyerahkan melebihi batas waktu yang telah ditentukan
*2  Dilakukan secara elektronik / surat tercatat

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.




MAHKAMAH AGUNG R.I.

Pengadilan Negeri Sarolangun
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10.

11.

12.

13.

14,

15,

Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) /
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan
Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun
1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan
Negara Bukan Pajak.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Meterai.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI
1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019
tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomro 7 Tahun
2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung
RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan
Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
Keputusan Ketua  Mahkamah  Agung  Nomor
026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan.

Keputusan Ketua  Mahkamah  Agung Nomor
363/KMA/SK/X1I/2022 tentang Petunjuk  Teknis
Administrasi Perkara dan Persidangan Perdata, Perdata
Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara
Elektronik.

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Berada Dibawahnya.

1. SOP Kepaniteraan Perdata
2. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan

PERINGATAN/CATATAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengiriman berkas banding akan
terlambat.

KUALIFIKASI PELAKSANA :

Strata 3
Strata 2
Strata 1
SMU Sederajat

Skl ool

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer

3. Printer

4, Dokumen Pendukung

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. SIPP

2. Buku Register Induk Perkara Gugatan
3. Buku Register Banding

4. Buku Jurnal Keuangan Perkara

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat e

ektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN




16. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 1060/DIU/SK.TI1.1/VIf2025 tentang Perubahan
Keputusan Direltur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/1/2024 tentang Pembaruan
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Dokumen ini tetah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Etektronik (BSrE) BSSN.




PELAKSANAARN MUTU BAKU
NO AKTIVITAS PERSYARATAN / KET
PTSP STAF JS/ISP | PANMUD (PANITERA| KASIR PERLENGKAPAN WAKTU | OUTPUT
1 |Menerima - Buku Register 1Jam [Diterimanya
permohonan - Berkas Perkara permohaonan
pencabutan - ATK pencabutan
banding, Jika - Komputer banding dari
banding elektronik ( ) - Surat permchonan pemohon
maka petugas
PTSP melakukan
unduh Surat
Permchonan dari
aplikasi eCourt
2 | Meneliti - Permohonan 1Jam (Persyaratan
persyaratan h 4 - Surat kuasa jika ada permohonan
permohonan - SIPP/Register pencabutan
pencabutan Elektronik banding
banding lengkap
3 [Membuat konsep - Akta Banding 1 Jam |KonsepAkta
akta pencabutan Yy - ATK pencabutan
pernyataan - permohonan pernyataan
banding pencabutan banding banding
lengkap
4 [Meneliti dan - Akta Banding 1Jam |Konsep Akta
membubuhkan - ATK pencabutan
paraf pada konsep IJLI - Konsep Akta pernyataan
akta pencabutan pencabutan banding
pernyataan pernyataan banding sudah
banding diparaf
5 | Penandatanganan Konsep Akta 1Jam [Akta *1
Akta Pencabutan pencabutan pencabutan
Banding 4 pernyataan banding pernyataan
I: ] sudah diparaf banding
yang sudah
ditandatang
ani
6 |Menyetor PNBP - Buku ekspedisi 1Jam |- PNBP
Akta Pencabutan penyetoran PNBP/ disetor
Banding v Buku Induk HHK tepat
I::l - Buku Jurnal waktu
Keuangan Perkara - Tanda
- Buku Kas Bantu terima
penyetora
n
7 | Mengunggah - Alda Pencabutan 1 Jam Data
tanggal v Pernyataan terunggah
pencabutan I: :I Pemohonan Banding kedalam
Banding kedalam - SIPP/Register SIPP/Registe
SIPP/Register Elektronik ° Elekt;f’nik
Elektronik - ATK
B |Melaksanakan - Akta Pencabutan 1 Hari |Termohon
pemberitahuan Permmohonan Banding Banding
pencabutan - Relaas telah
permchonan Y Pemberitahuan menerima
Banding I:j Pencabutan pemberitahu
Pernyataan Banding an
pencabutan
permohonan
Banding
9 | Menyetor PNBP - Buku ekspedisi 1Jam |- PNBP
Relaas penyetoran PNBP/ disetor
Pemberitahuan ) 4 Buku Induk HHK tepat
Pencabutan Ej - Buku Jurnal waktu
Banding Keuangan Perkara - Tanda
- Buku Kas Bantu terima
penyetora
n
10 |Mengisi tanggal - Relaas 1Jam [Tanggal
dan mengunggah Pemberitahuan pemberitahu
relaas L 4 Pencabutan Banding an
pemberitahuan 1 - SIPP/Register pencabutan
pencabutan Elektronik permohonan
permohonan Banding
Banding pada tercatat dan
SIPP/Register relaas
Elektronik terunggah
pada
A 4 SIPP/Registe
I\) r Elektronik

Dokumen ini teish ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan aleh Batai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN,




PELAKSANAAN MUTUBARU
NO AKTIVITAS PERSYARATAN / KET
PTSP STAF JS/3ISP | PANMUD |PANITERA! KASIR PERLENGKAPAN WAKTU| OUTPUT
11 {Pengiriman Akta - Buku ekspedisi 1Jam (Tanda bukt *2
Pencabutan - ATK pengiriman
Banding ke - Akta pencabutan
Pengadilan Tinggi permyataan banding
yang sudah
ditandatangani
12 |[Mengunggah akta - Akta pencabutan 1Jam |Data
pencabutan pemyataan banding terunggah
pernyataan Ij - SIPP/Register kedalam
banding kedalam Elektronik SIPP/Registe
SIPP/Register - eCourt r Elektronik
Elektronik - ATK
13 |Mengarsipkan v Berkas perkara 1Jam (Arsip
berkas perkara banding tersimpan
banding D
KETERANGAN
*1  Dalam hal Banding secara elekironik penandatanganan akta pencabutan hanya ditandatangani secara elektronik cleh Panitera, Dalam hal Banding
dilaksanakan secara manual maka penandatanganan akta pencabutan pernyataan banding ditandatangani oleh Pemohon dan Panitera
*2  a. Dalam hal Permohonan Banding secara manual sudah dikirim ke Pengadilan Tinggl maka pengiriman akta pencabutan banding dikirim melalui

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Kantor Pos.

b. Dalam hal Permohonan Banding secara elektronik sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi maka pengiriman akta pencabutan banding dikirim secara

elekdronik.

¢. Dalam hal Berkas Perkara Banding belum dikirim ke Pengadilan Tinggi maka Akta Pencabutan cukup dilampirkan dalam berkas perkara tersebut,




Dokb

NOMOR SOP 339/KPN.W5-U8/OT1.3/111/2026
TGL. PEMBUATAN | 12 Desember 2018
TGL. REVISI 6 Februarr2026 r 5.
TGL. EFEKTIF 31 Mgﬁfﬁozs“‘*ﬂ@,}
DISAHKAN OLEH ¥/ <~
MAHKAMAH AGUNG R.I : Ié
. - Rl NovarinaManurung
Pengadilan Negeri Sarolangun NAMA SOP PENCABUTAN ~_ PERMOHONAN  KASASI
Komplek Perkantoran Gunung PERDATA SECARA ELEKTRONIK
Kembang Kabupaten Sarolangun N oS
DASAR HUKUM : KETERKAITAN :

10.

11.

12.

13,

14,

15.

16.

17.

Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) /
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986
tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan
Negara Bukan Pajak.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai,
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2025 tentang
Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor
7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 Tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara
Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1
tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan
Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara
Elektronik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan.

Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 14 Tahun 2010
tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan
Permohonan Kasasi/Kasasi sebagaimana telah diubah
dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun
2014 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I
Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai
Kelengkapan Permohonan Kasasi/Kasasi

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan
Melalui Surat Tercatat

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI  Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi
Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding,
Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

_363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Agrgin'gstrasi

SOP Kepaniteraan Perdata

PERINGATAN/CATATAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakanmaka pengiriman berkas Kasasi akan

terlambat

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. S2
2. S1
3. SMU Sederajat

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

Alat tulis kantor (ATK).
Komputer

Printer

Aplikasi SIPP

Dokumen pendukung

nNhwhe

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

SIPP

Register Induk Perkara Gugatan
Register Banding Perdata
Register Kasasi Perdata

Buku Jurnal Keuangan Perkara

Vs W e

A Treg Ut




Perkara dan Persidangan Perdata, Perdata Agama, dan Tata
Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik

18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis
Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan
Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara
Elektronik

19. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Berada di Bawahnya.

20. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1692/DIU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi
dan Pengadilan Negeri

21. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1060/DJU/SK. TI1.1/VIf2025 tentang Perubahan Keputusan
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomer
114/DIU/SK.HM1.1.1/1/2024 tentang Pembaruan Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

22. Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
712/PAN/HK1.2.3/IVf2024 Tanggal 23 April 2024 Perihal
Pemberlakuan Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan
Peninjauan Kembali Secara Elektronik

Dokumen ini tefah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balal Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS PANMUD | MEJAXII | KASIR | JS/JSP | PANITERA 55&'&'.&?.?33&' waktd outeur | KET
1 [Menerima - Surat Permohonan 1 | Ditetfimanya
permohonan Pencabutan Jam | parmohonan
pencabutan Permohonan Kasasi pencabutan
permochonan Kasasi - Surat Persetujuan permchonan
( ) dari Prinsipal / Kasasi dari
SuratKuasa yang Pemahion
sudah secara
khusus untuk
pencabutan
- Berkas Perkara
- ATK
2 | Meneliti persyaratan - Surat Permohonan 1 |Persyaratan
permchonan Pencabutan Jam | permohonan
pencabutan L 4 Permohonan Kasasi terpenuhi / tidak
permchonan Kasast - SuratKuasa jika terpenuhi
ada
| - SIPP/Register
Elektronik
3 |Membuat konsep Alda - Surat Permohonan 1 |Konsep Akta
Pencabutan y Pencabutan Jam | Pencabutan
Pemyataan Permohonan Kasasi Pernyatean
Pemohaonan Kasasi - ATK Pernchonan
Kasasi
4 | Membubuhkan paraf - Konsep Akta 1 [Konsep Akta
konsep Akta v Pencabutan Jam |Pencabutan
Pencabutan Ej Pernyataan Kasasi Pernyataan
Pernyataan - ATK Pemohonan
Pemochonan Kasasi Kasasi sudah
diparaf
5 |Menandatangani Akta Konsep Akta 1 |Akta Pencabutan| *1
Pencabutan Pencabutan Jam | Pernyataan
Pernyataan y Pemyataan Pemohonan
Pemohonan Kasasi E:I Pemohonan Kasasi Kasasi yang
bersama Pemohon sudah diparaf sudah
ditandatangani
oleh Panitera
6 | menyetor PNBP Akta - Buku ekspedisi 1 |- PNBPdisetor
Pencabutan Kasasi v penyetoranPNBP/ | Jam | tepatwaktu
Buku Induk HHK - Tanda terima
| I - Buku Jurnal penyetoran
Keuangan Perkara
- Buku Kas Bantu
7 | Mengirim Akta Akta Pencabutan 1 {Tanda bukti *1
Pencabutan Y Pemyataan Jam | pengiriman
Pernyataan E j Pemohonan Kasasi
Pemohonan Kasasike ZUdah
Kepaniteraan MA itandatangani
8 |Mengisi pencabutan - Akta Pencabutan 1 | Data terisi pada
pernyataan Kasasi v Pemyataan Jam | SIPP/Register
kedalam Pemohonan Kasasi Elektronik
SIIPIEthegister E|:I - EIIPEgrReg;ster
Elektronik aktroni
9 [Melaksanakan - Akta Pencabutan 1 [Termohon
pemberitahuan ; Pernyataan Hari |Kasasl telah
pencabutan 'j :l Pemohonan Kasasi menerima
permohonan Kasasi - Relaas pemberitahuan
Pemberitahuan pencabutan
Pencabutan permohonan
Pernyataan Kasasl Kasasi
10 [menyetor PNBP - Buku ekspedisi 1 |- PNBPdisetor
Relaas v penyetoran PNBP/ | Jam | tepatwaktu
Pemberitahuan I::I Buku Induk HHK - Tanda terima
Pencabutan Kasasi - Buku Jurnal penyetoran
Keuangan Perkara
- Buku Kas Bantu
11 |Mengisitanggal dan - Relaas 1 |Tanggal
mengunggah relaas Eembiﬂghuan Jam | pemberitahuan
pemberitahuan encabutan pencabutan
pencabutan X Pernyatzan Kasasi permoheonan
permohonan Kasasi - SIPP{Register Kasast tercatat
pada SIPP/Register Elektronik dan relaas
Elektronik terunggah pada
SIFP
12 |Mengirimkan Akta - Surat Pengantaf 1 |Akta Pencabutan| *2
Pencabutan 4 - Akta Pencabutan | 3Jam |Pemyataan
Pemyataan | | Pernyataan Pemchanan
Pemohonan Kasasi ke Pemohonan Kasasi Kasasi terkirim
Kepaniteraan MA )
13 |[Mengarsipkan berkas ‘D' ;\Kta Pt:gcabutan 1 |[Arsip tersimpan
erkara Kasasi ernyataan Jam
p Pemohonan Kasasi
KETERANGAN

*1  Dalam hal berkas perkara belum dikirim ke Kepaniteraan MA, Akta Pencabutan Pernyataan Kasasi tidak perlu dikirim

*2  Dalam hal berkas perkara Kasasi sudah dikirim ke Kepaniteraan MA maka Akta Pencabutan Permohonan Kasasi harus dikirim ke Kepaniteraan Mahkamah Am]

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan ofeh Balai Sertifikasi Elektronik {BSrE) BSSN.




MAHKAMAH AGUNG R.I.

Pengadilan Negeri Sarolangun
Komplek Perkantoran Gunung
Kembang Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP 340/KPN.W5-U8/0T1.3/111/2026

TGL. PEMBUATAN | 12 Desember20i8_

TGL. REVISI 6 Febpgari 2026/ .

TGL. EFEKTIF 31 Maret 2026 N
DISAHKAN OLEH /S

4 & NowarinaMangirung

“PERDATA PENINJAUAN KEMBALI

UHI SYARAT FORMIL /
MELEBIHI-———TENGGANG WAKTU PADA
PENGADILAN NEGERI

NAMA SOP PER

DASAR HUKUM

KETERKAITAN

L.

2.

10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) /
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986
tentang Peradilan Umum,

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman,

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan
Negara Bukan Pajak.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2025 tentang
Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor
7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara
Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomro 7 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1
tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan
Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara
Elektronik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan

Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 14 Tahun 2010
tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan
Permohonan Kasasi/Kasasi sebagaimana telah diubah dengaN
Surat EdaranS Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2014
tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I
Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai
Kelengkapan Permohonan Kasasi/Kasasi

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan
Melalui Surat Tercatat

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI  Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi
Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding,
Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
363/KMA/SK/XI1/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi
Perkara dan Persidangan Perdata, Perdata Agama, dan Tata
Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis
Administrasi_Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan

1. SOP Kepaniteraan Perdata
2. SOP Pengembalian Sisa Panjar

PERINGATAN/ CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakanmaka pengiriman berkas peninjauan
kembali akan terlambat.,

KUALIFIKASI PELAKSANA

Strata 3
Strata 2
Strata 1
SMU Sederajat

W N

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

Alat tulis kantor (ATK).
Komputer

Printer

Aplikasi SIPP/Register Elektronik
Dokumen pendukung

e el o

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

Register Induk Perkara Perdata Peninjauan Kembali

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat ele

kironik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN




Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara
Elektronik

18. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Berada di Bawahnya.

19, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1692/DIU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi
dan Pengadilan Negeri

20. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1060/DJU/SK.TI1.1/V1/2025 tentang Perubahan Keputusan
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
114/DIU/SK.HM1.1.1/1/2024 tentang Pembaruan Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

21. Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
712/PAN/HK1.2.3/IV/2024 Tanggal 23 April 2024 Perihal
Pemberiakuan Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan
Peninjauan Kembali Secara Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digilal menggunakan seriifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE} BSSN,




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS KPN/ PERSYARATAN/ KET
PTSP MEJA IIT (| PANMUD | PANITERA| WKPN PERLENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1 |Menerima - Permohonan PK 1jam | PermohonanPK
Permohonan PKyang Tidak - ATK diterima
tidak memenuhi C 4 - Checklist
syarat formil - Relaas pemberitahuan
putusan
- Surat Kuasa Khusus bila ada
2 |Menelii persyaratan - Permohonan PK 1jam | PermohenanPK
dan tenggang waktu - Checldist berkas yang telah tidak memenuhi
permohonan PK diparaf syarat formil
- Relaas pemberitahuan
putusan
- SuratKuasa
- ATK
3 |Membuat konsep - Permechonan PK ljam |Konsep
keterangan tidak - ATK keterangan tidak
memenuhi syarat - Checklist berkas yang telah memenuhi
formit diparaf syarat formil
- Relaas pemberitahuan
putusan
- Surat Kuasa
4 |Menanda tangani v - Konsep keterangan tidak 1jam keterangarl tidak
konsep keterangan Ej memenui syarat formil mementhi
tidak memenuhi - ATK syarat formil
syarat formil sudah ditanda
tangani
5 |Metmbuat konsep - Keterangan tidak memenuhi 1Jam {Konsep
penetapan KPN syarat formil penetapan KPN
- ATK
6 |Menanda tangani - Konsep penetapan KPN 1jam |Penetapan KPN
konsep penetapan - ATK sudah ditanda
KPN tangani
7 | Mengirim penetapan - Penetapan tidak memenuhi 1jam |Penetapantidak | Dilakukan
tidak memenuhi syarat formil memenuhi secara
syarat formil kepada - ATK syarat formil elektranik
Pemchon terkirim ke / surat
Pemohon tercatat
8 |Arsip herkas perkara - Permohonan PK 3 hari |Arsiptersimpan
PK di simpan di arsip - Surat keterangan Panitera sebagai arsip
aktif - Penetapan tidak memenuhi aktif di
syarat formil Kepaniteraan
Perdata

Catatan : SOP belum mengikuti regulasi yang terbaru karena aplikasi belum mengakomodir terkait dengan PK elektronik

-

Dokumen int telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan cleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.




